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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal yang optimal, diperlukan
Standard Operating Procedures untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Standard Operating Procedures di lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal,

—_

Mengingat . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
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3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1Tahun
2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL.

Pasal 1

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Pasal 2

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2011

KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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DAFTAR ISI
STANDARD OPERATING PROCEDURES
UNIT SEKRETARIAT UTAMA

A. Pusat Pengolahan Data dan Informasi

1. Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal
Permintaan Data
Updating Data Statistik Penanaman Modal ke Website BKPM
Backup Database
Penyajian Data Rutin

Pembuatan / Pengembangan Database

NOo RN

Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem
Jaringan BKPM

Penanganan Masalah Aplikasi

o ®

Pembangunan dan Pengembangan Sistem

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparat
Daerah

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

a kLD

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur
BKPM

C. Biro Perencanaan Program dan Anggaran
1. Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM
2. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3. Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan BPPA
4

Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Unit BPPA

5. Penyiapan Jawaban Tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait
Anggaran BKPM
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6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor BKPM

7. Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM Yang Terkait Dengan
Daerah

8. Penyusunan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di
Lingkungan BKPM

9. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Laporan Triwulan)

10. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal

D. Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Pimpinan

1. Pelaksanaan Acara Pimpinan Dalam Kota

2. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima
Kunjungan Misi Dalam Negeri

3. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima
Kunjungan Misi Luar Negeri

4. Pendampingan  Keprotokolan Pimpinan Dalam  Rangka
Mendampingi Kunker Pres dan Wapres

5. Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Pimpinan BKPM

6. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima
Kunjungan Misi Dalam Negeri

7. Pengordinasian Pengendalian dan Pengurusan Surat masuk
Keluar

8. Prosedur Pembuatan Kliping Berita Investasi

9. Prosedur Perizinan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan
BKPM

10. Kunjungan dari Instansi lain

11. Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan
12. Prosedur Pelaksanaan Jumpa Pers dengan Media
13. Kunjungan Kerja dengan DPR RI

14. Prosedur Pencetakan dan Penjilidan Buku Dokumentasi Berita
Investasi

15. Prosedur Pemasangan Iklan Media Cetak

16. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI
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Penghimpunan dan Dokumentasi Peraturan Sektoral dan
Peraturan Daerah

Ikut serta SKB-P4M

Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan

. Biro Umum

© 0 No ok b=

et
= O

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

Pengelolaan Perpustakaan

Penataandan Penyimpanan Arsip

Pelayanan Peminjaman dan Permintaan Arsip

Pelayanan Legalisasi Arsip

Penerimaan Surat Masuk

Proses Surat Keluar

Proses Penomoran Persetujuan/Perizinan Penanaman Modal
Penggandaan Dokumen

Pengiriman Tembusan

. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan BKPM

. Pemberian Kenaikan Pangkat Pejabat dan Karyawan di

lingkungan BKPM

Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai
Pemutakhiran Data Kepegawaian

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Pengusulan dan Evaluasi Organisasi

Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan BKPM
Pelayanan Pembayaran Gaji

Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus

Pelayanan Pembayaran Uang Makan

Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi
Pembayaran langsung (LS)

Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran /Verifikasi
Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Penerbitan Surat Keterangan Penghasilan

Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran /Verifikasi
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Penyusunan Laporan Keuangan

Permintaan Alat Tulis Kantor

Keamanan Lingkungan Kantor

Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas

Peminjaman Wisma Diklat BKPM

Pengadaan dan Pendistribusian Barang Perlengkapan Kantor
Pelayanan Pengaduan Kerusakan Peralatan Sarana Kantor

Perawatan Peralatan Kantor, Perawatan Peralatan Penunjang
Gedung dan Perawatan Gedung

Penyediaan Ruang Rapat dan Jamuan Rapat

F. Pusat Bantuan Hukum

A T o e

Pelaksanaan Proses Arbitrase
Pelaksanaan Proses Mediasi
Pelaksanaan Proses Persidangan
Pemberian Keterangan di Persidangan
Pemberian Keterangan Kepada Penyidik

Penanganan Konsultasi Hukum Penanaman Modal

G. Inspektorat

1.
2.
3.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja
Pemeriksaan Internal

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Reviu Laporan Keuangan
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya mengenai data perkembangan
penanaman modal di Indonesia dimana perizinannya diselenggarakan oleh BKPM, perlu
dilakukan Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal dalam bentuk
tertulis secara rutin setiap bulan, agar para stakeholders dapat dengan mudah mengetahui
informasi tersebut dengan jelas.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan Pembuatan Buku
Laporan Perkembangan Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi unit Pusat
Pengolahan Data dan Informasi serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM
Tujuannya adalah meningkatkan sistem kerja unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi
dalam pengkoordinasian kegiatanPembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman
Modal secara terarah dan terpadu.

3. Ruang Lingkup
1. Unit pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah
Pusat Pengolahan Data dan Informasi.

2. Pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah pejabat
beserta stafnya yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung terhadap pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal

3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan
Informasi.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya buku laporan perkembangan

penanaman modal untuk suatu periode.
5. Pengguna laporan perkembangan penanaman modal adalah Pengguna buku laporan

perkembangan penanaman modal adalah para pejabat di BKPM maupun di luar
lingkungan BKPM, investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang
membutuhkan data terkait penanaman modal.

6. Keluaran (output) adalah laporan perkembangan penanaman modal.

7. Kemanfaatan (outcome) pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal
adalah data perkembangan penanaman modal sebagai salah satu sumber data bagi
pengambilan keputusan terkait dengan rencana pembangunan nasional dan data
pendukung bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

www.djpp.kemenkumham.go.id
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8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data penanaman modal;
b. Memiliki kemampuan menganalisis data.
c. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Excel / Crystal Report;

Ringkasan

Standard Operating Procedures Penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi : Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

b. Back Office : Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung
dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.

c. Front Office . Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan
investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar
tertentu.

d. Sektor Primer : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan sejenisnya.

e. Sektor Sekunder . Meliputi sektor industri atau manufaktur

f. Sektor Tersier . Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

. Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

c«J¢NOE
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Pusat Pengolahan data dan Informasi (Pusdatin) memiliki tugas melaksanakan pengelolaan
sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi. Dalam kaitannya
dengan penyajian informasi, para stakeholders terkadang melakukan permintaan data di
luar format baku yang telah dilakukan oleh Pusdatin. Sehingga perlu dilakukan suatu
proses query data yang baru dari database perizinan penanaman modal yang ada di
Pusdatin agar kebutuhan user terpenuhi.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan permintaan data adalah untuk menyediakan
informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai penyajian data rutin.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Pusat Pengolahan Data dan Informasi
secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan permintaan data di
lingkungan BKPM.

3. Ruang Lingkup
1. Unit yang bertanggung jawab melakukan kegiatan permintaan data adalah Pusat
Pengolahan Data dan Informasi
2. Pelaksana permintaan data adalah para pejabat dan pegawai unit Pusat Pengolahan
Data dan Informasi yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan permintaan data.
3. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan informasi.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya informasi penanaman modal secara
akurat dan cepat.

5. Pengguna data rutin adalah pejabat di BKPM maupun di luar lingkungan BKPM,
investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan data terkait
penanaman modal.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah data penanaman modal sesuai dengan kebutuhan

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tercapainya kebutuhan atas data dan
informasi terkait penanaman modal secara efektif dan efisien.

8. Standar kompetensi pelaksana:

- Teliti dan akurat dalam melakukan penyajian data.

- Memahami konsep perizinan penanaman modal di BKPM

- Menguasai program Microsoft Excel, Microsoft Query, Crystal Report.
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Ringkasan

Standard Operating Procedures Penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi : Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

b. Back Office : Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung
dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.

c. Front Office . Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan
investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar
tertentu.

d Sektor Primer : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan sejenisnya.

Sektor Sekunder . Meliputi sektor industri atau manufaktur
f Sektor Tersier - Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«f¢N0E
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang
Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat
lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat dalam masyarakat. Kondisi

Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan updating data statistik penanaman modal ke
website BKPM adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar

Ruang Lingkup

. Unit yang bertanggung jawab melakukan kegiatan updating data statistik penanaman
modal ke website BKPM adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi

. Pelaksana updating data statistik penanaman modal ke website BKPM adalah para pejabat
dan pegawai unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi yang secara teknis/administratif
memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan updating data statistik
penanaman modal ke website BKPM

. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan informasi.

. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya informasi penanaman modal bagi
masyarakat luas.

. Pengguna data statistik penanaman modal di website BKPM adalah pejabat di BKPM
maupun di luar lingkungan BKPM, investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang
membutuhkan data terkait penanaman modal.

. Keluaran (output) pelayanan adalah data statistik penanaman modal selama periode
tertentu.

. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terwujudnya transparansi informasi penanaman
modal bagi khalayak umum

. Standar kompetensi pelaksana:
- Teliti dan akurat dalam melakukan penyajian data.

- Menguasasi proses updating data penanaman modal ke dalam
website.

- Menguasai program Microsoft Excel, Microsoft Query, Crystal Report dan Acrobat
Reader.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan proses pelayanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi : Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

b. Back Office : Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung
dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.

c. Front Office ! investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar
tertentu.

d Sektor Primer . Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan sejenisnya.

Sektor Sekunder . Meliputi sektor industri atau manufaktur
f Sektor Tersier ! Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

c=4000
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Kita selalu membayangkan Aset adalah benda-benda tidak bergerak atau bergerak
seperti komputer, perabot, bangunan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya data dan
aplikasi kita pun adalah aset sama seperti benda bergerak dan tidak bergerak itu.
Bahkan bisa jadi data dan aplikasi yang jauh lebih penting dan sensitif karena
menyangkut sistem informasi dari sebuah organisasi.

Salah satu hal terpenting dalam database adalah back up. Menurut Ir. Betha Sidik dalam
bukunya MySQL: Untuk Pengguna, Administrator dan Pengembang Aplikasi Web:

Suatu back up harus dilakukan dengan tujuan untuk berjaga-jaga agar jangan sampai
terjadi kerusakan sistem, baik dari luar atau pun dari dalam sistem, entah yang
disengaja maupun yang tidak disengaja.

Para pengguna, khususnya yang berada dalam lingkungan enterprise yang memiliki data
penting dan berukuran besar, harus membuat salinan data yang dimilikinya. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan kegagalan (failure) yang
dapat menimpa database utama. Dengan adanya database cadangan hasil back up,
perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk memperbaiki database utama mereka
tanpa harus menghentikan kegiatan bisnisnya untuk

waktu yang lama.

BKPM sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan Non Departemen, memiliki data yang
penting dan strategis. Data BKPM tidak saja berisi data yang terkait
penanaman modal seperti data investor, data investasi, softcopy surat perizinan

2 Maksud dan Tujuan
Maksud Kegiatan ini adalah untuk menjaga database yang dimiliki BKPM dari
kemungkinan kegagalan (failure) yang dapat menimpa database utama.
Tujuannya adalah:
1. Membuat salinan data.
2. Memiliki cukup waktu untuk memperbaiki database utama apabila terjadi

gangguan pada server database.
3. Kebutuhan akan ketersediaan basis data (database) yang bisa terus aktif

bekerja selama 24 jam x 7 hari
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3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi semua ketentuan, tata-cara dan urutan kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan backup sebagai berikut

1. Persiapan pengamanan database.

2. Pelaksanaan pengamanan database.

3. Penyimpanan hasil pengamanan database.

4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«f¢NOE
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non
pemerintah, seringkali dikumpulkan data individual maupun agregat yang
merupakan hasil kegiatan dan hasil penelitian, baik secara rutin maupun non
rutin, bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal atau terkadang
bersifat periodik. Data dikumpulkan mulai dalam bentuk struktur data yang
paling sederhana hingga struktur yang sangat kompleks, dengan jumlah record
yang besar. Mekanisme yang sedemikian rupa sangat dibutuhkan untuk
pengelolaan data agar dapat dilakukan secara baik dan kemudahan dalam
menemukan kembali data jika sewaktu-waktu perlu. Mekanisme ini tentu saja
memangkas waktu dan tenaga, sehingga proses dapat berjalan lebih efektif.
Pada dasarnya, data merupakan satu langkah untuk dapat memberikan
informasi, baik informasi untuk organisasi tersebut maupun masyarakat luas.
Sehingga dapat dikatakan bahwa data merupakan awal terbentuknya sebuah
informasi

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyajian data rutin adalah untuk
menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyajian data rutin.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Pusat Pengolahan Data dan
Informasi secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyajian data rutin di lingkungan BKPM.

3  Ruang Lingkup
1 Unit yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penyajian data rutin adalah
Pusat Pengolahan Data dan Informasi

2 Pelaksana penyajian data rutin adalah para pejabat dan pegawai unit Pusat
Pengolahan Data dan Informasi yang secara teknis/administratif memiliki tugas
dan tanggung jawab langsung melaksanakan penyajian data rutin.

3 Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan
informasi.

4 Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya data dan informasi terkait
dengan penanaman modal untuk mendukung kinerja stakeholders.
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5 Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya data dan informasi terkait
dengan penanaman modal untuk mendukung kinerja stakeholders.

Pengguna data rutin adalah pejabat di BKPM maupun di luar lingkungan BKPM,
investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan data
terkait penanaman modal.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah data internal (contoh: data persetujuan,
realisasi, bea masuk, dll) dan data eksternal (contoh: BPS, Bapennas, Bl dll)

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah terwujudnya penyediaan data dan
informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat bagi para pengambil
keputusan.

8. Standar kompetensi pelaksana:
- Teliti dan akurat dalam melakukan penyajian data.

- Memahami konsep perizinan penanaman modal dan
- Menguasai program Micrsoft Excel, Crystal Report.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

cafslion
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sistem Informasi Manajemen Investasi pada hakekatnya merupakan
suatu sistem dari semua bentuk kegiatan perolehan dan pengolahan
data yang terkoordinasi, terintegrasi dan saling berinteraksi dari
seluruh aktivitas lingkup kegiatan perizinan penanaman modal.

Ketersediaan data statistik perkembangan penanaman modal yang
lengkap dan akurat adalah prasyarat penting dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di
Indonesia. Oleh sebab itu pengembangan data statistik penanaman
modal perlu diarahkan pada ketersediaan data dan informasi yang
lengkap, akurat, relevan, dan konsisten yang kesemuanya tidak
terlepas dari manajemen data dan informasi.

Data dan informasi memegang peranan penting dalam proses
perencanaan perkembangan penanaman modal di Indonesia, bahkan
informasi merupakan salah satu input yang berperan sama penting
dengan input-input lainnya. Oleh karena itu data dan informasi
seharusnya dianggap pula sebagai suatu sumberdaya yang harus
dikelola sama baiknya dengan sumberdaya lainnya.

Untuk itu, perlu disusun suatu pedoman pembangunan dan
pengembangan database yang dapat menunjang tercapainya sasaran
Tugas dan fungsi BKPM dalam

UU no. 25 tahun 2007 vyang antara lain adalah membuat peta
penanaman modal Indonesia, mempromosikan penanaman modal dan
menyebarkan informasi yang

seluas-luasnya dalam lingkup penyelengaraan penanaman modal untuk
mendapatkan data vyang akurat, informatif dan representatif
diantaranya sebagaimana yang

tercantum dalam pasal 12 bahwa Bidang usaha atau jenis usaha
ditetapkan berdasarkan standar klasifikasi yang berlaku di Indonesia
yaitu International Standard for Industrial Classification (ISIC).
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2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan pedoman pengembangan database adalah
memberi landasan yang kokoh dalam perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian Penanaman Modal yang terpadu,
dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan

Tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan dalam pengembangan Sistem Data dan Informasi
lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Menyusun pengembangan Sistem Informasi yang terpadu,
terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat bagi para pengguna baik
pengambil keputusan, pelaku usaha ataupun pihak lain yang terkait.

3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi semua ketentuan, tata-cara dan
urutan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan
dan pembangunan database sebagai berikut.
1. Pengumpulan user requirement.
2. Pembuatan desain database.
3. Pelaksanaan pembuatan/pengembangan struktur database.
4. Pelaksanaan ujicoba relasi dan duplikasi database.
5. Penyimpanan hasil pembuatan/pengembangan database.
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4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

_ Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
" Berikutnya

. Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu
" Halaman

o=J4H00
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal di seluruh unit kerja BKPM dapat
membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi
secara cepat, tepat, dan akurat serta menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan
efesien. Sistem jaringan merupakan salah satu pondasi utama dalam menopang seluruh
sistem yang telah dibangun. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem
jaringan yang dilakukan secara berkesinambungan didasarkan kepada perkembangan
kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi di BKPM dalam mendukung tugas
pokok dan fungsi BKPM dalam mencapai visi misi organisasi.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan BKPM adalah sebagai panduan bagi
unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM

Tujuannya adalah meningkatkan sistem kerja unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi
dalam pengkoordinasian kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sistem jaringan BKPM secara terarah dan terpadu.

3  Ruang Lingkup
1. Unit pelaksana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan
BKPM adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf Direktorat Pelayanan Aplikasi
yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal dengan

mekanisme Front Office dan Back Office.
3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan

Informasi.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam pemberian
pelayanan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem jaringan dalam
menunjang tugas pokok dan fungis dari masing-masing unit kerja di BKPM

5. Pengguna jaringan adalah organisasi, unit kerja, para pejabat/ pegawai di lingkungan
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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6. Keluaran (output) sistem jaringan, perangkat keras jaringan dan dokumentasi
sistem.

7. Kemanfaatan (outcome) meningkatkan produktivitas dan efesiensi dalam setiap
proses kegiatan di seluruh unit kerja BKPM.

8. Standar kompetensi pelaksana :

a. Mempunyai pengetahuan dan menguasai peraturan perundang-undangan,
ketentuan dan kebijakan terkait dengan sistem atau teknologi informasi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah.Mampu memberikan analisis dan pendapat hukum
yang tajam dan informative, dengan didukung oleh inisiatif yang tinggi, alasan yang
tepat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. Mempunyai keahlian dalam menganalisis permasalahan sistem secara tajam dan
informative, inisiatif yang tinggi, alasan yang tepat, transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan.

¢. Mempunyai pengetahuan dan menguasai serta terus mengikuti perkembangan
teknologi informasi.

d. Mampu melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan non Pemerintah
terkait dengan integrasi sistem.

4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«f¢N0E
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam penggunaan suatu sistem aplikasi dapat dipastikan terjadi permasalahan baik
yang teknis maupun prosedur. Dengan melakukan kegiatan penanganan masalah
aplikasi diharapkan dapat memfasilitasi para pengguna aplikasi sehingga masala-
masalah tersebut dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan penanganan
masalah aplikasi adalah sebagai panduan bagi unit Pusat Pengolahan Data dan
Informasi serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM
Tujuannya adalah meningkatkan sistem kerja unit Pusat Pengolahan Data dan Informasi
dalam pengkoordinasian kegiatan penanganan masalah aplikasi secara terarah dan
terpadu.

3  Ruang Lingkup

1. Unit pelaksana penanganan masalah aplikasi adalah Pusat Pengolahan Data dan
Informasi.

2. Pelaksana penanganan masalah aplikasi adalah pejabat beserta stafnya yang secara
teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung terhadap
penanganan masalah aplikasi

3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan
Informasi.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya suatu sistem yang handal,
reliable, dan terintegrasi dengan baik

5. Pengguna penanganan masalah aplikasi adalah para pengguna aplikasi yang

sistemnya terhubung dengan Pusat Pengolahan Data dan Informasi
6. Keluaran (output) adalah sistem aplikasi yang telah berhasil ditangani dengan baik.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya sarana helpdesk bagi para
penggunan aplikasi di lingkungan BKPM.

8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem aplikasi
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Excel / Crystal Report / Borland
Delphi / Microsoft Query / SQL Server;
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4 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«f¢NOE
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal di seluruh unit kerja BKPM
dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan
informasi secara cepat, tepat, dan akurat serta menghasilkan kinerja yang lebih
efektif dan efesien. Kebutuhan akan Sistem dalam menunjang tugas pokok dan
fungsinya harus dapat dikoordinasikan agar system yang akan dibangun atau
dikembangkan dapat terintegrasi.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar pembangunan/pengembangan sistem adalah
sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di BKPM vyang ingin
membangun/mengembangkan sistem di unit kerjanya agar terintegrasi dan
dapat berkesinambungan.

Tujuannya adalah termanfaatkannya sistem secara optimal dalam mendukung
tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja untuk menunjang tercapainya visi dan
misi BKPM.

3 Ruang Lingkup
1 Unit pelayanan yang melaksanakan adalah Bidang Pengelolaan Sistem
Informasi, Pusat Pengolahan Data dan Informasi.

2 Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf Bidang Pengelolaan Sistem
Informasi, Pusat Pengolahan Data dan Informasi yang secara teknis maupun
administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung

3 Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan
Informasi.

4 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam
pemberian pelayanan pembangunan/pengembangan sistem sehingga tercipta
kualifikasi sistem yang diharapkan.

5 Pengguna pelayanan adalah satuan organisasi, unit kerja, para pejabat/
pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, instansi terkait,
dan masyarakat.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen sistem yang direncanakan/telah
dibangun/dikembangkan

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah meningkatkan produktivitas dan
efesiensi dalam setiap proses kegiatan di seluruh unit kerja BKPM.
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8. Standar kompetensi pelaksana :

a. Mempunyai pengetahuan dan menguasai peraturan perundang-undangan,
ketentuan dan kebijakan terkait dengan sistem atau teknologi informasi
yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Mampu memberikan analisis dan
pendapat hukum yang tajam dan informative, dengan didukung oleh inisiatif
yang tinggi, alasan yang tepat, transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan.

b. Mempunyai keahlian dalam menganalisis permasalahan sistem secara tajam
dan informative, inisiatif yang tinggi, alasan yang tepat, transparan dan
dapat dipertanggung jawabkan.

c. Mempunyai pengetahuan dan menguasai serta terus mengikuti

perkembangan teknologi informasi.
d. Mampu melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan non

Pemerintah terkait dengan integrasi sistem.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

oiiones
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP
1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal di daerah,
maka BKPM melalui Pusdiklat setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai
diklat teknis singkat bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di
Indonesia bertempat di Wisma BKPM Cipanas.

2. Maksud dan Tujuan
Penetapan Standard Operating Procedures ini adalah sebagai pedoman
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Diklat Teknis Bagi Aparatur Sedangkan
tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Pusdiklat sehingga dapat meningkatkan efektifitas diklat dimaksud.

3. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,
b) pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur Daerah,
termasuk penyusunan laporan pelaksanaannya.

4. Ringkasan
Standar Operating Procedures Diklat Teknis Bagi Aparatur BKPM ini merupakan
pedoman penyelenggaraan diklat teknis bagi aparat PDPPM dan/atau PDKPM
yang dilaksanakan oleh BKPM dan dilaksanakan di Wisma BKPM Cipanas, Jawa
Barat.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

‘ . Pengambilan Keputusan
.
@

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari golongan pendidikan Sarjana,
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib disertakan dalam Diklat Prajabatan
Golongan lll selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai
CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai
PNS. Sehubungan dengan itu setiap tahunnya Pusdiklat BKPM menyelenggarakan
Diklat Prajabatan Golongan Ill bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara
(LAN) dengan melibatkan Widyaisawara LAN dan Widyaiswara BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Penetapan standar operasional prosedur ini adalah sebagai pedoman persiapan,
penyelenggaraan dan evaluasi Diklat Prajabatan Golongan Il yang dilakukan atas
kerjasama Pusdiklat BKPM dan LAN. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah
untuk menjaga efektifitas penyelenggaraan diklat tersebut sehingga dapat
mencapai tujuan diklat yang diharapkan.

3. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,
khususnya koordinasi dengan pihak ketiga dan ketersediaan ruangan dan fasilitas
penunjang lainnya, b) pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diklat oleh pihak ketiga
didampingi oleh pihak Pusdiklat dan c¢) penyusunan laporan lengkap
penyelenggaraan diklat.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Diklat Prajabatan Golongan Ill ini merupakan
pedoman penyelenggaraan diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Il di
BKPM vyang organisir oleh BKPM dan bekerjasama dengan pihak ketiga serta
dilaksanakan di Wisma BKPM Cipanas, Jawa Barat.
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mempersiapkan calon pimpinan pada eselon terendah hingga
tertinggi di lingkungan BKPM, setiap tahunnya mengirimkan aparatur dan
pejabatnya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Pimpinan tingkat
terendah  hingga tertinggi di Lembaga Administrasi Negara atau
Kementrian/Lembaga Pemerintah lainnya. Hal ini mengingat jumlah calon peserta
yang terbatas untuk dilakukan secara khusus untuk lingkungan BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Penetapan Standard Operating Procedures ini adalah sebagai panduan persiapan,
dan evaluasi pengiriman staf dan pejabat BKPM untuk mengkikuti Diklat Pimpinan
di LAN atau Kementrian/Lembaga lain. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengiriman calon peserta diklat
pimpinan bagi staf dan pejabat BKPM yang memenuhi syarat sehingga memperoleh
hasil seperti yang diharapkan.

3. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,
khususnya koordinasi dengan pihak LAN atau Kementrian/Lembaga lain yang akan
menjadi tujuan pengiriman calon peserta diklat pimpinan dari BKPM ketiga dan
ketersediaan ruangan dan fasilitas penunjang lainnya dan tahap evaluasi dalam
rangka meningkatkan pelayanan yang sama di masa yang akan datang

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Diklat Pimpinan ini merupakan pedoman
penyelenggaraan diklat bagi calon-calon pejabat di BKPM yang diorganisir oleh
BKPM dan pihak ketiga serta dilaksanakan di lingkungan kantor Lembaga
Administrasi Negara maupun Kementrian/Lembaga lain.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

caféliog

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mempersiapkan calon pimpinan pada eselon terendah hingga
tertinggi di lingkungan BKPM, setiap tahunnya mengirimkan aparatur dan
pejabatnya yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Pimpinan tingkat
terendah  hingga tertinggi di Lembaga Administrasi Negara atau
Kementrian/Lembaga Pemerintah lainnya. Hal ini mengingat jumlah calon peserta
yang terbatas untuk dilakukan secara khusus untuk lingkungan BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Penetapan Standard Operating Procedures ini adalah sebagai panduan persiapan,
dan evaluasi pengiriman staf dan pejabat BKPM untuk mengkikuti Diklat Pimpinan
di LAN atau Kementrian/Lembaga lain. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengiriman calon peserta diklat
pimpinan bagi staf dan pejabat BKPM yang memenuhi syarat sehingga memperoleh
hasil seperti yang diharapkan.

3. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam SOP ini adalah tahap : a) persiapan,
khususnya koordinasi dengan pihak LAN atau Kementrian/Lembaga lain yang akan
menjadi tujuan pengiriman calon peserta diklat pimpinan dari BKPM ketiga dan
ketersediaan ruangan dan fasilitas penunjang lainnya dan tahap evaluasi dalam
rangka meningkatkan pelayanan yang sama di masa yang akan datang

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Diklat Pimpinan ini merupakan pedoman
penyelenggaraan diklat bagi calon-calon pejabat di BKPM yang diorganisir oleh
BKPM dan pihak ketiga serta dilaksanakan di lingkungan kantor Lembaga
Administrasi Negara maupun Kementrian/Lembaga lain.
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Penjelasan Mengenai Simbol SOP

-a ¢l 00

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

2011, No.678

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan,
Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, diperlukan
suatu koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga
dalam menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Agar penyusunan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan BKPM dapat dilaksankan secara efektif
dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan konsep Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) BKPM adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro

Perencanaan Program dan Anggaran dalam menyusun Konsep Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) BKPM .

Tujuan adalah untuk :

1. Menyusun dokumen penganggaran berupa konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
berdasarkan RKA-KL Pagu Definitif sesuai hasil pembahasan dan penelaahan dengan
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Departemen Keuangan yang nantinya akan
dijadikan dasar dalam penyusunan DIPA.

2. Mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan dalam penyusunan anggaran BKPM.

3. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang menyusun DIPA BKPM adalah Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan
Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan DIPA BKPM
Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya konsep DIPA yang disusun
berdasarkan RKA-KL Pagu Definitif sebagai bahan pembahasan dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan.

5. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit orgaisasi di lingkungan kantor BKPM.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen penganggaran dalam bentuk Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan DJPb, Kementerian Keuangan yang nantinya
akan dijadikan dasar dalam penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran yang telah disempurnakan sesuai hasil pembahasan dan penelaahan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan DJPb, Kementerian Keuangan yang nantinya
akan dijadikan dasar dalam penyusunan Operasional Kegiatan.

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Penyusunan konsep DIPA BKPM memberikan pedoman

dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM.

w
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. DIPA
b. BAS
c. RKA-KL

: dokumen anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang disusun
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

. daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan
disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan,
pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat.

: dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga
dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

cal 4100

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP
1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat (RABPP) dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
diperlukan suatu koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian
Negara/Lembaga dalam menyusun revisi RABPP dan revisi DIPA. Agar penyusunan usulan revisi
di lingkungan BKPM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar
pelayanan

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA adalah

sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam

melaksanakan penyusunan, untuk memberikan informasi terkait dengan sistem dan prosedur
dalam penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA.

Tujuan adalah untuk :

3. Menyusun dokumen penganggaran berupa usulan revisi RABPP dan revisi DIPA
berdasarkan pengajuan unit kerja di lingkungan BKPM sesuai hasil pembahasan dan
penelaahan dengan DJA dan DJPb, Kementerian Keuangan .

4. Mewujudkan tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan dalam penyusunan anggaran BKPM.

3 Ruang Lingkup

8. Unit pelayanan yang menyusun usulan revisi DIPA dan revisi RABPP adalah Biro
Perencanaan Program dan Anggaran.

9. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan
Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan konsep revisi DIPA.

10. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

11. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya dokumen revisi RABPP dan revisi DIPA
hasil pembahasan dan penelaahan dengan DJA dan DJPb, Kementerian Keuangan.

12. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit organisasi di lingkungan kantor BKPM.

13. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen penganggaran dalam bentuk usulan revisi
RABPP dan revisi DIPA yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon | di lingkungan BKPM
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

14. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dokumen revisi RABPP dan revisi DIPA yang
telah disempurnakan sesuai hasil pembahasan dan penelaahan dengan DJA dan DJPb,
Departemen Keuangan selanjutnya dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA .

15. Definisi peristilahan :

Revisi RABPP dan revisi DIPA adalah dokumen penganggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran
Menteri Keuangan tentang revisi RABPP dan revisi DIPA yang memuat revisi atas Mata
Anggaran Kegiatan (MAK), kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja.
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4 Ringkasan

Standar Operasional Prosedur pelayanan penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA
adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan Anggaran
dalam melaksanakan penyusunan, untuk memberikan informasi terkait dengan sistem dan
prosedur dalam penyusunan usulan revisi RABPP dan revisi DIPA.

5 Definisi atau Pengertian Umum

Revisi RABPP dan revisi DIPA : Dokumen penganggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang
revisi RABPP dan revisi DIPA yang memuat revisi atas Mata Anggaran Kegiatan (MAK),
kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

XARANL
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka perwujudan pelaksanaan kegiatan/program Biro Perencanaan Program
dan Anggaran selama 1 tahun, maka perlu disusun Laporan Tahunan BPPA guna
meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran pada tahun berikutnya.
Untuk itu, agar penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA adalah
untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun buku Laporan Tahunan BPPA adalah Biro
Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan buku Laporan Tahunan BPPA.

¢ Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
buku Laporan Tahunan BPPA sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan
dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

Keluaran (output) pelayanan adalah buku Laporan Tahunan BPPA.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat melihat hasil dari kegiatan yang
telah dilaksanakan Biro Perencanaan Program dan Anggaran dan dapat
memperbaiki untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya melalui
penyusunan Laporan Tahunan BPPA.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Penyusunan Laporan Tahunan BPPA merupakan bagian
dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan
Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Laporan
Tahunan BPPA.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila
keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

7. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel, maka diperlukan
monitoring pelaksanaan kegiatan BPPA. Untuk itu, agar penyusunan Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar
pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan LAKIP BPPA adalah untuk
menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyusunan LAKIP BPPA.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan LAKIP BPPA.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun LAKIP BPPA adalah Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan LAKIP BPPA.

¢ Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
LAKIP BPPA sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif
dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran.

f Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen LAKIP BPPA.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terwujudnya suatu dokumen
tentang penilaian capaian kinerja kegiatan Biro Perencanaan Program dan
Anggaran, melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat melihat
kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran selama
1(satu) tahun.

4 Ringkasan
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Standard Operating Procedures Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran merupakan
bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat sistem kerja Biro
Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Perencanaan
Program dan Anggaran

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Kemanfaatan (outcome) : Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila
keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

8. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

caf ¢l Nl
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Berkenaan dengan penyusunan program dan anggaran Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pertanyaan secara
tertulis terkait dengan anggaran BKPM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka
Biro Perencanaan Program dan Anggaran menyiapkan jawaban sehingga dapat
memberikan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, agar
penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar
Pendapat terkait anggaran adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara
jelas, benar dan pasti mengenai penyusunan dokumen jawaban tertulis Rapat Dengar
Pendapat.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyiapkan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait
anggaran adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait
anggaran.

¢ Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyiapan
jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran sehingga proses
penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

Keluaran (output) pelayanan adalah jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat
terkait anggaran.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersedianya jawaban tertulis Rapat
Dengar Pendapat, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat kepada Komisi
VI Dewan Perwakilan Rakyat.
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4 Ringkasan
Standard Operating Procedures penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat
terkait anggaran merupakan bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat
sistem kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar
pelaksanaan penyiapan jawaban tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait anggaran.

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Kemanfaatan (outcome) . Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila
keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa vyang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

9. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

TIEA A
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

10. Latar Belakang
Biro Perencanaan Program dan Anggaran melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam
penyusunan Renja BKPM sebagai dokumen perencanaan kerja selama 1 tahun kedepan,
untuk menjadi acuan kinerja, dan menjadi pedoman penyusunan Renja di lingkungan
BKPM.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan bagi
seluruh lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di bidang atau sektornya masing-masing.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan
daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja yang disusun merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM). Agar pengkoordinasian penyusunan Renja Kantor Badan Koordinasi
Penanaman Modal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar
pelayanan.

11. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan rencana kerja BKPM adalah sebagai
pedoman (guide) untuk mengatur dan mengarahkan dalam menyusun rencana program
kerja/kegiatannya untuk periode satu tahun kedepan khususnya Biro Perencanaan
Program & Anggaran (BPPA) dan unit kerja lain di lingkungan BKPM umumnya.

Tujuan penetapan standar pelayanan penyusunan rencana kerja adalah dengan adanya
aturan dan arahan tersebut, maka diharapkan BPPA dan unit kerja lain di lingkungan BKPM
dalam menyusun rencana kerjanya dapat dikerjakan tepat waktu dan efisien serta dapat
mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia, bekerja sesuai dengan tupoksinya.

12. Ruang Lingkup

16. Unit yang mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan
Koordinasi Penanaman Modal adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

17. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan staf Biro Perencanaan Program dan
Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

18. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

19. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen perencanaan untuk
mendukung kelancaran kinerja.
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20. Pengguna pelayanan adalah unit kerja/unit orgaisasi di lingkungan kantor BKPM.

21. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Renja Kantor Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

22. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah tersusunnya dokumen Renja unit kerja/unit
organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan Kebijakan Umum Pemerintah.

13. Ringkasan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal
memberikan pedoman dalam penyusunan rencana program kerja/kegiatannya untuk
periode satu tahun kedepan.

14. Definisi atau Pengertian Umum

d. RenjaK/L : Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 1 (satu) tahun.

e. Renstra K/L : Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun.

f. RPIM : Dokumen perencanaan nasional untuk periode 5
(lima) tahun

g. RKP : Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1

(satu) tahun

15. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

www.djpp.kemenkumham.go.id



108

2011, No.678

UeelEpUSd UEp Ueleledudd 4
1edeu 3ueny uep 1edwa epod ueelepua)y ‘10123f0id @I Yoogarou ‘a1uld ‘Usindwoy ‘Aoruey sinl ey
uedeySuajiad/uelejesad -3
*(1u10d 19Mod uep ‘[22x3 ‘PIOA “SIAI) 2310 UOSOMIN weldoid lesenSus| €
‘ese8au ueSuenay uep ueeueduasad Suepiq Ip uesnjesad-ueiniesad jesen3usw ‘esel/Sueseq ueepeduad ‘esedau ueduenay ‘ueseSSueSuad ‘ueeuedusiad uswaleuew IWeYRWIN T
*si891e43s uesninday |IquesSusw ndwew eas ‘ueyejesewdad sisijeueSuaw ndwew ‘|lenidasuoy Jiyjidiag ndwew ‘iseuipioodsaq ndwew ‘ewes efi1yaq ndwew ‘qeanye U@L T
T |auosiad 1sexyyijeny -q
Mg (es1suay) siSa1e.1s eueduay epeday noeSusw sniey |AIdYG Joluey (eluay) el1a) euedusy
uejeSuniad )
(d)¥) Yyewuriswad efiay eueduay Liep ueseqefuad uexedniaw NdNG (eluay) elia)y eueduay
ueyeyta1d) ‘g

INdYg el1ay e1e] uep isesiuesiQ Sueual £00Z/)NS/06 JOWON INdME eleda)y ueinielad

600 Unye] Yyeuuawad ef1ay euesusy Sueiual §00Z UNYel S€ JOWON YeluLdW Ueinjesad

|euoiseN ueunSuequad eueduay ueunsnAuad eie) ele] Suejual 900Z Unye] Qi JOWON YeIULIBW{ Ueinieldd
|euoiseN yeSuaua|A exSuer ueunSuequiad eueduay Sueiual £00z unyel T JowoN Suepun-Suepun

|euoiseN ueunSuequiad UBBUBIURISG WISIS SULIUS] 00T UNYe] Sz JowoN Suepun-Suepun

ejedaN ueSuenay Suejusl €00z unyey /T 'ON Suepun-Suepun

N ®M S n o

wnyny Jeseq 'y

(d)9) |epPOIN UBWEURUS{ ISEUIPIOO) UBpeg Jojue) (eluay) el19) eueduay ueunsnAuad
sainpalo.id buiypiado piopupis

9-€-T: dOS JOWON

VIAVLN LVI¥YVLIUNIS
IVAOW NVINVNVN3d ISYNIQYOO) Nvave

NVYVOONV NVA WVHOO0H¥d NVVNVINIY3d OYlg Eﬁ_v_m

.go.i

www.djpp.kemenkumham



2011, No.678

109

‘pnsyewip ueynsew/ueyn|a/uenpesuad nnfuepjepuiusw eAuueselel elussaq wesSoid ueunsnAuad ueiSeg ejeday ¢

‘ueynsew/ueyn|ay/uenpeduad nnfuepiepulusw yniun weidold ueunsnAuad ueideq ejedsy epeday Sueuamam ueyisedajspuaw uese3uy uep weidold ueeuedualad olig ejeday ¢
‘INdNg ‘uese33uy uep wei3old ueeuedualad odig ejeday epeday ueyledwesip |AdNg Jolue) efuay ueunsnAuad ueueAejad ueSuap Jeyta) 19y Jun Lep ueynsew/ueyn|ay/uenpedusd T

ueynsel\l/ueyn|ay/uenpeduad infueq yepuil /ueuedueuad )

‘e[19y wel uep Ley sen| Ip ueseuesye|ip 1edep ueynpiadip ejiq uep ‘ueseulpay efl1ay wel eped ueyeuesye|ip NG Jolue) efuay ueunsnAuad ueuedejad

ueuekejad |lemper °r

*Jojuey Jen| Ip ueyeuesye|ip jedep ueynpadip ejigede uep |NdMG ‘UeseS3uy uep weiSold ueeuRIUDIId 04Ig Ip uedeueSye|Ip INd)G Joiuey efuay ueunsnAuad ueuehelad

ueuekejad 1edway |

epe sepiL

ueueAejod ekelg ‘H

‘NG J11eipul n8ed dasuoy ueunsnAuad |isey ueSuap ueduipuadaysaqg ueueAejad eun88uad e
: ueueAejad eun33uad 18eq jiesisiuiwpe/siuya) uejesedsiad
‘ueduenay uswauedaq ‘vrg 14ep Jneyipul nSed TN-vY Iseyiide lesenSuaw ye|al efuay unsnAuad 2
‘uese88ueduad uep ueeueduasad waisis ueSuap 1eysa1 SueA eAuure] uswnyop/nyng/ueduepun-Suepuniad ueinjesad edniaq Isuaiajel/erep eAuepy q
‘eSiey seyjep uep (gvy) eAeig uese33uy uelpury ‘(M) ueieiSey uendy exSuesay edniag Sunynp eiep elasaq efuay eAuepy ‘e
: ueueAe|ad euesye|ad ysjo lynuadip sniey SueA jiiesisiuiwipe/siuyal uejesedsiad T

ueuekejad JNpasoid ‘9

.go.i

www.djpp.kemenkumham



110

2011, No.678

N-eluay dissedualy vl

seuaddeg ay ueyiedwesip 1y-eluay dasuoy g

ngduiw ¢ I - e
- . . P
isey uawnyop epeday noeSusw NdNg Td-elusy unsnAualy 5
ey ¢ _ -
4 4 » 4 W[Q uep seuaddeg
ueSuap (Bunoa |esdreu)) yeyid edin uenwaiad ueymePW i
ngsuiw z I.. I < ITII < Suneayy |eJale|) ueYeq unsnAuaw
seuaddeg ueSusp iseuipiooyiag eAupnfuess dued eliay jun
yajo ueyledwesip yejay Suek gyy uep Yoo uesiseidaiuiduapy €
ndduiw g INdAHg YHLSN3Y eped nieduaw
> I IvI |IvI 1 I dyd Uep YOL unsnAusw d¥g ueBunyBul 1p eley wun -
uesedduy uep wesdold UPBUEIUIAY
o.1g ejeday epeday seulp eyou dasuoy ueyiedweAuay -| T
vei 7 e <— N —— @ —— @D g v 1SNTy epeday naeSuaw gy uep
HOL ymuaq wejep Suiealy |eseleul ueyeq ueydeituaw sede
Nddg ueSunydul] 1p eliay 1uUn Yyninfas a3 Seulp BIOU IENQUILY T
it) i weidoid wedioid olE eliay ) e1a NayuawWa; seuadde; eje|da; ein| ‘o
2 ) u Bw U3 Bu ul 1 uejes *
e feuesyejad |ueeuesuasad Seqnsey (ueunsniuad Seqey bctho, s S0 i via/nay e e et uerein| “oN

d40s uerein

.go.i

www.djpp.kemenkumham



111 2011, No.678

%

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM Yang Terkait Dengan Daerah

2011

JIn. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 112

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Biro Perencanaan Program dan Anggaran melaksanakan kegiatan Sosialisasi
Program/Kegiatan BKPM sebagai upaya untuk mensinkronkan kegiatan BKPM dengan
Perangkat Daerah Promosi Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
bagi seluruh lembaga tinggi negara, departemen dan lembaga pemerintahan non-
departemen dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di bidang atau sektornya
masing-masing. Oleh karena itu, Biro Perencanaan Program dan Anggaran (BPPA)
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM yang terkait dengan daerah
bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan
BKPM dengan daerah (PDPPM/PDKPM) serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan SOP Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM yang terkait dengan daerah
adalah agar lebih mengefektifkan dan mensosialisasikan program/kegiatan dan anggaran
BKPM Tahun Anggaran satu tahun kedepan baik yang terkait dengan daerah maupun antar
unit kerja di lingkungan BKPM sendiri, sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat lebih
optimal dan terlihat adanya keterkaitan antar program kerja.

Tujuan adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih program-program kerja dari unit-
unit yang ada di BKPM serta adanya kesinambungan kegiatan antara Rencana Stratejik
yang telah disusun oleh BKPM dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga akan tercapai
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dengan pencapaian hasil yang optimal.

3 Ruang Lingkup

1. Melakukan koodinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM)

2. Menyusun dan mengkompilasi program/kegiatan dan anggaran tahun anggaran satu

tahun kedepan yang diusulkan oleh setiap unit kerja di lingkungan BKPM

Membuat surat pemberitahuan rencana sosialisasi ke daerah yang menjadi tuan rumah

4. Membuat surat undangan ke daerah yang menjadi penyelenggaraan kegiatan dan ke
daerah-daerah lainnya

5. Mempersiapkan bahan-bahan (materi sosialisasi, administrasi, keuangan dan
akomodasi, konsumsi) yang akan dibawa ke daerah

6. Kemanfaatan (outcome) adalah tersusunnya bahan sosialisasi

w
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4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM yang terkait dengan
daerah adalah agar lebih mengefektifkan dan mensosialisasikan program/kegiatan dan
anggaran BKPM Tahun Anggaran satu tahun kedepan baik yang terkait dengan daerah
maupun antar unit kerja di lingkungan BKPM sendiri, sehingga pelaksanaan kegiatannya
dapat lebih optimal dan terlihat adanya keterkaitan antar program kerja.

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. PDPPM : Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal
b. PDKPM : Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman
Modal

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator Mulai dan Selesai

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Belum optimalnya mekanisme evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan
unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menuntut
adanya mekanisme pelaporan yang baku dan dapat memberikan informasi yang optimal
bagi pimpinan. Untuk itu, agar penyusunan Laporan evaluasi pogram/kegiatan unit kerja
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan
unit kerja adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan
pasti mengenai penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja di lingkungan BKPM.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di
lingkungan BKPM adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja.

¢ Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
Laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja sehingga proses penyusunannya
dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

f Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Laporan evaluasi program/kegiatan
unit kerja.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terlaksananya evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, dan
pencapaian kinerja hasil program.
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4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Penyusunan Laporan evaluasi program/kegiatan unit
kerja merupakan bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk memperkuat sistem
kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka memperlancar
pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan unit kerja di lingkungan
BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Kemanfaatan (outcome) :  Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila
keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

c. Evaluasi : Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome)terhadap rencana dan standar.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu
Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Belum optimalnya mekanisme monitoring pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menuntut adanya mekanisme pelaporan yang
baku dan dapat memberikan Informasi yang optimal bagi pimpinan. Untuk itu, agar
penyusunan Laporan Triwulanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan Laporan Triwulanan adalah untuk
menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai penyusunan
Laporan Triwulanan.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran

secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan
triwulanan di lingkungan BKPM.

3 Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan
Triwulanan) adalah Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program dan
Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan penyusunan Laporan Triwulanan.

3. Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan Laporan
Triwulanan sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan
tepat waktu.

5. Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen Laporan Triwulanan.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terlaksananya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, dan pencapaian kinerja hasil

program.

8. Standar kompetensi pelaksana:
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a. Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi atas laporan triwulanan dari unit kerja, unit
satuan kerja dan unit organisasi BKPM.
. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word dan Ms Excel)
c. Memahami PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

4 Ringkasan
Standard Operating Procedures penyusunan Laporan Triwulanan adalah untuk menyediakan
informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai penyusunan Laporan
Triwulanan.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator Mulai dan Selesai

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

_
<>
__
_
®

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Belum optimalnya mekanisme penyusunan buku Penetapan Kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) yang menuntut adanya mekanisme penyusunan yang baku
dan dapat memberikan informasi yang optimal bagi pimpinan. Untuk itu, agar
penyusunan buku Penetapan Kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka diperlukan standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan buku Penetapan Kinerja adalah
untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai
penyusunan buku Penetapan Kinerja BKPM.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan
Anggaran secara terencana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
penyusunan buku Penetapan Kinerja BKPM.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang menyusun buku Penetapan Kinerja BKPM adalah Biro
Perencanaan Program dan Anggaran.

b Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Perencanaan Program
dan Anggaran yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan penyusunan buku Penetapan Kinerja BKPM.

¢ Penanggung Jawab pelayanan adalah Kepala Biro Perencanaan Program dan
Anggaran.

d Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyusunan
buku Penetapan Kinerja BKPM sehingga proses penyusunannya dapat dilakukan
dengan lancar, efektif dan tepat waktu.

e Pengguna pelayanan adalah seluruh Satuan Kerja di lingkungan BKPM.
f  Keluaran (output) pelayanan adalah dokumen buku Penetapan Kinerja BKPM.

g Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat terwujudnya suatu capaian kinerja
tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta
indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa
hasil maupun manfaat.

4 Ringkasan
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Standard Operating Procedures Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal merupakan bagian dari SOP teknis yang ditetapkan untuk
memperkuat sistem kerja Biro Perencanaan Program dan Anggaran dalam rangka
memperlancar pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Kemanfaatan (outcome) . Kondisi yang diharapkan akan dicapai bila
keluaran (output) dapat diselesaikan tepat
waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta
berfungsi dengan optimal.

b. Keluaran (ouput) : Barang atau jasa vyang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

c. Penetapan Kinerja :  Menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/
unit kerja dalam suatu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian
Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu
Halaman

-«f¢008
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu
kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian, undangan) yang akan dihadiri
oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan efektif.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam negeri
Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro
Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan
maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah membangun sistem kerja
yang efektif serta mampu mendukung pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan
BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

3. Ruang Lingkup

a Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM
adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang dikoordinasikan oleh
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

¢ Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan
TU Pimpinan.

4. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan acara Pimpinan dalam Kota/Daerah
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o= ¢ 00
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan
koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu
ditunjang oleh suatu kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian,
undangan) yang akan dihadiri oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan
dengan lancar, tertib dan efektif.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam
negeri Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di
lingkungan Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya
adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung
pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan BKPM dalam menyelenggarakan
kegiatan.

3. Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan
BKPM adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan
Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

¢ Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas, dan TU Pimpinan.

4. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan
Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang
ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

a4l

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu
kegiatan penyiapan pendampingan tamu delegasi luar negeri agar dapat terlaksana
dengan lancar, tertib, efektif, dan efisien.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan acara harian delegasi luar negeri
sebagai tamu Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah menetapkan proses serta
mekanisme yang jelas dan pasti, baik bagi petugas penata dan pelayanan acara
tamu delegasi dalam negeri maupun bagi pihak yang terkait.

b. Tujuannya adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung
pelayanan keprotokolan bagi tamu delegasi luar negeri Badan Koordinasi
Penanaman Modal dalam menyelenggarakan kegiatan.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup perawatan peralatan kantor adalah perawatan kran, lampu, alat
kedokteran, alat telekomunikasi, CCTV, gondola, Handle, kitchen set, meja kursi,
mesin absent, mesin penghancur kertas, peralatan musik, peralatan olah raga,
filling cabinet, infocus, lemari buku, notebook, televisi, telepon dan mesin ketik.

Ringkasan

a. Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan pendampingan tamu delegasi luar
negeri Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kepala Biro Peraturan
Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

b. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol dan staf di Bagian Protokol
yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan
TU Pimpinan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

caftlod

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu
kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian, undangan) yang akan dihadiri
oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan efektif.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam negeri
Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro
Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan
maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah membangun sistem kerja
yang efektif serta mampu mendukung pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan
BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

3. Ruang Lingkup

a Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM
adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang dikoordinasikan oleh
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

¢ Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan
TU Pimpinan.

4. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan Pimpinan
Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri merupakan bagian dari SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan
pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persiapan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman
Berikutnya

caftlong

Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan Pelaksanaan
Perjalanan Luar Negeri Pimpinan BKPM agar dapat terlaksana dengan lancar, tertib, efektif,
dan efisien.

2 Maksud dan Tujuan
a. Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM
adalah menetapkan proses serta mekanisme yang jelas dan pasti baik bagi sekretariat
Pimpinan BKPM maupun bagi pihak lain yang terkait.
b. Tujuannya adalah membangun sistek kerja yang efektif serta mampu mendukung
pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

3 Ruang Lingkup

a Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja luar negeri Pimpinan
BKPM adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol dan staf di Bagian Protokol yang
dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan Pimpinan

Dalam rangka Mempersiapkan dan Mendampingi Pimpinan BKPM melakukan
Kunjungan Kerja ke Luar Negeri merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi
rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan segala persiapan sebelum dan
selama Pimpinan BKPM berada di Luar Negeri.
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5 Definisi atau Pengertian Umum
a. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

b. Karo : Kepala Biro
c. Kabag : Kepala Bagian
d. Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

o«0NOE

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu
kegiatan penyiapan acara (pembicara, peresmian, undangan) yang akan dihadiri
oleh Pimpinan BKPM agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan efektif.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan standar pelayanan penyiapan kunjungan kerja dalam negeri
Pimpinan BKPM adalah sebagai acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro
Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan
maupun bagi pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah membangun sistem kerja
yang efektif serta mampu mendukung pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan
BKPM dalam menyelenggarakan kegiatan.

3. Ruang Lingkup

a Unit pelayanan yang melaksanakan penyiapan kunjungan kerja Pimpinan BKPM
adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Protokol yang dikoordinasikan oleh
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

¢ Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan
TU Pimpinan.

4. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Keprotokolan Pimpinan
Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri merupakan bagian dari SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan
pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

il
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan
pengordinasian, pengendalian dan pengurusan surat masuk dan keluar, agar semua
kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

2 Maksud dan Tujuan
a. Maksud penetapan standar pelayanan, pengkoordinasian, pengendalian, dan
pengurusan surat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai
acuan bagi unit pelaksana di lingkungan Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan dalam memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada Pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Tujuannya adalah terselenggaranya kinerja pelayanan ketatausahaan di Badan
Koordinasi Penanaman Modal yang lebih berkualitas dan terciptanya instrumen untuk
mengukur efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja bidang ketata
usahaan pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3 Ruang Lingkup
a Unit pelayanan yang melaksanakan pengkoordinasian, pengendalian, dan pengurusan
surat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kepala Biro Peraturan
Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.

b Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan staf di Bagian
Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Pimpinan yang dikoordinasikan oleh Kepala
Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pengoordinasian, Pengendalian, dan Pengurusan surat

masuk-Keluar merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang
ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. TU : Tata Usaha

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. Karo . Kepala Biro

d Kabag . Kepala Bagian

e Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

o«¢N0E

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan pembuatan
kliping berita investasi guna menyampaikan informasi seputar berita investasi, ekonomi,
industri & jasa, kebijakan yang berkaitan dengan investasi, kondisi sosial dan budaya yang
berhubungan dengan penanaman modal di Indonesia kepada kalangan internal BKPM
terutama pejabat eselon 1 dan 2.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar prosedur pembuatan kliping berita investasi adalah sebagai
panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha
Pimpinan dalam melaksanakan prosedur pembuatan kliping berita investasi.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan prosedur
pembuatan kliping berita investasi.

3  Ruang Lingkup
a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur pembuatan kliping berita
investasi adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Peliputan &
Hubungan Media Massa, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan
staf Humas yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan pembuatan kliping berita investasi.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan prosedur pembuatan kliping berita investasi

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan pelaksanaan pembuatan kliping berita investasi di Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. lklan : Materi promosi yang ditayangkan di media massa

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. Layout : Tata letak penempatan dan desain iklan

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢N0E
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan perizinan
melakukan wawancara dengan pimpinan BKPM guna menggali data dan informasi seputar
perkembangan dan rencana investasi serta realisasinya pada tahun berjalan untuk
selanjutnya mereka publikasikan di media (cetak atau elektronik).

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar prosedur perizinan melakukan wawancara dengan
pimpinan BKPM adalah sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan prosedur perizinan
melakukan wawancara dengan pimpinan BKPM.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan prosedur
perizinan melakukan wawancara dengan pimpinan BKPM.

3  Ruang Lingkup

a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur perizinan melakukan
wawancara dengan pimpinan BKPM adalah Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Peliputan &
Hubungan Media Massa yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung
jawab langsung melaksanakan perizinan melakukan wawancara dengan pimpinan
BKPM.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan prosedur pembuatan kliping berita investasi

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan pelaksanaan perizinan melakukan wawancara dengan pimpinan
BKPM di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Redaksi : Bagian dalam struktur perusahaan media yang bertugas
mengisi konten berupa artikel berita

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. lLayout : Tata letak penempatan dan desain iklan

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«J0N0E
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan kunjungan
dari instansi lain baik pemerintahan maupun akademisi sehingga BKPM mendapat
masukan-masukan yang berharga dalam menentukan kebijakan investasi yang mengangkat
kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar pelaksanaan kegiatan kunjungan dari instansi lain adalah
sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan
Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan kunjungan dari instansi lain.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan kegiatan
kunjungan dari instansi lain.

3  Ruang Lingkup

a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kunjungan dari
instansi lain adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Hubungan
Kelembagaan, dan Kepala Sub Bagian Peliputan & Hubungan Media Massa yang secara
teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan
kegiatan pelaksanaan kunjungan dari instansi lain.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kunjungan dari instansi lain merupakan

bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pelaksanaan kunjungan dari instansi lain di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. up : untuk perhatian

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

C. via : melalui

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

c«¢N0C
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di
bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan peliputan dan
pendokumentasian kegiatan guna mengabadikan momen-momen penting yang dilakukan
pimpinan BKPM khususnya Kepala BKPM dalam melakukan promosi investasi baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.

Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar prosedur peliputan dan pendokumentasian kegiatan adalah
sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata
Usaha Pimpinan dalam melaksanakan prosedur peliputan dan pendokumentasian kegiatan.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu mendukung
kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan prosedur peliputan dan
pendokumentasian kegiatan.

Ruang Lingkup

a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur peliputan dan
pendokumentasian kegiatan adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Peliputan &
Hubungan Media Massa, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan staf
Humas yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung
melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

Ringkasan

Peliputan dan pendokumentasian dilakukan melalui keikutsertaan staf Bagian Hubungan
Masyarakat dalam kegiatan Pimpinan BKPM untuk melakukan pengambilan/pengumpulan
data baik yang berbentuk gambar, audio dan video, kemudian mentransformasikan hasil-hasil
tersebut ke dalam format digital, serta mengelola melalui manajemen database untuk
penyimpanan dan pemutakhiran datanya.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. up : untuk perhatian

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. via : melalui

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan Masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

=000
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan pelaksanaan
jumpa pers dengan media untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau
mempromosikan kebijakan BKPM dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan
penerimaan publik terhadap sesuatu hal, terutama yang berkaitan dengan kondisi seputar
investasi. Disamping itu, berguna mewujudkan keinginan BKPM untuk menyampaikan
pernyataan atau informasi dengan mengundang media massa agar datang dan meliput
dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan
dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran.

Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar prosedur pelaksanaan jumpa pers dengan media adalah
sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan
Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan jumpa pers dengan
media.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan prosedur
perizinan melakukan jumpa pers dengan media.

Ruang Lingkup
a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur pelaksanaan jumpa pers
dengan media adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Peliputan &
Hubungan Media Massa, dibantu Kepala Sub Bagian hubungan Kelembagaan yang
secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan
pelaksanaan jumpa pers dengan media.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

Ringkasan
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan prosedur pelaksanaan jumpa pers dengan

media merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang
ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan jumpa pers dengan media di Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 202

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. up : untuk perhatian

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. via : melalui

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«J4H00
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan kunjungan
kerja ke lapangan bersama lembaga eksekutif yang membidangi investasi (Komisi VI DPR-
RI) sehingga BKPM mendapat gambaran nyata mengenai iklim investasi di Indonesia yang
pada akhirnya menentukan BKPM dalam mengeluarkan kebijakan yang pro investasi.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar pelaksanaan Kunjungan Kerja dengan DPR Rl adalah
sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan
Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja dengan DPR Rl khususnya
Komisi VI.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan Kunjungan
Kerja dengan Komisi VI DPR-RI.

3 Ruang Lingkup
a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Kunjungan Kerja
dengan DPR-RI adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Hubungan
Kelembagaan, dan Kepala Sub Bagian Peliputan & Hubungan Media Massa yang secara
teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan
kegiatan pelaksanaan kunjungan kerja dengan Komisi VI DPR-RI.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kunjungan Kerja dengan DPR-RI merupakan

bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan pelaksanaan Kunjungan Kerja dengan DPR-RI di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Kunker : Kunjungan kerja

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. PP : Pulang - pergi

d Lumpsum : Uang harian ketika melakukan perjalanan dinas

e PUM : Pembayar uang muka

f SBU : Standar biaya umum

g Humas : Hubungan masyarakat

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

c«¢N0C
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan pencetakan
dan penjilidan buku dokumentasi berita investasi guna mendukung khazanah informasi
tentang penanaman modal terutama yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi di
Indonesia.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar operasional prosedur pencetakan dan penjilidan buku
dokumentasi berita investasi adalah sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-
undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan
prosedur pencetakan dan penjilidan buku dokumentasi berita investasi.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan prosedur
pencetakan dan penjilidan buku dokumentasi berita investasi.

3  Ruang Lingkup
a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur pencetakan dan
penjilidan buku dokumentasi berita investasi adalah Biro Peraturan Perundang-

undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Peliputan &
Hubungan Media Massa, dan staf Humas yang secara teknis/administratif memiliki
tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan pencetakan dan penjilidan buku
dokumentasi berita investasi.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan prosedur pencetakan dan penjilidan buku
dokumentasi berita investasi merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian
prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan pencetakan dan penjilidan
buku dokumentasi berita investasidi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. lklan : Materi promosi yang ditayangkan di media massa

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. Layout : Tata letak penempatan dan desain iklan

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«f¢NO
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan pemasangan
iklan media cetak guna memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh BKPM, dimana kegiatan tersebut berskala nasional atau internasional. Selain itu
pemasangan iklan di media cetak bertujuan untuk memberikan ucapan tertentu kepada
mitra kerja BKPM atau kepada instansi lain, berupa ucapan selamat atau duka cita, yang
dilakukan baik secara swakelola maupun melalui kerjasama antar instansi.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar prosedur pemasangan iklan media cetak adalah sebagai
panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha
Pimpinan dalam melaksanakan prosedur pemasangan iklan media cetak.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan prosedur
pemasangan iklan media cetak.

3  Ruang Lingkup

a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan prosedur pemasangan iklan media
cetak adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Peliputan &
Hubungan Media Massa, dan staf Humas yang secara teknis/administratif memiliki
tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan pemasangan iklan media cetak.

¢ Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Prosedur Pemasangan lklan Media Cetak

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan pelaksanaan pemasangan iklan media cetak di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. lklan : Materi promosi yang ditayangkan di media massa

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. Layout : Tata letak penempatan dan desain iklan

d Kabag : Kepala Bagian

e Humas : Hubungan masyarakat

f Setama : Sekretaris Utama BKPM

g Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«0NO
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan pengawasan
oleh lembaga eksekutif (Komisi VI DPR-RI) supaya BKPM selalu berada pada koridor
tanggung jawabnya. Kegiatan pengawasan tersebut berupa pelaksanaan Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi yang membidangi investasi (Komisi VI) — DPR RI.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya standar pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Rl adalah
sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, dan
Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI.
Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan secara terencana dan mampu
mendukung kelancaran kinerja unit di lingkungan BKPM dalam melaksanakan Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI.

3 Ruang Lingkup
a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan
DPR-RI adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU Pimpinan.

b Pelaksana kegiatan adalah Kepala Bagian Humas, Kepala Sub Bagian Hubungan
Kelembagaan, dan staf Humas serta dibantu Bagian Protokol yang secara
teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan
kegiatan RDP.

c. Penanggungjawab adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas, dan TU
Pimpinan.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI di Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
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5 Definisi atau Pengertian Umum

a. RDP : Rapat Dengar Pendapat

b. BPPHT : Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat,
dan Tata Usaha Pimpinan

c. Karo : Kepala Biro

d Kabag : Kepala Bagian

e Kasubag : Kepala Sub Bagian

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o=fR00
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh
penghimpunan dan dokumentasi peraturan sektoral dan peraturan daerah. Agar
pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan dokumentasi peraturan sektoral dan
peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka
diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur .

2. Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur penghimpunan dan dokumentasi
peraturan sektoral dan peraturan daerah adalah:
1 Menyediakan informasi mengenai peraturan sektoral dan peraturan daerah;

2 Menyelenggarakan kegitan penghimpunan peraturan sektoral dan peraturan
daerah, agar dapat disajikan secara tepat dan efektif bagi setiap yang

membutuhkan;
3 Menyelenggarakan penyimpanan/dokumentasi peraturan perundang-undangan

yang diterbitkan pemerintah, agar dapat disajikan secara tepat dan efektif bagi
setiap yang membutuhkan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-
undangan, Humas dan TU Pimpinan secara terencana dan mampu mendukung
kelancaran kinerja unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam bidang peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

a. Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan penghimpunan dan dokumentasi
peraturan sektoral dan peraturan daerah adalah Biro Peraturan Perundang-
undangan, Humas dan TU Pimpinan.

b. Pelaksana adalah para pejabat dan staf Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas dan TU Pimpinan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan
tanggung jawab langsung melaksanakan penghimpunan dan dokumentasi
peraturan sektoral dan peraturan daerah

c. Penanggungjawab pelayanan adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas dan TU Pimpinan.
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4. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur penghimpunan dan dokumentasi peraturan sektoral
dan peraturan daerah merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian
prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pendokumentasian di Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

caf4lod

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standar Operasional Prosedur
Keikutsertaan Dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) / Perjanjian Peningkatan dan
Perlindungan Penanaman Modal (P4M)
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan
dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang Keikutsertaan dalam
Sidang Komisi Bersama (SKB) / Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman
Modal (P4M). Agar pelaksanaan kegiatan Keikutsertaan dalam Sidang Komisi Bersama
(SKB) / Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) tersebut
dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan suatu Standar
Operasional Prosedur.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Keikutsertaan dalam Sidang Komisi
Bersama (SKB) / Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)
adalah sebagai panduan bagi Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU
Pimpinan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-
undangan, Humas dan TU Pimpinan secara terencana dan mampu mendukung
kelancaran kinerja unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
bidang peraturan perundang-undangan.

3  Ruang Lingkup

a Unit yang melaksanakan Keikutsertaan dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) /
Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) adalah Biro
Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU Pimpinan.

b Pelaksana adalah para pejabat dan staf Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas
dan TU Pimpinan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung
jawab langsung melaksanakan kegiatan keikutsertaan dalam sidang komisi bersama
(SKB) / perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal (P4M)

c. Penanggungjawab pelayanan adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas dan TU Pimpinan.
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4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur penghimpunan dan dokumentasi peraturan sektoral dan
peraturan daerah merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur
yang ditetapkan sebagai acuan dalam keikutsertaan SKB dan P4M.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

I []
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BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standar Operasional Prosedur
Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi kebijakan
dan pelayanan di bidang penanaman modal, perlu ditunjang oleh suatu kegiatan
distribusi peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan kegiatan distribusi
peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka
diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur pendistribusian peraturan
perundang-undangan adalah :
1. memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-
pihak yang membutuhkan;
2. melaksanakan distribusi peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;

Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-
undangan, Humas dan TU Pimpinan secara terencana dan mampu mendukung
kelancaran kinerja unit kerja di lingkungan BKPM dalam bidang peraturan perundang-
undangan.

3  Ruang Lingkup
a Unit yang mengkoordinasikan pelaksanaan pendistribusian peraturan perundang-
undangan adalah Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU Pimpinan.

b Pelaksana adalah para pejabat dan staf Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas
dan TU Pimpinan yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung

jawab langsung melaksanakan pendistribusian peraturan perundang-undangan.

c. Penanggungjawab pelayanan adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas dan TU Pimpinan.
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4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan proses pendistribusian peraturan perundang-undangan di Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢NO
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal
41, 42, 43, dan 44 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan persuratan
termasuk melalui media elektronik, dokumen, dan penggandaan; melakukan urusan
kearsipan, pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik
serta pengelolaan perpustakaan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari ditetapkannya Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan Pengelolaan
Perpustakaan adalah sebagai panduan bagi petugas perpustakaan.

Tujuannya adalah meningkatkan pola kerja Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan khususnya
dalam pengelolaan dan penataan buku-buku di Perpustakaan.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengelolaan perpustakaan meliputi pencatatan, pengkodean, penataan,
perawatan buku, dan pelayanan pemustaka.

Ringkasan
Standard Operating Procedures Perpustakaan merupakan bagian dari SOP teknis yang

berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pengelolaan
perpustakaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 248

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

ca¢HO0
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 41,
42, 43, dan 44 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan persuratan termasuk
melalui media elektronik, dokumen, dan penggandaan; melakukan urusan kearsipan,
pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik serta
pengelolaan perpustakaan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya Standar Operasional Prosedur kegiatan Penataan dan
Penyimpanan Arsip adalah sebagai panduan bagi Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan.

Tujuannya adalah meningkatkan pola kerja Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan dalam
penataan dan penyimpanan arsip persetujuan/perizinan PMA/PMDN dan surat lainnya.

3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup penataan dan penyimpanan arsip meliputi pembuatan skema penataan arsip,
penyortiran dan pemilahan arsip, penataan dan manuver arsip, pemasukan arsip ke dalam
boks arsip dan penataan ke dalam rak arsip, pembuatan Daftar Pencarian Arsip (DPA), serta
pengiriman dan penyimpanan arsip BKPM ke ANRI.

4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Penataan dan Penyimpanan Arsip Penanaman Modal

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses penataan dan penyimpanan arsip di Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
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6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 90/SK/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 41, 42, 43, dan 44
Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan persuratan termasuk melalui media elektronik,
dokumen, dan penggandaan; melakukan urusan kearsipan, pendokumentasian dan
pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik serta pengelolaan perpustakaan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan Pelayanan Peminjaman dan
Permintaan Arsip adalah sebagai panduan bagi Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan dalam
memberikan pelayanan peminjaman dan permintaan arsip.

Tujuannya adalah meningkatkan pola kerja Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan dalam Pelayanan
Peminjaman dan Permintaan Arsip PMA/PMDN serta Surat Lainnya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelayanan peminjaman arsip meliputi penerimaan memorandum/nota dinas/surat
permohonan peminjaman arsip dari pejabat/unit kerja terkait di BKPM atau perusahaan
PMA/PMDN, pencarian arsip, mengambil arsip yang tersimpan di ANRI, menggandakan arsip,
mencatat pada lembar/kartu kendali peminjaman, memberikan arsip kepada peminjam, pelaporan.

Ringkasan
Standard Operating Procedures Pelayanan Peminjaman dan Permintaan Arsip Penanaman Modal

merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pelayanan peminjaman dan permintaan arsip di Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 90/SK/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 41, 42, 43, dan 44
Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan persuratan termasuk melalui media elektronik,
dokumen, dan penggandaan; melakukan urusan kearsipan, pendokumentasian dan
pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik serta pengelolaan perpustakaan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan Pelayanan Legalisasi Arsip adalah
sebagai panduan bagi Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan dalam memberikan pelayanan legalisasi
arsip.
Tujuannya adalah meningkatkan pola kerja Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan dalam pelayanan
legalisasi arsip yang berupa surat Persetujuan/Perizinan atau surat lainnya.

3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelayanan legalisasi arsip meliputi proses pencocokan copy arsip dengan arsip
pertinggal, pembubuhan cap, nomor legalisasi, serta paraf oleh Kepala Subbag Arsip dan
Perpustakaan, penanda tanganan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Pelayanan Legalisasi Arsip merupakan bagian dari SOP teknis yang
berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pelayanan legalisasi arsip di
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

cal¢00

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678

263

‘ueynsew/ueyn|ay/uenpeduad lInfuepjepuluaw jeis e1dsaq eyesn eje] ueideg ejeday ‘g
‘ueynsew/ueyn|ay/uenpesuad nnfue| yepuiuaw ynun eyesn eie] ueideq ejedsy epeday Sueusmam ueyisedajpuaw wnwn odig ejeday
‘wnwn oJig ejeday epeday ueyiedwesip disly Isesijeda] ueueAejad ueielday ey} ueeyesniad neje ef1y Jun Lep ueynsew/ueyn|ay/uenpesuad ‘T

T /ueynjay/ueny 4 anfueq yepurl /ueueSueuad ‘o

gIM 0€°9T P/S 00°E€T Uep 00°ZT P/S 0€°£0 IMInd ‘1e,winf p/s uiuas ey

ueueke|aq [emper -

w

ueeyeisndiad uep disay ueiSeg gns ef1ay Sueny

ueuehe|aq jedwa) -3

epe jepLL

ueueke|aq efeig 'g

*J9)uld “4aIndwoyl “Jojuey sin1 1ey ‘Ueuizildd/ueninlasiad disiy

ueueAe|ad eueleseld uep eueles ‘)

npjem-npemas ueyeungip ynun uedwisip SueA disie ueSuap uedunuadeyiag
:ueueAejad eun3dguad 18eq siuxyai/pieasiulwpe uejeseAsiad g

‘uesodejad  'p

‘disse 1ses|je3s| ueueAejad uenieRy 2

‘uedisieay siuya) uejeiSey ueynyedw ndweyy  °q

‘uedisieay Suejual ueSuepuniad ueinjesad |weyeway e
:ueueAejad euesyejad yajo iynuadip sniey SueA siuxai/pensiuiwpe uejeledsiad ‘T

uejesehsiad *

‘uedisieay Suejua) 00z Unyey €t Jowop Suepun-Suepun

{|EPOIAl UBWIBURUS{ ISBUIPI00) UBpeg elia) eie] uep Isesiuedio Suejusl ‘£007/MS/06 JOWON [EPOA UBWEURUS ISBUIPIOOY Uepeg ejeday ueinjelad ‘€
{|ePOIAl UBWIBURUDJ ISEUIPJOOY UBpeg Suejusl Z00Z UNYe] 06 JOWON U3pIsaid ueinjesdd 'z

{|lePOIA UBWEEURUR SURU) £00T UNYEeL GZ JowoN Suepun-Suepun T

wnyjny Jeseq v

disay Isesije8a7 ueueAejad
$21npaso.d buiapiado piopunis

¥-G-T: dOS JowoN

VHVSN V1VL NVIOVE
INNIAIN O¥Ig Eh_v_m
VINVLN LVIYVLIUNIS
TVAOW NVINIVNVN3Id ISYNIGHOO) Nvave

.go.i

www.djpp.kemenkumham



264

2011, No.678

nuswW g

‘sexJaq nies Ipefusw uedwisip

Isesiie8a| |iIsey uep Isesije8s| ueuoyowlad 1eins

n

nusw §

‘uoyowad/ueeyesniad
epeday ueyyesasip uelpnway|
lueSuejepuellp lessj@s ye@) SueA disie Ado)

ey

sasoudiq

‘deySued (weua) 9 wejep
eyesn eje] ueifeg eeday ysjo lueduel epueyp
uelpnway ‘ueeyeisndiad uep disiy Seqqng ejeday
yajo jesed euss ‘isesieSs| Jowou ‘ded lyngngip
eAulnfueias ‘Ndig Biiwip SueAd e38uiuad disie
ue3usp lensas uey02021p SueA disie Adod ejiqedy

juswW g

—
—D
—>C

1ensas yepi1l

>

185335,
eAuueyejesewsad ueSusp ledwes epuniip Ingasial
ueuoyowsad uep ueuidwiq epedsy ueyiodep
Suns3ue| ejew ueeyesniad ysjo  uejnfelp
SueA disie eped |ensas yepn/uensewad ue)nwaip
ejiqede ‘|Nd)g I|1wip SueA |eS8uiyiad disie ueSuap
disie Adod ueyj0d0ouaw ueSusp llemelp sasOUd

|m

~

JudwW €

i

—

‘NAWNd/VINd ueeyesniad
liep disie Isesijedla] ueuoyow.ad jeins ueewlauad

—

NVONVYILI

4v1S

SNdY3d B dISdV
OVaaNns vivdad

NLNVIOVE
VIVdI

NN OYlid
VIvdI

NAWd/YINd
NVVYHVSNY31d

LIVXY3L LINN
/1vavrid

NVLVIOIN NVIVHN

‘ON

dOS uerein

‘H

.go.i

www.djpp.kemenkumham



265

W
BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Penerimaan Surat Masuk

2011

JIn. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190

2011, No.678

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 266

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP Surat Masuk

1. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
pasal 41, 42, 43, dan 44 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan
persuratan termasuk melalui media elektronik, dokumen, dan penggandaan;
melakukan urusan kearsipan, pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk
dalam media elektronik serta pengelolaan perpustakaan.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standard operating procedures kegiatan penerimaan surat
masuk adalah sebagai pedoman pengadministrasian terhadap surat masuk hingga

pendistribusiannya.
Tujuannya adalah untuk memonitor keberadaan surat dimaksud.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penerimaan surat masuk meliputi penerimaan, pencatatan hingga
pendistribusiannya.

4. Ringkasan
Standar Operating Procedures Penerimaan Surat Masuk merupakan bagian dari SOP
administratif yang berisi rangkaian prosedur penerimaan, pencatatan dan
pendistribusian.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

JU[]

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
: 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal pasal 41, 42, 43, dan 44 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan
urusan persuratan termasuk melalui media elektronik, dokumen, dan
penggandaan; melakukan  urusan  kearsipan, pendokumentasian  dan
pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik serta pengelolaan
perpustakaan.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan surat
keluar adalah untuk mengetahui posisi surat yang telah dikirim BKPM dan diterima
oleh yang bersangkutan.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Kegiatan surat keluar adalah Surat Dinas.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Surat Keluar merupakan rangkaian dari SOP
administratif yang harus dilakukan sebelum Surat Keluar dikirim.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
: 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal pasal 41, 42, 43, dan 44 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan
urusan persuratan termasuk melalui media elektronik, dokumen, dan penggandaan;
melakukan urusan kearsipan, pendokumentasian dan pemutakhirannya termasuk
dalam media elektronik serta pengelolaan perpustakaan.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan penomoran
persetujuan / perizinan penanaman modal adalah untuk mengklasifikasikan jenis
persetujuan / perizinan yang akan diterbitkan. Tujuan adalah untuk mengetahui
jumlah persetujuan / perizinan baik PMA maupun PMDN.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Standard Operating Procedures kegiatan penomoran persetujuan /
perizinan penanaman modal yaitu membubuhkan nomor pada Pendaftaran
Penanaman Modal, Izin Prinsip Baru, lzin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan,
Izin Usaha Baru, Izin Usaha Perluasan, lzin Usaha Perubahan, Izin Pabean, APIP,
SIUPLS, SIUPLT, SIUPLU, KPPA, Pembatalan dan Pencabutan Surat Persetujuan / lzin
Prinsip, Rekomendasi Pembukaan Blokir yang telah ditandatangani/disetujui.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures kegiatan penomoran persetujuan / perizinan
penanaman modal merupakan bagian dari SOP administratif yang harus dilakukan
sebelum persetujuan / perizinan diterbitkan.
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP Pengiriman Tembusan

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
: 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal pasal 41, 42, 43, dan 44 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan
urusan persuratan termasuk melalui media elektronik, dokumen, dan
penggandaan; melakukan  urusan  kearsipan, pendokumentasian dan
pemutakhirannya termasuk dalam media elektronik serta pengelolaan
peroustakaan.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan
pengiriman tembusan adalah untuk mengetahui posisi surat yang telah dikirim
kepada yang bersangkutan.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengiriman tembusan meliputi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin
Prinsip Baru, lzin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, Izin Usaha Baru, lIzin
Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Pabean, APIP, SIUPLS, SIUPLT, SIUPLU,
KPPA, Pembatalan dan Pencabutan Surat Persetujuan / lIzin Prinsip, Rekomendasi
Pembukaan Blokir dan surat tembusan lainnya yang terkait dengan penanaman
modal.

4. Ringkasan

Standard Operating Procedures Pengiriman Tembusan merupakan bagian dari SOP
administratif yang berisi rangkaian prosedur pengiriman tembusan.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka tertib administrasi penggajian pegawai di lingkungan BKPM, perlu dibuat
petunjuk pemberian kenaikan gaji berkala di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur Penetapan Kenaikan Gaji
Berkala bagi Pejabat dan Karyawan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
adalah sebagai panduan bagi unit Bagian Kepegawaian serta unit kerja terkait di
lingkungan BKPM.
Tujuannya adalah menjamin kelancaran administrasi penggajian PNS sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3  Ruang Lingkup
1. Unit pelaksana pemberian kenaikan gaji berkala adalah Bagian Kepegawaian, Biro Umum.
2. Pelaksana pemberian kenaikan pangkat adalah Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan
3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Biro Umum.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah kelancaran kelengkapan administrasi pembayran gaji
5. Penerima kenaikan gaji berkala adalah para pejabat dan staf organik di lingkungan BKPM.
6. Keluaran (output) adalah Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
7. Kemanfaatan (outcome) tersedianya kelengkapan administrasi pembayaran gaji pegawai.
8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data pegawai;

b. Memiliki kemampuan menganalisis data pegawai;
c. Memiliki kekmampuan mengoperasikan komputer;
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4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Pejabat dan Karyawan
di lingkungan BKPM merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur
yang ditetapkan untuk memudahkan proses penetapan kenaikan gaji berkala di BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Gaji
Hak kompensasi yang diberikan setiap bulan kepada pegawai
b. Berkala : Rutin dalam waktu periodik tertentu
c. Administrasi . Syarat-syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi dalam
rangka memperoleh kenaikan gaji berkala
d Distribusi : Pembagian sesuai dengan ketentuan

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka transparansi, objektivitas dan tertib administrasi dalam pemberian
kenaikan pangkat kepada para pejabat dan karyawan BKPM, perlu dibuat petunjuk
pemberian kenaikan pangkat di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur Penetapan Kenaikan Pangkat
bagi Pejabat dan Karyawan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah
sebagai panduan bagi unit Bagian Kepegawaian serta unit kerja terkait di lingkungan
BKPM.
Tujuannya adalah menjamin transparansi, objektivitas dan tertib administrasi pemberian
kenaikan pangkat di BKPM.

3  Ruang Lingkup

1. Unit pelaksana pemberian kenaikan pangkat bagi para pejabat/karyawan di lingkungan

2. Pelaksana pemberian kenaikan pangkat adalah Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan
dan Mutasi Pegawai beserta staf.

3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Biro Umum.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah kelancaran pemberian kenaikan pangkat kepada
para pejabat dan staf di lingkungan BKPM yang telah memenubhi syarat teknis kenaikan
pangkat.

5. Penerima kenaikan pangkat adalah para pejabat dan staf di lingkungan BKPM.

6. Keluaran (output) adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

7. Kemanfaatan (outcome) pemberian kenaikan pangkat adalah sebagai motivasi dalam
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8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data pegawai;
b. Memiliki kemampuan menganalisis data pegawai;
c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
d.

Mampu berkomunikasi dingan baik dengan instansi terkait.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Pemberian Kenaikan Pangkat Pejabat dan Karyawan di
lingkungan BKPM merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur
yang ditetapkan untuk memudahkan proses penetapan kenaikan pangkat di BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Pangkat : Golongan yang dimiliki oleh PNS berkaitan dengan masa tugas,
pendidikan dan prestasi kerja
b. Jabatan : Amanat dan tugas yang diberikan yang berkaitan erat dengan

tugas dan kewenangan tertentu

c. Administrasi . Syarat-syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi dalam
rangka memperoleh kenaikan gaji berkala

d Disposisi : Arahan pimpinan

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

14000
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka tertib administrasi pegawai di lingkungan BKPM yang telah memasuki
batas usia pensiun atau mengundurkan diri atau diberhentikan atau meninggal dunia,
perlu dibuat petunjuk pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai di
linekungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan administrasi
pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal adalah sebagai panduan bagi unit Bagian Kepegawaian serta unit kerja terkait di
lingkungan BKPM.

Tujuannya adalah menjamin kelancaran administrasi pemberhentian pegawai sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3  Ruang Lingkup
1. Unit pelaksana pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai adalah
2. Pelaksana pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai adalah Kepala
3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Biro Umum.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terlayaninya administrasi pegawai yang berhenti
5. Penerima kenaikan gaji berkala adalah para pejabat dan staf organik di lingkungan
6. Keluaran (output ) adalah Surat Keputusan Pemberhentian PNS

7. Kemanfaatan (outcome) terselesaikannya administrasi pemberhentian pegawai dengan
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8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data pegawai;
b. Memiliki kemampuan menganalisis data pegawai;
c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

4 Ringkasan
Standard Operating Procedures pelayanan administrasi pemberhentian dan pensiun

pegawai di lingkungan BKPM merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian

prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pemberhentian pegawai di
BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

I []
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka tertib administrasi penggajian pegawai di lingkungan BKPM, perlu dibuat
petunjuk pemberian kenaikan gaji berkala di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur Penetapan Kenaikan Gaji
Berkala bagi Pejabat dan Karyawan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
adalah sebagai panduan bagi unit Bagian Kepegawaian serta unit kerja terkait di
lingkungan BKPM.

Tujuannya adalah menjamin kelancaran administrasi penggajian PNS sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3 Ruang Lingkup
1. Unit pelaksana pemberian kenaikan gaji berkala adalah Bagian Kepegawaian, Biro Umum.
2. Pelaksana pemberian kenaikan pangkat adalah Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan
3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Biro Umum.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah kelancaran kelengkapan administrasi pembayran gaji
5. Penerima kenaikan gaji berkala adalah para pejabat dan staf organik di lingkungan BKPM.
6. Keluaran (output) adalah Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
7. Kemanfaatan (outcome) tersedianya kelengkapan administrasi pembayaran gaji pegawai.
8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data pegawai;

b. Memiliki kemampuan menganalisis data pegawai;
¢. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
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4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Pejabat dan Karyawan
di lingkungan BKPM merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur
yang ditetapkan untuk memudahkan proses penetapan kenaikan gaji berkala di BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o ¢HO0
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan pembinaan pengembangan karir
pegawai melalui pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, perlu dibuat standar
prosedur pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur pengangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan adalah sebagai panduan bagi unit Bagian Kepegawaian
serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM.

Tujuannya adalah menjamin kelancaran administrasi pengangkatan dan pemberhentian
dalam jabatan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Ruang Lingkup
1. Unit pelaksana pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan adalah Bagian
2. Pelaksana administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan adalah Kepala
3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Biro Umum.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terlayaninya administrasi pengangkatan dan
5. Penerima layanan adalah para pejabat dan staf di lingkungan BKPM.

6. Keluaran (output) adalah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam
Jabatan

7. Kemanfaatan (outcome) terselesaikannya administrasi pengangkatan dan

8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam mengolah data pegawai;
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b. Memiliki kemampuan menganalisis data pegawai;
c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

Ringkasan
Standard Operating Procedures pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan proses pemberhentian pegawai di BKPM.

Definisi atau Pengertian Umum

Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

o«¢N0E

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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H. Uraian SOP

Kepala Wakil Sekretaris Karo Kabag Kasubag Kasubag
BKPM Kepala Utama Umum Kepegawian Perenc. & Mutasi TUK

No. Uraian Kegiatan Pelaksana

[N

Kepala Briro umum  menerima usulan
pengangkatan alam jabatan dan pemberhentian -
dari jabatan struktural dari sekretaris utama, lalu
mendisposisikannya  kepada kepala bagian
kepegawaian

2 |Kabag Kepegawaian mendisposisikan penyiapan
data potensi pegawai dan membuat rekapitulasi
usulan kepada kasubag perencanaan mutasi dan
kasubag TUK

3 |Kasubag perencanaan mutasi menyiapkan
rekapitulasi usulan dan Kasubag TUK menyiapkan
data kompetensi pegawwai sebagai bahan sidang
Baperjakat

4 |Kabag Kepegawaian memeriksa kebenaran data

rekapitulasi dan data kompetensi serta
menyerahkannya kepada Kepala Biro Umum '

5 |Karo Umum memeriksa kebenaran data

rekapitulasi dan data kompetensi serta
menyerahkannya kepada Sekretaris Utama - <

6 |[Sekretaris Utama memeriksa kebenaran data
rekapitulasi dan data kompetensi serta
menyerahkannya kepada Wakil Kepala untuk -:

dibahas dalam rapat Baperjakat

7 |Wakil Kepala selaku ketua tim baperjakat
membahas pelaksanaan pengkatan dan

pemberhentian dalam jaban dengan para anggota -:
tim. Hasilnya disampai kepada Kepala BKPM
berupa SK untuk ditandatangani

8 |Keputusan pengangkatan dan pemberhenti-an

dalam jabatan ditandatangani kepala BKPM ‘

9 |Sekretaris utama mendisposisikan penyelesaian

administrasi  SK, pelantikan dan administrasi
pelantikan kepada Karo Umum -

A 4

10 [Karo Umum mendisposisikan  penyelesaian

kepada Kabag Kepegawaian -

11 |Kabag Kepeg ian meny ikan administrasi

SK, pelantikan dan administrasi pelantikan
dengan unit dan instansi terkait
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Prosedur Pengusulan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah serta untuk mendayagunakan
fungsi satuan kerja organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka
perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan organisasi di lingkungan BKPM
agar proses pelayanan pengusulan dan evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan Pengusulan dan
Evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM adalah auntuk memberikan arahan dan
panduan yang jelas tentang proses pengusulan dan evaluasi organisasi BKPM serta
untuk menjamin kelancaran proses administrasinya.

3  Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang yang melaksanakan pelayanan proses pengusulan dan evaluasi
organisasi di lingkungan BKPM adalah Bagian Kepegawaian.

2. Pelaksana proses pengusulan dan evaluasi organisasi di lingkungan BKPM adalah
pejabat beserta stafnya yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung
jawab langsung terhadap proses pengusulan dan evaluasi organisasi di lingkungan
BKPM.

3. Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Bagian Kepegawaian

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbentuknya struktur organisasi BKPM yang baru
atau terjadinya perubahan terhadap struktur organisasi di lingkungan BKPM.

5. Pengguna laporan perkembangan penanaman modal adalah seluruh pejabat maupun
staf BKPM, pejabat/staf diluar lingkungan BKPM/instansi terkait, investor, kalangan
akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan BKPM.
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6. Keluaran (output) adalah terbentuknya struktur organisasi BKPM.

7. Kemanfaatan (outcome) pengusulan dan evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM
adalah terbentuknya orgnaisasi BKPM yang sesuai dengan tupoksi/ visi dan misi BKPM.

8. Standar kompetensi pelaksana :

a.

Memiliki ketelitian dalam menilai kesesuai bentuk organisasi BKPM yang sesuai
dengan visi dan misi BKPM serta menilai SDM yang kompeten dalam melaksanakan
tupoksi BKPM;

Memiliki kemampuan menganalisis organisasi dan SDM.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Pengusulan dan Evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM

C
—
C
A
:r
(]
:7
[
(@]
[e}]
;_
Q)
<
=
(@]
w
(@]
w
T
(@]
:r
(@]
o
=
C
A
Q)
et
Q
—
Q
[
<
[p]
—
C
(@]
Q)
=
Q
(@]
—
T
Q
@
Q
!I
ve]
~
B
<

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Aplikasi
Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.

b. Back Office : Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung
dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.

c. Front Office . Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan
investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar
tertentu.

d Sektor Primer : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan sejenisnya.

e Sektor Sekunder : Meliputi sektor industri atau manufaktur

f Sektor Tersier - Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,

hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.
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6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Prosedur Pengusulan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah serta untuk mendayagunakan
fungsi satuan kerja organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka
perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan organisasi di lingkungan BKPM
agar proses pelayanan pengusulan dan evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan Pengusulan dan
Evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM adalah auntuk memberikan arahan dan panduan
yang jelas tentang proses pengusulan dan evaluasi organisasi BKPM serta untuk
menjamin kelancaran proses administrasinya.

3  Ruang Lingkup
1. Unit pelayanan yang yang melaksanakan pelayanan proses pengusulan dan evaluasi
organisasi di lingkungan BKPM adalah Bagian Kepegawaian.

2. Pelaksana proses pengusulan dan evaluasi organisasi di lingkungan BKPM adalah pejabat
beserta stafnya yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung terhadap proses pengusulan dan evaluasi organisasi di lingkungan BKPM.

3.  Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Bagian Kepegawaian

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbentuknya struktur organisasi BKPM yang baru
atau terjadinya perubahan terhadap struktur organisasi di lingkungan BKPM.

5. Pengguna laporan perkembangan penanaman modal adalah seluruh pejabat maupun
staf BKPM, pejabat/staf diluar lingkungan BKPM/instansi terkait, investor, kalangan
akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan BKPM.

6. Keluaran (output) adalah terbentuknya struktur organisasi BKPM.

7. Kemanfaatan (outcome) pengusulan dan evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM adalah
terbentuknya orgnaisasi BKPM yang sesuai dengan tupoksi/ visi dan misi BKPM.
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8. Standar kompetensi pelaksana :
a. Memiliki ketelitian dalam menilai kesesuai bentuk organisasi BKPM yang sesuai
dengan visi dan misi BKPM serta menilai SDM yang kompeten dalam melaksanakan
tupoksi BKPM;

b. Memiliki kemampuan menganalisis organisasi dan SDM.
4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Pengusulan dan Evaluasi Organisasi di lingkungan BKPM
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pembentukan atau perubahan organisasi BKPM.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Aplikasi
Permohonan pelayanan/persetujuan penanaman modal.
b. Back Office : Para pemberi layanan yang tidak berhubungan langsung
dengan investor dan memiliki ruang kerja khusus.

c. Front Office . Para pemberi layanan yang berhubungan langsung dengan
investor dan memiliki ruang kerja khusus dengan standar
tertentu.

d Sektor Primer : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan

dan sejenisnya.

Sektor Sekunder . Meliputi sektor industri atau manufaktur
f Sektor Tersier

Meliputi sektor jasa seperti perdagangan, jasa konsultan,
hotel, restoran, swalayan dan sejenisnya.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

14000
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya standar operasional prosedur kegiatan permintaan alat tulis
kantor adalah sebagai pedoman pelayanan permintaan alat tulis kantor serta proses
administrasinya.
Tujuannya adalah untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dengan memberikan fasilitas
alat tulis kantor.

3. Ruang Lingkup
Mengadakan Stok opname barang-barang alat tulis kantor yang ada di gudang dan
mendistribusikan ke unit-unit kerja.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures permintaan alat tulis kantor merupakan bagian dari SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur pelayanan penyediaan alat tulis kantor.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

caf4liod

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan keamanan
gedung kantor BKPM adalah sebagai pedoman pelaksanaan keamanan di lingkungan
kantor BKPM.

Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi manajemen dan
kegiatan-kegiatan intern BKPM dalam menciptakan kenyamanan kerja pegawai dan
keamanan lingkungan kantor.

Ruang Lingkup

Yang termasuk dalam keamanan lingkungan kantor adalah :

Pengamanan area parkir dan pintu gerbang utama

Pengamanan di area pintu gerbang selatan

Pengamanan Lobby Gedung dan Ground

Pengamanan lantai 2 gedung BKPM

Pengamanan Pos berjalan ( Pos patroli)

Pengamanan Rumah Dinas Pimpinan BKPM

Pelaksanaan pengamanan tugasnya meliputi pengawasan dan pemeriksaan keamanan
kantor yaitu melakukan piket jaga malam, pengawalan terhadap pimpinan, membuka

dan mengunci ruang kerja, menghidupkan dan mematikan lampu ruangan, mengawasi
dan memeriksa tamu, mengatasi bila terjadi kebakaran.

Ringkasan

Standard Operating Procedures Keamanan Lingkungan Kantor merupakan SOP yang
berisi rangkaian prosedur keamanan kantor yang ditetapkan untuk memudahkan
proses pelaksanaan keamanan lingkungan kantor BKPM.
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5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

- : Terminator (Mulai dan Selesai)
< : Persiapan
- . Proses
‘ : Pengambilan Keputusan
_ : Proses Pendokumentasian
. : Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
@

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan pelayanan
penggunaan kendaraan dinas operasional adalah sebagai pedoman penggunaan
kendaraan dinas yang dipergunakan untuk operasional kegiatan di luar kantor.
Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan serta
memfasilitasi kegiatan-kegiatan di luar kantor.

3. Ruang Lingkup
Pelayanan penggunaan kendaraan dinas mencakup permohonan unit kerja untuk
menggunakan kendaraan dinas dan tindak lanjut oleh staf Sub Bagian Rumah Tangga

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur pelayanan
penggunaan kendaraan dinas.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

AR R

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan peminjaman Diklat
BKPM adalah sebagai pedoman pelaksanaan peminjaman Wisma Diklat BKPM.
Tujuannya adalah memfasilitasi penyelenggaraan fungsi manajemen dan kegiatan-
kegiatan internal BKPM di Wisma Diklat BKPM.

3. Ruang Lingkup
Pelaksanaan peminjaman Wisma Diklat BKPM diperuntukan untuk kegiatan sebagai
berikut :
o Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan di Wisma BKPM Cipanas
o Konsinyering-konsinyering kegiatan
o Acara keluarga yang digunakan oleh pegawai BKPM

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures peminjaman Wisma Diklat BKPM merupakan SOP yang
berisi rangkaian prosedur peminjaman Wisma Diklat BKPM yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pelaksanaan peminjaman Wisma Diklat BKPM.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

AR

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan pengadaan barang
adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang di kantor BKPM.
Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi manajemen dan kegiatan-
kegiatan intern BKPM dalam menciptakan kenyamanan dan menunjang kinerja pegawai.

3. Ruang Lingkup
Yang termasuk dalam barang perlengkapan kantor antara lain : alat pengolah data, filling
cabinet, lemari file, mesin fax, telepon, wirelles, CCTV, televisi, sound system dIl.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor merupakan SOP
yang berisi rangkaian prosedur pengadaan dan pendistribusian barang yang ditetapkan
untuk memudahkan proses pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang
perlengkapan kantor.

5. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

afeloe
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan pelayanan
pengaduan kerusakan peralatan sarana kantor adalah sebagai pedoman pelayanan
adanya pengaduan kerusakan peralatan oleh unit-unit kerja.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja staf teknisi di dalam memberikan
pelayanan terhadap unit-unit kerja yang membutuhkan.

Ruang Lingkun
R ingkun

=<ollp =

Pelayanan pengaduan kerusakan peralatan sarana kantor mencakup permohonan unit
kerja untuk memperbaiki kerusakan pada peralatan sarana kantor serta peralatan
penunjang pekerjaan lainnya dan tindak lanjut oleh staf Sub Bagian Rumah Tangga

Ringkasan

Standard Operating Procedures pelayanan pengaduan kerusakan peralatan sarana
kantor merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur pelayanan
adanya kerusakan peralatan sarana kantor.

Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

afylol
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
90/SK/2007 Jo. 02/SK/2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal pasal 53 — 56, Bagian Perlengkapan dan Rumah
Tangga memiliki tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtangga serta
keamanan di lingkungan Kantor BKPM.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari ditetapkannya Standard Operating Procedures kegiatan perawatan
peralatan kantor, perawatan peralatan penunjang gedung dan perawatan gedung adalah
sebagai pedoman perawatan peralatan/gedung yang dimiliki oleh BKPM.

Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas peralatan kantor dan mesin agar dapat
dipergunakan secara optimal.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup perawatan peralatan kantor adalah perawatan peralatan kantor,
perawatan peralatan penunjang gedung dan perawatan gedung.

Ringkasan

Standard Operating Procedures Perawatan Peralatan Kantor merupakan bagian dari SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur perawatan yang ditetapkan untuk memudahkan
proses perbaikan/perawatan peralatan kantor.

Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

-af i il

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang
perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk
itu diperlukan langkah-langkah pengawasan yang efektif.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan ditetapkannya standar reviu laporan keuangan Badan Koordinasi
Penanaman Modal adalah sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, yang perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif
dan efisien untuk itu diperlukan langkah-langkah pengawasan yang efektif.

3  Ruang Lingkup

a. Unit pelaksana reviu adalah Inspektorat.

b. Pelaksana reviu adalah Inspektur dan kelompok pejabat fungsional auditor yang secara
teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan reviu
laporan keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Penanggungjawab reviu adalah Inspektur.

d. Obyek reviu adalah laporan keuangan dan laporan kinerja (LAKIP) unit kerja di
lingkungan BKPM.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Reviu Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman
Modal merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan reviu laporan keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kepala BKPM : Penanggungjawab organisasi BKPM
b. Inspektur : Pejabat yang memimpin  pelaksanaan  pengawasan
fungsional/audit

c. KasubagTU : Kepala Sub-bagian TU yang menyelenggarakan tata usaha dan
administrasi umum di lingkungan Inspektorat

d. Tim Audit : Pejabat Fungsional Auditor yang berperan melakukan
pemeriksaan/audit internal kegiatan unit kerja sesuai dengan
tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan
Tim Audit terdiri dari :
Penanggungjawab (Inspektur), Pengendali Mutu, Pengendali
Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim

www.djpp.kemenkumham.go.id
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e. Auditan / Unit Kerja : Laporan Keuangan/Kinerja Auditan/Unit kerja di lingkungan
BKPM yang direviu

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢NOE
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang
perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk
itu diperlukan langkah-langkah pengawasan yang efektif.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan ditetapkannya standar monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja di
daerah dan luar negeri adalah sebagai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan unit kerja di daerah dan luar negeri

3  Ruang Lingkup

a. Unit pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja di daerah dan luar negeri
adalah Inspektorat.

b. Pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit kerja di daerah dan luar
negeri adalah Inspektur dan kelompok pejabat fungsional auditor yang secara
teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan
monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja di daerah dan luar negeri.

c. Penanggungjawab monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja di daerah dan luar
negeri adalah Inspektur.

d. Unit yang dimonitor dan dievaluasi adalah unit kerja di lingkungan BKPM yang
melaksanakan kegiatan di daerah dan luar negeri

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit kerja di
daerah dan luar negeri merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur
yang ditetapkan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit
kerja di daerah dan luar negeri.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kepala BKPM : Penanggungjawab organisasi BKPM

b. Inspektur : Pejabat yang memimpin pelaksanaan pengawasan
fungsional/audit

c. KasubagTU : Kepala Sub-bagian TU yang menyelenggarakan tata usaha dan
administrasi umum di lingkungan Inspektorat
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d. Tim Audit : Pejabat Fungsional Auditor yang berperan melakukan
pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan unit kerja agar
sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan

Tim Audit terdiri dari :

Penanggungjawab (Inspektur), Pengendali Mutu, Pengendali
Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim

e. Unit Kerja : Unit kerja di lingkungan BKPM yang di monitor dan di evaluasi
berdasarkan surat penugasan

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

c=¢NO0

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sebagai upaya menciptakan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang
perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk
itu diperlukan langkah-langkah pengawasan yang efektif.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan ditetapkannya standar pemeriksaan / audit internal di lingkungan
BKPM adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/audit
kinerja di lingkungan BKPM bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

3  Ruang Lingkup
a. Unit pelaksana pemeriksaan / audit internal di lingkungan BKPM adalah Inspektorat.
b. Unit yang diperiksa / diaudit adalah unit kerja di lingkungan BKPM yang meliputi
Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, pengadaan barang dan jasa, persediaan, asset
tetap, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Laporan Pertanggungjawaban dana
dekonsentrasi, dan aparatur pengelola anggaran.

c. Penanggungjawab pemeriksaan / audit internal di lingkungan BKPM adalah Inspektur.

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur pemeriksaan / audit internal merupakan bagian dari SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan pemeriksaan /
audit internal.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kepala BKPM : Penanggungjawab organisasi BKPM

b. Inspektur : Pejabat yang memimpin pelaksanaan pengawasan
fungsional/audit

c. KasubagTU : Kepala Sub-bagian TU yang menyelenggarakan tata usaha dan
administrasi umum di lingkungan Inspektorat

d. Tim Audit : Pejabat Fungsional Auditor yang berperan melakukan
pemeriksaan/audit internal kegiatan unit kerja sesuai dengan
tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan
Tim Audit terdiri dari :

Penanggungjawab (Inspektur), Pengendali Mutu, Pengendali
Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim
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e. Auditan / Unit Kerja : Auditan/Unit kerja di lingkungan BKPM vyang diperiksa/
diaudit

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

www.djpp.kemenkumham.go.id



374

1p elisupy ueesyuswad/ypne uejelday ueeuesyelad eydues wejep uewopad leSeqas yelepe |AdNgG uedunydul

*(d1dV) yeurawad uiaiu| semesuad jesedy ynun|as 13eq NG ueSunysul|
Jeusaju] ypne / ueesyuawad Jepuels eAuueydelaip uenfny uep pnsyep

uenfn] uep pnsyepn

“Jipja)e SueA uesemeSuad yey8uel-yeySue|
ueynpadip N NIUN UBIsa uep Jja4e ‘selljigelunye ‘isueledsuely nndijaw uie| esejue eAuuepninmiad SueA ‘emeqimiaq uep yisiag SueA ueyejuliawad ejey ueyeldipuaw eAedn 1eSeqas

Bueyejog Je1e

*(Ld)d) ueunye] uesemeSuad el1ay wei30.d Suelua] |EPOIA UBWEBUEUR ISBUIPIOOY Uepeg ejeday uesninday|

"|EPOIAl UBWIBUBUSJ ISBUIPIOOY UBpEg B[19Y B1E] UEP ISESIUBSIQ SUBIUA) /00T UNYEL 06 JOWON |EPOIAl UBIBUBUA ISEUIPJOOY UBpeg ejeday uesninday

*YBIULIBWA ISUBISU| BpRd UBSUENIY BSYIIBWSJ UBPEG UBESYLISWSd

lIseH Infue7 yepuil uesodejd4 Uep Uenejuewad Ueeuesyeldd Uewopad Sueludl v00Z/v/NVd'IN/Ov/dI)N JowoN esedaN Junjesedy ueeunSeAepuad eseSaN 1I2IUSN uesninday
"1sdnJoy uesejuelaquiad uejedadsad Suejus) 007 UNYeL G JOWON UBPISaId ISynJisu|

‘|EPOIA UBWEUBURJ ISBUIPI00Y UBpEg SUBIU3) /007 UNYEL 06 JOWON UIpISald

‘eJe8aN efuejag uep ueseS8uy Ueeuese|ad UBWOPaH SurIUd) GO0Z UNYEL |A/8/ JOWON UapIsaid uesninday

'£00T unye] g6 JOWoON

UapIsald Ueinjelad ueSuap Jiyesa) yegnip iy edeagaq yeja) euewieSeqas Yejuliawad Isueisu| eser/Sueleg ueepesuad Uewopad Suejual 00z UNyeL 08 JOWON Uapisald uesninday
‘eJedaN efuejag uep ueseSuy ueeuesye|ad Uewopad SUelUS] ZOOZ UNYEL Zi JOWON USPISaId uesninday

*$00Z Unye] 87 JOWON uapisald uesninday ueSuap Jiysesal yeqnip yejal euewieseqas [BPOIA UBWEUBUD ISEUIPIo0) uepeg Suejua) T86T UNYeL €€ JOWON UapIsad uesninday
*(0STH JowoN elsauopu yiiqnday eleSaN uelequia] ueyequiel
‘PET Jowou TOOZ unyel qnday eseSaN ueseqwia]) TOOZ Unyel 0z ON Suepun-Suepun ueSuap yeqnip yeja) eueweleseqas (/8¢ JOWON TOOZ UnyeL eisauopuj yiqnday

eieSaN ueleqwia] ueyeque] ‘OpT JOWOU 666T Unyel elsauopul yijgnday eieSan uesequia) 1sdnioy euepld Yepuil uesejuesdaquiad Suejusl 600z unyey T€ Jowou Suepun-Suepun
*(TG8E JOWON eISauopu| y1|gnaay eiesaN UBJeqa| Ueyequie

Ilgnday eJeSsN uesequial) awsnodaN ueq Isnjoy ‘isdnioy lieq yisiag Suey eseSsN ueese33uspAuad Sueiual 6661 unyel 8z "ON Suepun-Suepun

‘G/ JOWOU 66T UNYe elsauopu|

1
0T

6 N o

w

‘T

wnyny Jeseq v

dM9 ueduny3un I1p jeulaju] upny / ueesyliawad
1npasoud [euoisesadQ Jepuels

2011, No.678

1VHO1INIdSNI
TVAOW NVYINVNVN3Id ISYNIQYOO) Nvave

T-L-T :d0OS JowoN Eh_v_m

.go.i

www.djpp.kemenkumham



2011, No.678

375

e[19y wel uep uese3nuad 1eins ueduap lensas uexele33ua|asip upne ueeuesyelad

UEBBUESHE[2d [EMPEf 'H

‘ueesyliswad/ypne ueyningay uesuap ueleysaq SueA uie| ledwsy Ip uep NdNG uedunySull 1p e1ay 3un eped

1edwa] ‘o

NG ueduny3ui| 1p el1ay 1un 1exi8usw SueA ueseligay uswnyoq 'S

INdYg ueduny3ul| 1p yiignd ueueAejad 3nySueAusw SueA uswnyop eAuelpasial ‘¢

INdYG ueSuny3ul 1p el1ay 3un eliaury uesode] ‘¢

eyua1 yeyid-seyid epeday NdYG ueSuny3ul 1p ueSuenay ueejoja8uad uegqemefSunguelad uswnyoqg ‘¢

‘Wil e1088uy uep wil eniay ‘siuxa llepuaduad ‘ninA llepuaduad ‘gemefSund3ueusd ueunsns ueduap ‘Suisew-Suisew 1sualadwoy Bijiwaw SueA Jpny wil Ynluaqual yeL ‘T

uejeselsiagd 4

INdYig 1es01yadsu] Ip ueesyiawad eAelq 1sexole eIpasia)
eAeig ‘4

Jedes BuenJs uep seuip ueesepuay ‘10309foid g7 “4azurid paulaiul ‘JeIndwoy ‘Jojuey sijnl Jejy
uedey3uajiad/uelejesad 3

ef1a) awsiueyaN /L

efiaury uesode] g

el19) eueJESBI] UBP BURIES '

ueSuenay uesode ‘¢

(1eme8ad) umesedy ‘¢

e(19y eueduay uep wesdoid ‘g

(ueSueuamay uep 1s8uny “oyod seSny) i1sesiuedio ‘T

: nyjuaq 1eSeqas yadse-yadse nindiaw SueA n\dyg ueSunySul| 1p elsay Bun ueleiSay ynun|as yejepe uesemesduad dnySur] Sueny

dny8un Sueny 'q

.go.i

www.djpp.kemenkumham



376

2011, No.678

uejiseluUaWINYOP 1p yn3un N1 Seqnsey

ey epeday dH1 dejSus| uesode| ueyledweAuaw upny wil| €T
dey8ua| uesode| ueyipefip ynun lpne wij
ey T _ epeday ueypne nfue| yepun jisey wiSuaw Jnpjadsul| zT
(1ey 09 ewe| Suijed) anpjadsu| epeday ueyiedweAusw
ey T _ Uep dH1 Sseie 3nfue| sepuiz uejnedw  ueypny| TT
nfue| yepun uelesaj@Auad ynjun
wel g (el1a) yun) uenpny epeday dH1 wiiBusw N1 Seqnsey| 0T
nfue| yepun uep uesninday uejiquesuad ueyeq
wel ¢ ynun |AdNg ejeday epeday dH1 wiSusw nL Seqnse)| 6
ueypny uep Ad3g ejeday
A ueyjledwesip uep pijif Ip “Jowou L3GIP ynun N1 Seqnsey
wer T epeday ueysniauaw uep dH1 lueSuelepueusaw nyyjadsu| 8
1lequiay| 1y1egJadip sniey neje
dH1 ueyipelip jedep 1ngasia) dasuoy yexede ueysnindip
wer g 3NN dgH7 dasuoy seje IsyaJoy ueyndepw Jnpjadsulf £
L1
e e e e L anpjadsu| epeday ueyiedwesip ynun (dH1)
uey g ueesyawad |isey uesode| dasuoy unsnAusw upny wil| 9
ueesyuawsad |isey uesode| ueyeq
B 1e8eQas UNSNSIP }N1UN UeLIPNE LIEP ISE)LE] ‘ISeujuoy
wer g |ilsey seje |euy uenwsa) ueydeysusw upny wil| g
(1ex31 eliay uun) ueypny epedsy pne |Isey eJeIUBWSS
ey g uenwa} Sele ISeXIJLIE]Y ‘ISBWIUOY uBjNye[dW Npny wil| ¢
IPNe [ISey BJEIUSWSS UBNWS] UNSNAUSW Uep
elep sisijeueSuaw ‘YIpne UejeUBSYE[IW ‘UENJD) USWNYop
ey o1 /e1ep uendwnS8uad ‘yupne weiSoad unsnAusw upny wil| €
l INdYg ueSuny3ul| 1p [euJalu| pNY/ueesyLIaWd
wer g _ uejnyejdW yNuUN Upny wil ueyseSnuaw Jnpadsul| ¢
'l 1ueguelepueyp yniun anypjadsu|
wef T epeday seSn} jeuns dasuoy ueyiedweAusaw Ny Seqnsey| T
el1dy nun
ueduelsala)| Upny wip Nl Seqnsey anpjadsu] INdMg ejeday / uepny uejel8a)| uejeun "ON

dOs uelein

.go.i

www.djpp.kemenkumham



377

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

2011

JIn. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190

2011, No.678

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 378

Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang
perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk
itu diperlukan langkah-langkah pengawasan yang efektif.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan ditetapkannya standar penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai pedoman dalam
rangka pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan kinerja di lingkungan BKPM bagi seluruh
Aparat Pengawas Internal (Auditor).

3  Ruang Lingkup

a. Unit pelaksana penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan
Koordinasi Penanaman Modal adalah Inspektorat.

b. Pelaksana penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan Koordinasi
Penanaman Modal adalah Inspektur dan kelompok pejabat fungsional auditor yang
secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung melaksanakan
penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan Koordinasi Penanaman

Modal.
c. Penanggungjawab penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan

Koordinasi Penanaman Modal adalah Inspektur.

d. PKPT harus dikoordinasikan dengan instansi di luar BKPM yaitu Kementerian PAN-RB
dan BPKP, selaku pembina APIP

4 Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi
rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Kepala BKPM : Penanggungjawab organisasi BKPM

b. Inspektur : Pejabat yang memimpin  pelaksanaan  pengawasan
fungsional/audit

c. Kasubag TU : Kepala Sub-bagian TU yang menyelenggarakan tata usaha dan
administrasi umum di lingkungan Inspektorat
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d. Tim Audit : Pejabat Fungsional Auditor yang berperan melakukan
pemeriksaan/audit internal kegiatan unit kerja sesuai dengan
tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan

Tim Audit terdiri dari :
Penanggungjawab (Inspektur), Pengendali Mutu, Pengendali
Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim

e. MENPAN-RB dan BPKP : Instansi di luar BKPM sebagai pembina pengawasan APIP

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

c«f¢N0C
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
potensi sektor Agribisnis merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. Direktorat
Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya merupakan salah satu
Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM mempunyai tugas dan
fungsi menyediakan informasi yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di
sektor Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya. Pelaksanaan kegiatan kajian adalah dalam
rangka penyediaan data/informasi. Agar penyusunan bahan/informasi hasil kajian dapat
terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya standard operating procedure
tentang pelaksanaan kajian sektor.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan Pelaksanaan
Kajian Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya bagi pelaku kegiatan
pengumpulan data/informasi yang dapat mendukung kajian sektor dan perumusan dokumen
perencanaan baik melalui diskusi/pembahasan antara pelaku usaha, asosiasi dan/atau instansi
pemerintah/teknis maupun melalui field study. Tujuannya adalah tersusunnya perencanaan
pengembangan penanaman modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada peningkatan
daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

3 Ruang Lingkup
1. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kajian sektor.

2. Mengidentifikasi dan menganalisa data / informasi hasil penelitian.

3. Mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan kajian sektor Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya

4. Melaksanakan penyelenggaraan FGD sebagai langkah koordinasi dengan Departemen teknis
dan Stakeholder terkait.

5. Membuat laporan lengkap hasil kajian sektor Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
sebagai bahan usulan kebijakan sektor terkait
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4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Pelaksanaan Kajian Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya yang dapat mendukung terpetakannya arah kebijakan dalam pengembangan
industri agribisnis dan SDA lainnya. SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan
untuk memudahkan proses tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal
melalui kajian sektor yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis
dan sumber daya alam lainnya

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Desk Study : Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
informasi telah ada di internet dan lain-lain

b. Field Study : Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan

c. Comparative study : Pendalaman kajian melalui kunjungan lokasi indstri terkait dengan
sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri

d Sektor Agribisnis : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
sejenisnya.

e Sektor Sumber Daya : Meliputi sektor mineral dan Energi
Alam lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI AGRIBISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA

Nomor SOP : 2-1-1

Standard Operating Procedures
Pelaksanaan Kajian Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

3 Undang-Undang No.
4 Undang-Undang No.
5 Undang-Undang No.
6 Undang-Undang No.
7 Undang-Undang No.
8 Undang-Undang No.
9 Undang-Undang No.
10 Undang-Undang No.
11 Undang-Undang No.
12 Undang-Undang No.
13 Undang-Undang No.
14 Undang-Undang No.
15 Undang-Undang No.
16 Undang-Undang No.
17 Undang-Undang No.

18 Undang-Undang No.

12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

38 Tahun 2004 tentang Jalan.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

19 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
20 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
21 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
22 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
23 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
24 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
25 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
27 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
28 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
29 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
31 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
32 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
33 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
34 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
35 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
36 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.
37 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
40 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
41 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
42 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
44 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
45 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
46 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
47 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
48 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
49 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
50 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
51 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
52 Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pembuatan kajian yang komprehensif dan aktual sehingga tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan
saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

(2]

Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 166 hari kerja setiap satu kajian sektor unggulan sesudah anggaran DIPA diterima maka hasil kajian telah disetujui oleh Deputi Perencanaan
Penanaman Modal dan dilanjutkan ke dalam proses upload.

2 Bila pimpinan yang menandatangani hasil kajian tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu ur

penyelesaiannya.

D. Kualifikasi Personel :
1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Mod:
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor industri agribisnis dan sumber daya alam u
menentukan kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis
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E. Peralatan/Perl
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD Proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan, pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Menyediakan hasil kajian sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. P /Tindak Lanjut P duan/Keluhan/Masuk
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan hasil kajian disampaikan kepada Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya .
2 Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

www.djpp.kemenkumham.go.id
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No.

Uraian Kegiatan

b.

Kasubdit mengkoordinir kasie dan staf untuk|

lisa hasil data/informasi
kajian sektor yang kemudian dikoordinasikan
dengan pihak terkait yaitu Departemen Teknis,
Stakeholder dan Unit BKPM lainnya, melalui FGD
(Focus Group Discussion). (lihat SOP FGD)

Unit/Pejabat

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie

Staf

Panitia'Lelang Pihak Ketiga Keterangan

' - 5 hari kerja

©

Kasubdit mengkoordinir pelaksanaan FGD dan
memonitor perkembangan sektor dari media
informasi

Kasubdit mengajukan hasil kajian swakelola
ataupun dari pihak ketiga kepada Direktur.

10 hari kerja

2 hari kerja

3

. |Direktur mengarahkan kasubdit untuk|

menyelenggarakan rapat internal dan/atau FGD|
untuk mengevaluasi hasil kajian yang disampaikan
oleh pihak ketiga (jika menggunakan pihak ketiga)|
atau kasie penanggung jawab kaijan.

2 hari kerja

Kasie/pihak Ketiga (jika menggunakan Pihak|
Ketiga) melakukan presentasi hasil kajian di depan
Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Direktur|
dan Kasubdit.

5 hari kerja

a

Direktur mengkoordinasikan bawahannya untuk
menyusun hasil akhir kajian

Direktur menyampaikan laporan akhir hasil kajian
kepada Deputi Perencanaan untuk disetujui dan
kemudian dicetak serta diupload ke dalam website
BKPM.

=
-
e

1 hari kerja

10 hari kerja

E3

Direktur atau kasubdit memerintahkan pihak 1iI
untuk menindaklanjuti pencetakan hasil kajian.

10 hari kerja

RINTE IS

Jangka waktu penyelesaian : 166 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya

2011
JIn. Jend. Gatot Subroto 44
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan vyang
perwujudannya antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung
supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran,
keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan,
diperlukan langkah-langkah kebijakan secara terarah ke dalam visi dan misi yang telah
ditetapkan sebelumnya, yang dituangkan dalam Rencana Stratejik dan dokumen perencanaan
penanaman modal lainnya. Standard Operating Procedures diperlukan agar penyusunan
Dokumen Perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Standard Operating Procedures penyusunan dokumen perencanaan BKPM
adalah sebagai panduan bagi Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya serta unit kerja terkait di lingkungan BKPM. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem
kerja Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya khususnya
dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

3 Ruang Lingkup
1. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait sektor.

2. Mengidentifikasi dan menganalisa data / informasi hasil penelitian.
3. Mengevaluasi analisa sebagai bahan kajian sektor Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang dapat mendukung terpetakannya potensi dan
pengembangan industri agribisnis dan SDA lainnya. SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur
yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya perencanaan pengembangan
penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis
dan sumber daya alam lainnya.
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5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Dokumen : Meliputi dokumen Rencana Strategis; Rencana Umum Penanaman
Perencanaan Modal; Roadmap Investasi; Norma, Standar, Prosedur Perencanaan
Penanaman Modal.

b. Sektor Industri : Meliputi industri sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
Agribisnis perikanan dan sejenisnya.

c. Sektor Industri : Meliputi industri sektor mineral dan Energi
Sumber Daya Alam
lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

ca¢NOB

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Pembuatan Peta Penanaman Modal di Bidang Pengembangan Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
potensi sektor Agribisnis merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. Direktorat
Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya merupakan salah satu
Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM mempunyai tugas dan
fungsi menyediakan informasi yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di
sektor Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya. Standard Operating Procedures tentang
pembuatan peta penanaman diperlukan agar pembuatan peta penanaman modal di bidang
Pengembangan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya dapat terlaksana secara
efektif dan efisien.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan pembuatan Peta
Penanaman Modal di Bidang Pengembangan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.
Tujuannya adalah tersedianya data/informasi tentang peluang penanaman modal di sektor
agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya melalui pembuatan peta penanaman modal di bidang
agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.

3 Ruang Lingkup
1. Unit yang melaksanakan kegiatan pembuatan peta penanaman modal
di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya adalah
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.
2. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat BKPM yang secara teknis/
administratif memiliki tuga dan tanggung jawab untuk kut serta dalam kegiatan
penyusunan peta penanaman modal di bidang industri agribisnis dan Sumber

Daya Alam Lainnya.
3. Penanggung jawab pelaksnaan adalah Direktur Perencanaan Industri

agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya peta penanaman modal di
bidang industri agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.

5. Kemanfaatan kegiatan penyususnan peta penanaman modal di bidang
industri agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya adalah tersedianya
data/informasi mengenai peluang investasi di sektor agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya.
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4 Ringkasan
SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk menyediakan data/informasi
melalui pembuatan peta penanaman modal di bidang agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya
alam lainnya.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Desk Study : Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
informasi telah ada di internet dan lain-lain

b. Field Study : Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan

c¢. Comparative study  : Pendalaman kajian melalui kunjungan lokasi indstri terkait dengan
sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri

d Sektor Agribisnis : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
sejenisnya.

e Sektor Sumber Daya : Meliputi sektor mineral dan Energi
Alam lainnya

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢N0C
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI AGRIBISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA

Nomor SOP : 2-1-4

BKPM

Standard Operating Procedures

Pembuatan Peta P Modal di Bidang Per k Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10 Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
11 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
13 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
14 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
19 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
20 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
21 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
22 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
23 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
24 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
25 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
27 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
28 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
29 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
31 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
32 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
33 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
34 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
35 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
36 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.
37 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
40 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
41 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
42 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
44 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
45 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/0T.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
46 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
47 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
48 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
49 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
50 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
51 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
52 Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011

B. Keterkaitan

Agribisnis dan SDA Lainnya.

SOP ini sebagai arahan dari proses pembuatan Peta Penanaman Modal sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor

C. Peringatan

Perencanaan Penanaman Modal.

penambahan waktu selesainya.

1. Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 179 hari kerja tiap pembuatan peta Penanaman Modal sesudah anggaran DIPA diterima, maka Peta Penanaman Modal telah diterima oleh Deputi

2. Bila pimpinan yang menandatangani laporan pembuatan Peta Penanaman Modal tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi

o

. Kualifikasi Personel :

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-
Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

prospek 1 pada sektor Agribisnis dan SDA Lainnya untuk menentukan

kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
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E. Peralatan/Perl
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. Pencatatan dan P
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Menyediakan Peta Penanaman Modal sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan perencanaan sektor Industri Agribisnis dan SDA Lainnya

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

|. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. /Tindak Lanjut /! /

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan Peta Penanaman Modal sektor agribisnis dan SDA Lainnya disampaikan kepada Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan
SDA Lainnya

2 Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA Lainnya mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
tersebut

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 398

L. Kerangka Prosedur

Unit/Instan

No. Uraian Kegiatan i Lai Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Pihak Ketiga PPK KET
si Lain

Deputi memberi arahan kepada
Direktur mengenai pembuatan Peta { }
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya

1 hari

Direktur memberikan pengarahan
kepada kasubdit mengenai rencana Vv
pembuatan Peta Penanaman Modal < N
di bidang Pengembangan Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya 1 hari

3 |Kasubdit beerkoordinasi dengan
kepala seksi dan staf untuk \
mempersiapkan pelaksanaan C}DC
pembuatan Peta Penanaman Modal

di bidang Pengembangan Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya. 3 hari
4 |Kasubdit melaporkan persiapan
pembuatan Peta Penanaman Modal
di bidang Pengembangan Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam

Lainnya kepada Direktur, termasuk Dé_D
metode yang akan dipergunakan
(diserahkan kepada pihak ketiga

atau dilaksanakan secara
swakelola).

1 hari

5 |Direktur memutuskan apakah \ K ihaklketi
kegiatan akan diserahkan kepada < Menggynakan Pihak ketiga
pihak ketiga atau dilaksanakan

secara swakelola
6 |Kasubdit berkoordinasi dengan

kepala seksi dan staf
menginventarisasi bahan-bahan I |6>| |<>| |
dan pihak-pihak yang terkait
dengan pembuatan Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya.

D

Swakelgla 1 hari

10 hari

7 |Kasubdit berkoordinasi dengan
kepala seksi dan staf membuat WV
draft Peta Penanaman Modal di | |é>| |<.>| |
bidang Pengembangan Industri

Agribisnis dan Sumber Daya Alam

lainnva

8 |Kasubdit berkoordinasi dengan
kepala seksi dan staf
mempersiapkan rapat/pertemuan
dengan pihak yang terkait dengan

penyusunan Peta Penanaman | |é>| |<>| |
Modal di bidang Pengembangan

Industri Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya.

15 hari

3 hari

9 |Direktur memimpin rapat mengenai
persiapan penyusunan Peta
Penanaman Modal di bidang \
Pengembangan Industri Agribisnis | |‘:_| I__él |<9| |<_>I |
dan Sumber Daya Alam Lainnya dan
melaporkan hasilnya kepada
Deputi.

1 hari
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10

Kasubdit berkoordinasi dengan
Kepala Seksi dan Staf melaksanakan
kegiatan penyusunan Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya,
meliputi desk study, survey,
pengumpulan bahan-bahan dsb.

44 hari

11

Kasubdit melaporkan hasil
penyusunan Peta Penanaman
Modal di bidang Pengembangan
Industri Agribisnis dan Sumber Daya
Alam Lainnya kepada Direktur

1 hari

12

Pihak ketiga melaksanakan kegiatan
sesuai dengan kesepakatan dan
membuat laporan perkembangan
penyelesaian pekerjaan kepada
Direktur

66 hari

13

Pihak Ketiga atau Kasubdit
mempresentasikan konsep Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya

3 hari

14

Pihak Ketiga atau Kasubdit
berkoordinasi dengan Kasie dan
Staf melakukan penyempurnaan
konsep peta penanaman modal
sesuai hasil presentasi.

10 hari

15

Direktur menyampaikan konsep
Peta Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya
kepada Deputi untuk dimintakan
arahan.

1 hari

16

Deputi memberikan pengarahan
mengenai hasil akhir peta
penanaman modal.

1 hari

17

Pihak ketiga atau kasubdit
berkoordinasi dengan Kasie dan
Staf untuk melakukan proses
finalisasi pembuatan peta
penanaman modal dan
menyerahkan hasilnya kepada
Direktur.

\ 4

15 hari

18

Pihak ketiga dan Direktur
menandatangani Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan.

L

1 hari

19

Direktur menyampaikan hasil
penyusunana peta penanaman
modal kepada Deputi dan
Didokumentasikan oleh Staf.

1 hari

Jangka waktu penyelesaian: 179 hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Focus Group Discussion / Rapat Perencanaan Penanaman Modal di Sektor Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

2011
JIn. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
Potensi Agribisnis merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. Direktorat
Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya merupakan salah satu
Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM perlu menyediakan
informasi yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di sektor Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya. Pelaksanaan kegiatan focus group discussion / rapat dilakukan
untuk memperoleh informasi yang mendukung kajian sektor terkait, rekomendasi dari isu
permasalahan aktual atau perumusan kebijakan perencanaan bidang penanaman modal di
sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya. Agar penyusunan kajian dapat
terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya standar pelayanan.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SOP penyelenggaraan FGD/rapat agar menjadi panduan oleh setiap
pejabat Direktorat di lingkungan Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaaan FGD/rapat. Tujuannya adalah agar dalam
pelaksanaan FGD/rapat dapat memperoleh informasi, identifikasi dan inventarisasi
permasalahan sektor secara komprehensif.

3  Ruang Lingkup
a. Penyiapan bahan materi yang akan dibahas dalam FGD/rapat.
b. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka
penyelenggaraan FGD/rapat.
c. Menyusun agenda dan melakukan persiapan teknis berupa penggunaan sarana prasarana

yang akan digunakan dalam penyelenggaraan FGD/rapat (pemesanan ruang rapat,
konsumsi, dan perangkat pendukung rapat).

d. Penyusunan Laporan hasil FGD/rapat.
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4  Ringkasan

Standard Operating Procedures Focus Group Discussion [/ Rapat Perencanaan Penanaman
Modal di Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang dapat mendukung
terpetakannya potensi dan pengembangan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses
tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada
peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Focus Group : Pertemuan terbatas antara stakeholder dalam suatu bidang
Discussion tertentu membahas mengenai satu masalah tertentu.
b. Stakeholder . Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha, dunia usaha dan akademisi.
c. Sektor Agribisnis : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
sejenisnya.

d. Sektor Sumber Daya : Meliputi sektor mineral dan energi
Alam lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI AGRIBISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA

Nomor SOP : 2-1-5

Standard Operating Procedures

Focus Group Discussion [ Rapat Perencanaan Penanaman Modal di Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

A.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No
2 Undang-Undang No

3 Undang-Undang No.
4 Undang-Undang No.
5 Undang-Undang No.
6 Undang-Undang No.
7 Undang-Undang No.
8 Undang-Undang No.
9 Undang-Undang No.
10 Undang-Undang No.
11 Undang-Undang No.
12 Undang-Undang No.
13 Undang-Undang No.
14 Undang-Undang No.
15 Undang-Undang No.
16 Undang-Undang No.
17 Undang-Undang No.

18 Undang-Undang No

mor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

38 Tahun 2004 tentang Jalan.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2011, No.678

17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak

19 Peraturan Pemerintah No.

20 Peraturan Pemerintah No.

21 Peraturan Pemerintah No.

22 Peraturan Pemerintah No.

23 Peraturan Pemerintah No.
Pertambahan Nilai.

24 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

31 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

32 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

33 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

34 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

35 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

36 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.

37 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

40 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri
Jasa.

25 Peraturan Pemerintah No.
26 Peraturan Pemerintah No.
27 Peraturan Pemerintah No.
28 Peraturan Pemerintah No.
29 Peraturan Pemerintah No.

41 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
42 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL)
43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
44 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
45 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
46 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
47 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
48 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
49 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
50 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
51 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
52 Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011
B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan focus group discussion /rapat dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam
lainnya sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam
lainnya.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 19 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan FGD/rapat sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat
telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga
diharapkan tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

D. Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang
Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor industri agribisnis dan
sumber daya alam untuk menentukan kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunvai bengetahuan dan keteramnoilan teknologi informasi (internet) serta mamou meneoperasikan komouter brogram Microsoft Office. minimal MS Word.
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L. Kerangka Prosedur

No. - -
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Unlvllgisr:an5| Ket

-
D

.|Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasi terkait
dengan pelaksanaan Focus Group Discussion. -_

o

.|Kasie dan Kasubdit menganalisa permasalahan yang patut dibahas
dengan pihak terkait yaitu Kementerian Perekonomian,
Kementerian Keuangan, Bappenas dan intansi unit kedeputian

BKPM. 1 hari

c. |Kasie dan Kasubdit membuat resume permasalahan atau isu yang
akan dibahas termasuk mengidentifikasi pihak yang berkompeten
dalam isu permasalahan terkait kebijakan sektor dan kebijakan
investasi.

2 |Kasie atau Kasubdit menyampaikan resume permasalahan yang telah
dibuat sebagai usulan pelaksanaan FGD kepada Direktur terkait
program kegiatan dan isu-isu atau wacana aktual (bottom up ).

1 hari

ii[ne

3 | Direktur memimpin rapat internal membahas penyelenggaraan FGD.

—>|

0|0

A

1 hari

4 |Direktur melaporkan rencana penyelenggaraan FGD kepada Deputi
Bidang Perencanaan Penanaman Modal, kemudian
mengkoordinasikan pelaksanaan FGD kepada Kasubdit untuk

diteruskan ke Kasie dan Staf Pelaksana. -é_-__>-_

1 hari

5 |a. |Staf Pelaksana mempersiapkan administrasi dan teknis
pelaksanaan yaitu surat undangan, menghimpun bahan atau data
terkait FGD termasuk melampirkan resume yang akan
dilaksanakan, persiapan ruangan penyelenggaraan dan lainnya
yang diperlukan dalam pelaksanaan FGD.

3 hari

lampiran yang selanjutnya ditandatangani.

b |Direktur memeriksa semua konsep surat dan undangan serta \L

¢ |Pelaksana mengirim surat undangan internal BKPM dan undangan

luar BKPM dan melakukan konfirmasi kesediaan undangan FGD 1 hari

d. |Staf pelaksanan melakukan pengarsipan dokumen yang diperlukan.

6 |a. |Kasie mengarahkan Staf Pelaksana dalam melakukan persiapan
teknis penyelenggaraan FGD dan melaporkan hasilnya kepada
kasubdit.

b [Direktur memimpin penyelenggaraan FGD, Kasubdit, Kasie dan

Pelaksana mengorganisir penyelenggaraan FGD. -—-

1 hari

iikri I

i
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No. i i
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Unnlegisr:an& Ket
7 |Kasubdit mengarahkan Kasi dan Staf Pelaksana mengolah dan
menganalisa hasil FGD mengenai kebijakan pengembangan investasi, -

kebijakan sektor terkait dan usulan solusi permasalahan sektor
tersebut.

-<——)-<_>-| 5 hari

8 |Kasubdit melaporkan hasil FGD kepada Direktur selanjutnya

diteruskan kepada Deputi untuk mendapat persetujuan untuk dibuat
menjadi laporan lengkap FGD. -‘@—_@—-

1 hari

9 |[Direktur mengarahkan Kasie dan Kasubdit menyusun hasil analisa
FGD.

O — 2 hari

10 |Apabila dipandang perlu Deputi menyampaikan hasil FGD kepada

Kepala BKPM dan kedeputian BKPM terkait posisi BKPM terhadap _>- R ISR RSN PPN R _>-
hasil pembahasan dalam FGD.

1 hari
11 |Deputi/Direktur mengirimkan hasil laporan tersebut kepada instansi
dan atau departemen teknis terkait untuk mendapatkan tindak lanjut -
kebijakan sektor terhadap permasalahan/ isu yang telah dibahas di '
dalam FGD.
1 hari

Pengarsipan seluruh dokumen

Jangka Waktu Penyelesaian : 19 Hari
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
Potensi Agribisnis merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. BKPM sebagai suatu
instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengusulkan dan melaksanakan kebijakan
penanaman modal di Indonesia harus mampu bersikap fleksibel sekaligus tepat dalam
menghadapi isu-isu yang berkembang. Selain tetap mengikuti perkembangannya, BKPM harus
mampu memberi tanggapan dan merumuskan posisi terkait dengan isu-isu tersebut, sehingga
dapat memberikan pelayanan penanaman modal secara lebih optimal. Perumusan tanggapan
dan posisi ini dituangkan dalam bentuk Position Paper. Penyusunan Position Paper harus
dilaksanakan secara cepat, tepat dan Akurat, untuk itu perlu adanya Standard Operating
Procedures penyusunan Position Paper.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya standard operating procedure penyusunan Position Paper adalah sebagai
panduan dalam melakukan penyusunan Position Paper. Tujuannya adalah untuk memperkuat
sistem kerja Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya dalam
melaksanakan kegiatan penyusunan Position Paper .

3 Ruang Lingkup
a. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait sektor.
b. Mengidentifikasi dan menganalisa data / informasi hasil penelitian.
¢. Mengevaluasi analisa sebagai bahan position paper sektor Industri Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya.

4  Ringkasan

Standard Operating Procedures Penyusunan Position Paper Perencanaan Pengembangan
Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang dapat mendukung terpetakannya
potensi dan pengembangan industri agribisnis dan SDA lainnya. SOP teknis yang berisi
rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya perencanaan
pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor
industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya
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5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Position paper : Sebuah hasil analisa mengenai suatu masalah tertentu yang
menjelaskan posisi lembaga dan rekomendasi/usulan kebijakan

b. Stakeholder : Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha, dunia usaha dan akademisi.
c. Sektor Industri : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
Agribisnis sejenisnya.
d. Sektor Industri : Meliputi sektor mineral dan energi
Sumber Daya Alam
lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
W DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Nomor SOP : 2-1-6
DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI AGRIBISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA

Standard Operating Procedures
Penyusunan Position Paper Perencanaan P k Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

A.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10 Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
11 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
13 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
14 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
19 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
20 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
21 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
22 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
23 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
24 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
25 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
27 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
28 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
29 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
31 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
32 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
33 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
34 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
35 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
36 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.
37 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
40 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
41 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
42 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
44 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
45 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
46 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
47 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
48 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
49 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
50 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
51 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
52 Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011
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B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan penyusunan position paper dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya sehingga
mampu menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

0

Peringatan

Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 23 hari kerja tiap satu kali penyusunan position paper sesudah anggaran DIPA diterima maka position paper telah diterima oleh Deputi
Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi
penambahan waktu selesainya.

[,

o

Kualifikasi Personel :

Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

[

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor agribisnis dan sumber daya alam untuk menentukan
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

4 Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan seminar/worskhop yang dihimpun dari berbagai sumber.

5 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

E. P /Perl
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD Proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan, pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
1 Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
a. Memperoleh arahan dan/atau persetujuan dari pimpinan untuk melakukan kegiatan penyusunan Position Paper terkait dengan perencanaan pengembangan sektor industri
agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
b. Mengumpulkan bahan dan data pendukung untuk melakukan penyusunan Position Paper.
c. Melakukan pertemuan pembahasan lebih lanjut atas hasil penyusunan Position Paper .

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna Position Paper adalah yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan Position Paper dalam rangka perencanaan
pengembangan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

1. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alama Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

7 1

K. P /Tindak Lanjut P duan/Keluh
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan position paper disampaikan kepada Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya .

2 Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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4 |Kasubdit mengkoordinasi kasie dan staf untuk melakukan analisa dan
pengolahan data dan informasi serta kebijakan yang ada terkait dengan
tema/topik/fokus position paper

3 hari

L. Kerangka Prosedur
. . Unit/Pejabat Deputi
. U K t i i i
No. raian Kegiatan ain di BKPM Perencanaan Direktur Kasubdit Kasie Staf Keterangan
1 |Direktur mengarahkan Kasubdit dan Kasie untuk menetapkan topik/
tema/fokus position paper . -
2 |Kasubdit dan Kasie menetapkan jadwal penyusunan position paper . -
1 hari
3 |Kasie dan staf berkoordinasi dalam hal pengumpulan arsip-arsip internal
dan bahan-bahan lain terkait dengan tema/topik/fokus position paper
melalui media cetak dan internet kemudian dilaporkan ke Kasubdit.

5 |Kasubdit merumuskan posisi BKPM terkait tema/topik/fokus position paper
dan menyampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan pengarahan dan

persetujuan pelaksanaannya.
2 hari

6 |Kasubdit mengkoordinasi dan mengarahkan kasie dan staf dalam
melakukan penyusunan draft position paper.

7 |Kasubdit menyampaikan draft position paper kepada Direktur oleh untuk
memperoleh anggapan/masukan/koreksi

-

8 |Direktur menyampaikan draft position paper kepada Deputi untuk

memperoleh tanggapan/masukan/koreksi
]

9 |Kasubdit bersama-sama dengan Kasie dan Pelaksana melakukan finalisasi
penyusunan position paper selanjutnya diserahkan kepada Direktur untuk

ditandatangani
4 hari

10 |Direktur mengkoordinir pembahasan dan pengumpulan Position Paper dan

menyampaikan kepada deputi

Deputi Perencanaan menyampaikan kumpulan Position Paper kepada

Pimpinan BKPM untuk disetujui dan kemudian diperbanyak serta
didokumentasikan - - 1 hari

1

=

Jangka waktu penyelesaian : 23 hari kerja
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
Potensi Agribisnis merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. Direktorat
Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya perlu menyediakan informasi
yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di sektor Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya. Pelaksanaan kegiatan workshop /seminar dilakukan untuk mendapatkan
masukan dari instansi terkait sektor sehingga dapat mendukung peran BKPM sebagai lembaga
koordinasi antar sektor dalam pengambilan kebijakan di bidang investasi. Standar Pelayanan ini
diperlukan agar workshop /seminar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SOP penyelenggaraan workshop /seminar agar menjadi panduan setiap
pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya dalam pelaksanaan kegiatan workshop /seminar. Tujuannya adalah agar pelaksanaan
workshop /seminar dapat terlaksana sesuai sasaran.

3 Ruang Lingkup
1. Penyiapan administrasi meliputi pembuatan dan pengiriman Surat/memo kepada Instansi
Teknis, Stakeholder dalam rangka penyelenggaraan workshop/seminar termasuk kepada
Pemda/Pemkot dan instansi penanaman modal di daerah.

2. Menyusun agenda dan melakukan persiapan teknis berupa penggunaan sarana prasarana
yang akan digunakan dalam penyelenggaraan workshop/seminar.

3. Penyusunan laporan hasil penyelenggaraan workshop/seminar.
4. Mengarsipkan file administrasi hasil penyelenggaraan workshop/seminar.
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4  Ringkasan

Standard Operating Procedures Workshop [ Seminar Perencanaan Penanaman Modal di Sektor
Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang dapat mendukung penyediaan bahan informasi
terpetakannya potensi dan pengembangan industri agribisnis dan SDA lainnya. SOP ini
merupakan prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya perencanaan
pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor
industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Workshop /seminar : Pertemuan dalam rangka koordinasi dengan para stakeholder
untuk saling tukar menukar informasi

b. Sektor Industri . Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
Agribisnis sejenisnya.

c. Sektor Industri : Meliputi sektor mineral dan energi
Sumber Daya Alam
lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman

o«¢N0E
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI AGRIBISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA

Nomor SOP :

2-1-7

Standard Operating Procedures

Workshop / Seminar Per Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 Undang-Undang No.
4 Undang-Undang No.
5 Undang-Undang No.
6 Undang-Undang No.
7 Undang-Undang No.
8 Undang-Undang No.
9 Undang-Undang No.
10 Undang-Undang No.
11 Undang-Undang No.
12 Undang-Undang No.
13 Undang-Undang No.
14 Undang-Undang No.
15 Undang-Undang No.
16 Undang-Undang No.
17 Undang-Undang No.

12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

38 Tahun 2004 tentang Jalan.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

18 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
19 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
20 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
21 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
22 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
23 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
24 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
29 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
31 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
32 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
33 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
34 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
35 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
36 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.
37 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
40 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
41 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
42 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
44 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
45 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/0T.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
46 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
47 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
48 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
49 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
50 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
51 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
52 Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2011

25 Peraturan Pemerintah No.
26 Peraturan Pemerintah No.
27 Peraturan Pemerintah No.
28 Peraturan Pemerintah No.

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan workshop /seminar dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya sehingga mampu
menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

[a}

Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 14 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan workshop/seminar sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan workshop/seminar
telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan workshop/seminar tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak

terjadi penambahan waktu selesainya.

www.djpp.kemenkumham.go.id



417 2011, No.678
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. Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang no 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan k
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

4 Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan seminar/worskhop yang dihimpun dari berbagai sumber.

5 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

1 prospek per k 1 pada sektor agribisnis dan sumber daya alam untuk menentukan

m

. Peralatan/Perl;
Peralatan alat tulis kantor ( pensil, kertas, tinta printer dan lainnya), komputer, printer, scanner, LCD proyektor dan ruang rapat.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa di kemudian hari.

G. Prosedur Pelayanan
1 Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
a.  Memperoleh arahan dan/atau persetujuan dari pimpinan untuk melakukan kegiatanwotkshop / Seminar terkait dengan perencanaan pengembangan sektor industri agribisnis dan sumber daya
alam lainnya.
b. Mengumpulkan bahan dan data pendukung untuk melakukan workshop / seminar.
c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaanworkshop /seminar

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alama Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. F /Tindak Lanjut P duan/Keluhan/| k
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatanworkshop /seminar terkait dengan perencanaan pengembangan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya
disampaikan kepada Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya.
2 Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

L. Kerangka Prosedur
. . Unit/Pejabat . " . .
No. Uraian Kegiatan Jain di BKPM Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Ket
1. |Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasie mengenai pelaksanaan
Workshop. .

% * 1 hari

3. |Kasie dan Staf melakukan persiapan, meliputi menyiapkan bahan, menghubungi
narasumber dan berkoordinasi dengan daerah serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain
yang terlibat dalam kegiatan workshop.

2. |Kasie dibantu staf mempersiapkan konsep surat-menyurat, disampaikan kepada Kasubdit
untuk diperiksa dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur.

2 hari

4. |Direktur, Kasubdit, Kasie dan Staf melaksanakan kegiatan workshop/seminar sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2 hari

~D
—~

5. |Kasubdit menugaskan Kasie menyiapkan laporan hasil pelaksanaan workshop/ seminar.

2 hari

6. |Hasil analisa laporan kegiatan wokshop/ seminar yang telah dikoreksi, diteliti dan diparaf

oleh Kasubdit disampaikan kepada Direktur dengan tembusan Deputi EI—_
1 hari

7. |Laporan kegiatan wokshop/ seminar disampaikan kepada Deputi dan dilakukan
pendokumentasian.

1 hari

Jangka waktu penyelesaian 14 hari
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
Potensi Agribisnis merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. Direktorat
Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya perlu menyediakan informasi
yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di sektor Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya. Kajian, kebijakan dan dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya merupakan suatu
bentuk informasi penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu instansi,
perusahaan ataupun individu. Selain sebagai alat untuk memperkenalkan kepada masyarakat
maupun pemerintah di luar BKPM mengenai masing-masing keluaran, sosialisasi dapat pula
dijadikan sarana evaluasi dan tukar pendapat mengenai topik terkait. Oleh karena itu, Direktorat
Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya perlu mengadakan sosialisasi tentang
informasi, data-data, hasil kajian, dan kebijakan sebagai tindak lanjut keluaran. Standard
Operating Procedures diperlukan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan
efisien.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya Standard Operating Procedures sosialisasi adalah sebagai panduan bagi
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya serta unit kerja
terkait di lingkungan BKPM dalam melakukan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat
sistem kerja Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya dalam
melaksanakan kegiatan sosialisasi.

3 Ruang Lingkup

a. Penyiapan bahan materi yang akan disosialisasikan.

b. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka
penyelenggaraan sosialisasi.
Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait sosialisasi.
Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi sebagai bahan masukan lebih lanjut.
Melaksanakan sosialisasi kepada instansi teknis dan Stakeholder terkait.
Menyusun agenda dan melakukan persiapan teknis dan administrasi berupa sarana
prasarana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan sosialisasi meliputi ; pemesanan
ruang rapat, konsumsi, akomodasi dan perangkat pendukung rapat.

-~ 0 a o0

g. Membuat laporan lengkap hasil sosialisasi sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 420

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal
Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya yang dapat mendukung penyebaran informasi
data dan peluang penembangan investasi di sektor industri agribisnis dan SDA lainnya. SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pelaksanaan
kegiatan sosialisasi tentang perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi
pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Sosialisasi : Pertemuan dalam rangka pengenalan suatu hasil keluaran kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Stakeholder . Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha, dunia usaha dan akademisi.
c. Sektor Industri : Meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
Agribisnis sejenisnya.
d. Sektor Industri : Meliputi sektor mineral dan energi
Sumber Daya Alam
lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o=¢H0O0
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-1
BiKPEM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedure
Pelaksanaan Penyusunan Kajian Sektor Industri Manufaktur

A. Dasar Hukum

[

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan
Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

14|Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15|Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16|Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17|Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18|Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
19|Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
20(Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21|Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23|Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
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24(Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25|Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26|Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27|Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan
Industri/Industri Jasa.

28|Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

29|Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
30[Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

31|Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
32|Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

33|Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35|Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36|Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pembuatan kajian yang komprehensif dan aktual sehingga tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal
yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri Manufaktur

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 166 hari kerja tiap satu kegiatan Pelaksanaan dan penyusunan kajian sektor sesudah anggaran DIPA
diterima maka laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.
2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil kegiatan Pelaksanaan dan Penyusunan kajian sektor Industri Manufaktur tersebut sedang dalam

perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

D. Kualifikasi Personel

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-
Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010
tentang Daftar Bidang Usaha vang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor Manufaktur untuk
menentukan kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

E. Peralatan / Perlengkapan
Peralatan alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Menyediakan hasil kajian sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan industri manufaktur

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan kajian terkait dengan perencanaan pengembangan industri
Manufaktur disampaikan kepada Direktur Perencanaan Industri Manufaktur
2 Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti

pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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L. Kerangka Prosedur
No. Uraian Kegiatan Unit/Pejaba| Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Panitia Lelang Pihak Ketiga Keterangan
1. [Persiapan

a Mengadakan rapat internal persiapan

pelaksanaan kegiatan kajian sesuai DIPA.

b. Melakukan penyusunan agenda kegiatan
pelaksanaan kajian, berkoordinasi dengan
unit Direktorat lainnya di lingkungan unit
Deputi Perencanaan Penanaman Modal atau 3 hari kerja

unit kerja lain di BKPM. -

c Mengajukan proposal kegiatan kepada
panitia pengadaan barang dan
jasa/konsultan untuk pelaksanaan
pelelangan, atau melakukan penunjukan
apabila tidak memerlukan proses pelelangan tanpa proses
dan unit pelaksana melakukan pengawasan Fem—m————tm———— ———— ==
terhadap pekerjaan pihak ketiga (kajian
menggunakan pihak ketiga) hingga
penetapan pemenang.

66 hari kerja

'

Kasubdit mengkordinasikan persiapan 30 hari kerja

pelaksanaan kegiatan pengumpulan - 4—-

data/informasi kajian baik desk study
maupun field study (Swakelola)

a Direktur mengorganisasikan desk study,

comparative study , dan field study di dalam
maupun ke luar negeri.(lihatsop [ | | = = = e e e e e e e m o s m e mm e '
Pengumpulan data dan informasi Kajian . i

Sektor) i 20 hari kerja
| m— 1

5 hari kerja

b. Kasubdit mengkoordinir kasie dan staf untuk
Kasubdit mengkoordinir pelaksanaan FGD
dan memonitor perkembangan sektor dari
media informasi

10 hari kerja

a Kasubdit mengajukan hasil kajian swakelola
ataupun dari pihak ketiga kepada Direktur.

2 hari kerja

b. Direktur mengarahkan kasubdit untuk
menyelenggarakan rapat internal dan/atau
FGD untuk mengevaluasi hasil kajian yang (_-_>- : Lari.
2 hari kerja
disampaikan oleh pihak ketiga (jika txen
menggunakan pihak ketiga) atau kasie

penanggung jawab kaijan. I —

c Kasie/pihak Ketiga (jika menggunakan Pihak
Ketiga) melakukan presentasi hasil kajian di
depan Deputi Perencanaan Penanaman

Modal, Direktur dan Kasubdit. 5 hari kerja

d Direktur mengkoordinasikan bawahannya

untuk menyusun hasil akhir kajian _

L 1 hari kerja
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Direktur menyampaikan laporan akhir hasil

kajian kepada Deputi Perencanaan untuk '
disetujui dan kemudian dicetak serta

diupload ke dalam website BKPM

10 hari kerja

8

b. Direktur atau kasubdit memerintahkan untuk J

menindaklanjuti pencetakan hasil kajian D_

dengan pihak Il

10 hari kerja

Jangka waktu penyelesaian : 166 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-2
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedure

Pelaksanaan Penyusunan Position Paper Per Industri

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
10 [Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

11 |Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

12 |Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

13 |Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

NG

14 |Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15 |Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16 |Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17 |Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18 |Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19 [Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

20 |Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21 |Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 |Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23 |Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

24 |Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27 |eraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
28 |Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

29 |Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

30 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
31 |Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

32 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

33 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34 |Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35 |Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal
Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36 |Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan penyusunan position paper dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor industri manufaktur sehingga mampu menghasilkan perencanaan
pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri manufaktur.

C. Peringatan
Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 23 hari kerja tiap satu kali penyusunan position paper sesudah anggaran DIPA diterima maka position paper telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman
Modal.

[

N

Bila pimpinan yang menandatangani hasil penyusunan position paper sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu
selesainya.

o

. Kualifikasi Personel :

Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor industri manufaktur untuk menentukan kategori/pengelompokan dan prospek
pengembangannya.

N

w

Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

IS

Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan penyusunan position paper, yang dihimpun dari berbagai sumber.

E. Peralatan/Perlengkapan
Peralatan alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa di kemudian hari.

G. Prosedur Pelayanan

Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:

a. Memperoleh arahan dan/atau persetujuan dari pimpinan untuk melakukan kegiatan penyusunan Position Paper terkait dengan perencanaan pengembangan sektor industri manufaktur.
b. Mengumpulkan bahan dan data pendukung untuk melakukan penyusunan Position Paper.

-

c. Melakukan pertemuan pembahasan lebih lanjut atas hasil penyusunan Position Paper .

N

Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna Position Paper adalah yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan Position Paper dalam rangka perencanaan pengembangan industri manufaktur.
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H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

=

. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 |Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan penyusunan position paper dengan perencanaan pengembangan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya disampaikan
kepada Direktur Perencanaan Industri Manufaktur.
2 |Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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-

. Kerangka Prosedur

No.

Uraian Kegiatan

Unit/Pejabat lain di
BKPM

Deputi Perencanaan

Direktur

Kasubdit

Kasie

Staf Keterangan

Penetapan topik/ tema/fokus position paper dan mengarahkan
kepada Kasubdit dan Kasie (top-down) oleh Direktur

1 hari

Penetapan jadwal penyusunan position paper oleh Kasubdit

1 hari

Kasie dan staf berkoordinasi dalam hal pengumpulan arsip-arsip
internal dan bahan-bahan lain terkait dengan tema/topik/fokus
position paper melalui media cetak dan internet

5 hari

Kasubdit mengkoordinasi kasie dan staf untuk melakukan
analisa dan pengolahan data dan informasi serta kebijakan yang
ada terkait dengan tema/topik/fokus position paper

3 hari

Kasubdit merumuskan posisi BKPM terkait tema/topik/fokus
position paper dan menyampaikan kepada Direktur untuk
mendapatkan pengarahan dan persetujuan pelaksanaannya.

2 hari

Kasubdit mengkoordinasi dan mengarahkan kasie dan staf
dalam melakukan penyusunan draft position paper.

3 hari

Kasubdit menyampaikan draft position paper kepada Direktur
oleh untuk memperoleh anggapan/masukan/koreksi

1 hari

Direktur menyampaikan draft position paper kepada Deputi
untuk memperoleh tanggapan/masukan/koreksi

1 hari

Kasie dan staf melakukan finalisasi penyusunan position paper
dan diserahkan kepada kasubdit untuk diparaf yang selanjutnya
menyerahkan kepada Direktur untuk ditandatangani

4 hari

Direktur mengkoordinir pembahasan dan pengumpulan Position
Paper dan menyampaikan kepada deputi

1hari

-
s

Deputi Perencanaan menyampaikan kumpulan Posistion Paper
kepada Pimpinan BKPM untuk disetujui dan kemudian
diperbanyak

1 hari

Jangka waktu penyelesaian : 23 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-3
BI( PM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedure
Pembuatan Peta Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur

A.  Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
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14 |Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15 |Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16 [Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17 [Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18 [Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19 |Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

20 |Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21 |Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 |Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23 |Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

24 |Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27 |Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk
Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.

28 |Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

29 |Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

30 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

31 |Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

32 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan
Tertentu.

33 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34 |Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35 |Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang
Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36 |Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai arahan dari proses pembuatan Peta Penanaman Modal sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada
peningkatan daya saing di sektor Industri Manufaktur.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 185 hari kerja tiap pembuatan peta Penanaman Modal sesudah anggaran DIPA diterima, maka Peta Penanaman Modal
telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan pembuatan Peta Penanaman Modal tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar)
sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

D. Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007
tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor Industri Manufaktur
untuk menentukan kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis

m

. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.
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F. Pencatatan dan Pendataan

Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

Menyediakan Peta Penanaman Modal sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan perencanaan sektor Industri Manufaktur

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut P duan/Keluhan/Masuk

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan Peta Penanaman Modal sektor Industri Manufaktur disampaikan kepada Direktur
Perencanaan Industri Manufaktur.

2 Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan tersebut
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L. Kerangka Prosedur

No.

Uraian Kegiatan

Unit/Instansi
Lain

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie

Pelaksana

Pihak Ketiga

PPK

Ket

Deputi memberi arahan kepada Direktur
mengenai pembuatan Peta Penanaman
Modal di bidang Pengembangan Direktorat
Perencanaan Industri Manufaktur

1 hari

Direktur memberikan pengarahan kepada
kasubdit mengenai rencana pembuatan
Peta Penanaman Modal di bidang

Pengembangan Direktorat Perencanaan
Indyictri Maniifaktir

1 hari

Kasubdit beerkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf untuk mempersiapkan
pelaksanaan pembuatan Peta Penanaman
Modal di bidang Direktorat Perencanaan
Industri Manufaktur

3 hari

Kasubdit melaporkan persiapan
pembuatan Peta Penanaman Modal di
bidang Pengembangan Industri
Manufaktur kepada Direktur, termasuk
metode  yang  akan  dipergunakan
(diserahkan kepada pihak ketiga atau
dilaksanakan secara swakelola).

1 hari

Direktur memutuskan apakah kegiatan
akan diserahkan kepada pihak ketiga atau
dilaksanakan secara swakelola

Mengguna

kan Pihak keti

)

8

1 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf menginventarisasi bahan-
bahan dan pihak-pihak yang terkait dengan
pembuatan Peta Penanaman Modal di
bidang Pengembangan Direktorat
Perencanaan Industri manufaktur.

10 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf membuat draft Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri manufaktur.

15 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf mempersiapkan
rapat/pertemuan dengan pihak yang
terkait  dengan penyusunan Peta
Penanaman Modal di bidang Direktorat
Perencanaan Industri manufaktur.

3 hari

Direktur memimpin rapat mengenai
persiapan penyusunan Peta Penanaman
Modal di bidang Pengembangan Direktorat
Perencanaan Industri Manufaktur . dan
melaporkan hasilnya kepada Deputi.

1 hari

10

Kasubdit berkoordinasi dengan Kepala
Seksi dan Staf melaksanakan kegiatan
penyusunan Peta Penanaman Modal di
bidang Pengembangan Industri
manufaktur, meliputi desk study, survey,
pengumpulan bahan-bahan dsb.

g
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44 hari

11

Kasubdit melaporkan hasil penyusunan
Peta Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri
Manufakturkepada Direktur

1 hari

12

Pihak ketiga melaksanakan kegiatan sesuai
dengan kesepakatan dan membuat
laporan  perkembangan  penyelesaian
pekerjaan kepada Direktur

66 hari

13

Pihak Ketiga atau Kasubdit
mempresentasikan konsep Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Direktorat Perencanaan
Industri manufaktur.

3 hari

14

Pihak Ketiga atau Kasubdit berkoordinasi
dengan Kasie dan Staf melakukan
penyempurnaan konsep peta penanaman
modal sesuai hasil presentasi.

10 hari

15

Direktur menyampaikan konsep Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Industri Manufaktur
kepada Deputi untuk dimintakan arahan.

1 hari
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16

Deputi memberikan pengarahan mengenai
hasil akhir peta penanaman modal.

1 hari

17

Pihak ketiga atau kasubdit berkoordinasi
dengan Kasie dan Staf untuk melakukan
proses finalisasi pembuatan peta
penanaman modal dan menyerahkan
hasilnya kepada Direktur.

15 hari

18

Pihak ketiga dan Direktur menandatangani
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

1 hari

19

Direktur menyampaikan hasil penyusunan
peta penanaman modal kepada Deputi dan

didokumentasikan.

1 hari

Jangka waktu penyelesaian : 185 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-4
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedures
Focus Group Discussion / Rapat Perencanaan Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
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Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

-
w

14 |Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15 |Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16 |Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17 |Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18 |Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19 |Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

20 |Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21 |Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 |Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23 |Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

24 |Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25 [Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27 |Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
28 |Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

29 |Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

30 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
31 |Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

32 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

33 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34 |Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35 |Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36 |Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan focus group discussion/rapat dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor Industri Manufaktur sehingga mampu menghasilkan
perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor Industri Manufaktur .

o

Peringatan
1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 19 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan FGD/rapat sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat telah diterima
oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi
penambahan waktu selesainya.

D. Kualifikasi Personel :
1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor Industri Manufaktur untuk menentukan
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis

. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.
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G. Prosedur Pelayanan
Tidak ada

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur , Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. P /Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan FGD/rapat terkait dengan perencanaan pengembangan industri Industri Manufaktur disampaikan kepada

Direktur Perencanaan Industri Manufaktur.

Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut
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L. Kerangka Prosedur

No. - "
° Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Unltﬂzisr:an5| Ket

-
[

.|Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasi

terkait dengan pelaksanaan Focus Group Discussion. -—9-6

o

.|Kasie dan Kasubdit menganalisa permasalahan yang patut

dibahas dengan pihak terkait yaitu Kementerian Perekonomian,
Kementerian Keuangan, Bappenas dan intansi unit kedeputian <
BKPM.

1 hari

c. |Kasie dan Kasubdit membuat resume permasalahan atau isu
yang akan dibahas termasuk mengidentifikasi pihak yang

berkompeten dalam isu permasalahan terkait kebijakan sektor -6

dan kebijakan investasi.

2 |Kasie atau Kasubdit menyampaikan resume permasalahan yang
telah dibuat sebagai usulan pelaksanaan FGD kepada Direktur

terkait program kegiatan dan isu-isu atau wacana aktual (bottom -<_I

up).

1 hari

e

3 |Direktur memimpin rapat internal membahas penyelenggaraan FGD.

A
i
i

1 hari

4 |Direktur melaporkan rencana penyelenggaraan FGD kepada Deputi
Bidang Perencanaan Penanaman Modal, kemudian

mengkoordinasikan pelaksanaan FGD kepada Kasubdit untuk
diteruskan ke Kasie dan Staf Pelaksana. -<__-_9-—

1 hari

5 |a. |Staf Pelaksana mempersiapkan administrasi dan teknis
pelaksanaan yaitu surat undangan, menghimpun bahan atau data

terkait FGD termasuk melampirkan resume yang akan ‘i
dilaksanakan, persiapan ruangan penyelenggaraan dan lainnya
yang diperlukan dalam pelaksanaan FGD.

I
I

3 hari

b |Direktur memeriksa semua konsep surat dan undangan serta
lampiran yang selanjutnya ditandatangani.

¢ |Pelaksana mengirim surat undangan internal BKPM dan
undangan luar BKPM dan melakukan konfirmasi kesediaan
undangan FGD

1 hari

d. |Staf pelaksanan melakukan pengarsipan dokumen yang
diperlukan.

6 |a. [Kasie mengarahkan Staf Pelaksana dalam melakukan persiapan

teknis penyelenggaraan FGD dan melaporkan hasilnya kepada
kasubdit. I

1 hari

TR
i

b |Direktur memimpin penyelenggaraan FGD, Kasubdit, Kasie dan
Pelaksana mengorganisir penyelenggaraan FGD. -il
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No. - -
° Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Unlt:-lr;isl:any Ket

7 |Kasubdit mengarahkan Kasi dan Staf Pelaksana mengolah dan -

menganalisa hasil FGD mengenai kebijakan pengembangan \l/
T+'<* 5 har

investasi, kebijakan sektor terkait dan usulan solusi permasalahan
sektor tersebut.
1 hari

8 |Kasubdit melaporkan hasil FGD kepada Direktur selanjutnya

diteruskan kepada Deputi untuk mendapat persetujuan untuk dibuat
menjadi laporan lengkap FGD. —‘@-—-e

9 |Direktur mengarahkan Kasie dan Kasubdit menyusun hasil analisa
FGD.

}‘9- 2 hari

10 |Apabila dipandang perlu Deputi menyampaikan hasil FGD kepada
Kepala BKPM dan kedeputian BKPM terkait posisi BKPM terhadap _>- B el S N i ittt et )-
hasil pembahasan dalam FGD.

1 hari
11 |Deputi/Direktur mengirimkan hasil laporan tersebut kepada instansi
dan atau departemen teknis terkait untuk mendapatkan tindak lanjut -
kebijakan sektor terhadap permasalahan/ isu yang telah dibahas di '
dalam FGD.
1 hari

12

Pengarsipan seluruh dokumen

Jangka Waktu Penyelesaian : 19 Hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-5
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR
Standard Operating Procedures
Workshop / Seminar Perencanaan P bangan Industri Manufaktur
A. Dasar Hukum
1{Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2(Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3[{Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4|Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5|Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6|Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
7|Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8|Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9|Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

10|Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

11|Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

12(Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

13(Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

14(Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15(Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16|Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17[Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18|Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19(Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
20([Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21|Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23|Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
24(Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25|Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27|Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.

28[Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
29|Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

30[Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
31|Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

32|Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

33[Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34|Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35|Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing.

36[Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/5SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan workshop/seminar dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor industri Manufaktur sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan
penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri Manufaktur.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 14 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan workshop/seminar sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan workshop/seminar telah
diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan workshop/seminar tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi
penambahan waktu selesainya.

©

Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-
Undang no 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan ij prospek pengemb. pada sektor agribisnis dan sumber daya alam untuk menentukan
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

4 Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan seminar/worskhop yang dihimpun dari berbagai sumber.

5 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

E. Peralatan/Perlengkapan
Peralatan alat tulis kantor ( pensil, kertas, tinta printer dan lainnya), komputer, printer, scanner, LCD proyektor dan ruang rapat.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa di kemudian hari.
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. Prosedur Pelayanan
1 Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
a. Memperoleh arahan dan/atau persetujuan dari pimpinan untuk melakukan kegiatan wotkshop/ Seminar terkait dengan perencanaan pengembangan sektor industri Manufaktur.

b. Mengumpulkan bahan dan data pendukung untuk melakukan workshop / seminar.
c.  Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan workshop /seminar

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan.

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alama Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. /Tindak Lanjut /Keluhan/!
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan workshop/seminar terkait dengan perencanaan pengembangan industri Manufaktur disampaikan kepada Direktur
Perencanaan industri Manufaktur.

2 Direktur Perencanaan industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna
menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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-

. Kerangka Prosedur

Unit/Pejabat
lain di BKPM
1. |Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasie mengenai pelaksanaan Workshop. 1 hari

No. Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Ket

4

2. |Kasie dibantu staf mempersiapkan konsep surat-menyurat, disampaikan kepada Kasubdit untuk
diperiksa dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur. ’ 2 hari
3. |Kasie dan Staf melakukan persiapan, meliputi menyiapkan bahan, menghubungi narasumber J/
dan berkoordinasi dengan daerah serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat - ' S hari
dalam kegiatan workshop.
4. |Direktur, Kasubdit, Kasie dan Staf melaksanakan kegiatan workshop/seminar sesuai dengan 7
tugas dan tanggung jawabnya.
5. |Kasubdit menugaskan Kasie menyiapkan laporan hasil pelaksanaan workshop/ seminar.
] 2t

6. |Hasil analisa laporan kegiatan wokshop/ seminar yang telah dikoreksi, diteliti dan diparaf oleh
Kasubdit disampaikan kepada Direktur dengan tembusan Deputi

-, 1 hari

7. |Laporan kegiatan wokshop/ seminar disampaikan kepada Deputi dan dilakukan
dok itasian.

Jangka waktu penyelesaian 14 hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-6
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedure

Koordinasi Perumusan dan Pelak 1 Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur
A. Dasar Hukum
1 |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 |Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4 |Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5 |Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6 |Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
7 |Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8 |Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9 |Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
10 |Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
11 |Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
12 |Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
13 |Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai.

14 |Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15 |Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16 |Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17 |Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18 |Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19 |Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

20 |Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21 |Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 |Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23 |Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

24 |Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27 |Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri
28 |Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

29 |Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL)

30 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

31 |Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.

32 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

33 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34 |Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35 |Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36 |Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan

Penyusunan rancangan kebijakan yang diterbitkan BKPM sebagai sarana untuk memberikan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis, kepada aparatur pemerintah dan investor, baik dalam
bentuk Peraturan Kepala BKPM maupun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Selain itu SOP ini memberikan pedoman dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan yang melibatkan sektor-sektor terkait di
bidang perencanaan penanaman modal.

C. Peringatan

1. Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 40 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan sosialisasi sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan sosialisai telah diterima oleh
Deputi Perencanaan Penanaman Modal.
2. Penyusunan rumusan kebijakan yang diterbitkan BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyusunan pedoman teknis koordinasi pelaksanaan kebijakan nantinya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan koordinasi, baik di dalam internal BKPM maupun dengan Kementerian/Instansi
teknis terkait.

D. Kualifikasi Personel :
Mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penanaman modal.
Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
Mampu berkoordinasi dengan efektif
Menguasai manajemen anggaran keuangan negara

A W N R

E. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.
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G. Prosedur Pelayanan

a. Arahan/persetujuan dari Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan.
b. Kehadiran dari wakil Kementerian Teknis maupun internal BKPM
c. Kajian digunakan sebagai input untuk penyusunan rancangan kebijakan yang akan dirumuskan dan/atau direvisi.

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan hasil kebijakan disampaikan kepada Direktur.
2 Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut
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L. Kerangka Prosedur

No. Uraian Kegiatan Unit/Pejabat lain Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK Keterangan
di BKPM Perencanaan

Persiapan
1. Deputi  mengarahkan  Direktur  untuk

melakukan usulan perumusan kebijakan di -__'
bidang penanaman modal sesuai dengan 1 hari

issue yang sedang berkembang.

2. Direktur mengarahkan Kasubdit  untuk
melaksanakan kegiatan usulan perumusan
kebijakan di bidang penanaman modal - 1 hari

sesuai arahan Deputi.

3 Kasubdit berkoordinasi dengan Kasie dan staf
melakukan persiapan perumusan kebijakan,
seperti, inventarisasi issue, evaluasi

kebijakan sektoral, evaluasi kebijakan daerah, - - - 3 hari
Identifikasi instansi atau pihak yang
berwenang/berkepentingan dsb

4. Kasubdit melaporkan hasil persiapan dan!
mengusulkan fokus/topik kebijakan yang -
akan dirumuskan kepada Direktur.

5. Direktur  berkonsultasi dengan  Deputi X
mengenai fokus/topik kebijakan yang akan ‘ 3 hari
dirumuskan.

6. Deputi memberikan pengarahan terhadap!

i
i
i

fokus/topik usulan perumusan kebijakan. -e

7. Kasubdit mengkoordinir pengumpulan bahan,’
analisa perundang-undangan, pembahasan

substansi, penyusunan draft awal terkait - - - 20 hari
dengan usulan perumusan kebijakan.
8. Kasubdit berkoordinasi dengan Kasie dan
Pelaksana untuk penyelenggaraan rapat
internal dan atau rapat interdep/dengan - - - 2 hari

pihak lain dan menyiapkan laporan hasil
rapat.

9. Direktur melaporkan hasil rapat kepada

No. |Uraian Kegiatan o . Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK Keterangan
Unit/Pejabat lain

di BKPM

10. Deputi menyampaikan usulan perumusan
kebijakan penanaman modal bidang Industri
Manufaktur ke Unit lain yang berwenang di } . .
BKPM untuk tindak lanjut atau finalisasi, dan! 2 hari
melaporkannya kepada Kepala BKPM.

11 Direktur  berkoordinasi dengan  Deputi
mengarahkan kasubdit untuk melakukan

evaluasi dan  pemantauan terhadap -6—)-—%- 1 hari
pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

12 Direktur berkoordinasi dengan unit lain atau!
lembaga/pihak terkait mengenai

implementasi kebijakan penanaman modal - . 1 hari

13 Kasubdit berkoordinasi dengan Kasie dan
pelaksana menyiapkan rapat internal dan
interdep atau dengan pihak lain yang
membahas pelaksanaan kebijakan! — - - 2 hari
penanaman modal guna mendapatkan
| feedback dan rumusan langkah tindak lanjut. é
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No. |Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK Keterangan
Unit/Pejabat lain

di BKPM

14 Deputi memimpin rapat-rapat internal atau!
interdep mengenai pelaksanaan kebijakan
penanaman modal dan menyampaikan
hasilnya kepada Kepala BKPM beserta jajaran

15 Deputi memberikan pengarahan kepada
Direktur mengenai langkah tindak lanjut yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu
kebijakan penanaman modal, dan|
melaporkan kepada Kepala BKPM serta
mengkomunikasikan/ mengkoordinasikannya
dengan unit eselon | lainnya.

1 hari

1 hari

16 Direktur mengarahkan Kasubdit  untuk
pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan - 1 hari
penanaman modal.

Jangka waktu penyelesaian: 40 hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-7
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedure
Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Industri Manufaktur

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

12|Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

13(Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

© 0 NP WN P

=
P o

14(Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15|Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16(Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17(Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18(Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19(Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

20|Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

22|Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

23|Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

24|Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27|Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan
Industri/Industri Jasa.

28|Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

29|Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL)

30|Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

31|Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.

32 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
33(Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

34|Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

35|Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36(Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan sosialisasi dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor industri Manufaktur sehingga mampu menghasilkan perencanaan
pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri Manufaktur.

0

Peringatan
Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 16 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan sosialisasi sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan sosialisai telah diterima
oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

[N

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak
terjadi penambahan waktu selesainya.

o

. Kualifikasi Personel :

[N

Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman
Modal, Undang-undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor industri manufaktur untuk menentukan
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

4 Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan sosialisasi yang dihimpun dari berbagai sumber.

5 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

m

Peralatan/Perlengkapan
Peralatan alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.
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[]

. Prosedur Pelayanan
Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
a. Memberikan arahan dan/atau persetujuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan perencanaan pengembangan sektor
industri manufaktur.

-

b. Mengumpulkan bahan dan data pendukung untuk melakukan sosialisasi.
c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan sosialisasi

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Sosialisasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan peluang dan kajian investasi dalam rangka perencanaan
pengembangan industri manufaktur.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (jika diperlukan)

Tuan/Keluhan/Mac<ul

=

. Penanganan/Tindak Lanjut P

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi terkait dengan perencanaan pengembangan industri Manufaktur disampaikan kepada
Direktur Perencanaan Industri Manufaktur.

2 Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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L. Kerangka Prosedur

No. Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Keterangan

a. |Direktur mengadakan rapat intern unit dengan seluruh pejabat dan staf

1 hari

b. |Kasubdit mengkoordinasi kasie dan staf untuk menetapkan peserta, lokasi
dan jadwal sosialisasi

c. |Kasubdit mengkoordinasi penyiapan dan pengumpulan bahan materi

0si i serta kan narasumber -

d. |Kasie dan staf menyusun draft surat undangan peserta dan narasumber

1 hari

i sesuai arahan kasubdit

e. |Kasie/Kasubdit menyiapkan surat permohonan persetujuan pelaksanaan
kegiatan kepada sesuai lokasi pelaksanaan

i an I,

3 hari
f. |Kasubdit, Kasi dan staf berkoordinasi untuk persiapan pelaksanaan
3 hari
a. |Kasubdit, kasi dan staf mempersiapkan dokumen penugasan, akomodasi,
transportasi dan lain-lain serta bahan/materi yang akan disosialisasikan
terkait dengan pelaksanaan kegiatan sesuai lokasi pelaksanaan
3 hari
b. |Kasubdit menyampaikan laporan hasil sosialisasi kepada Direktur untuk
ditandatangani dan dilanjutkan kepada Deputi
1 hari

Jangka waktu penyelesaian : 16 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-2-8
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Standard Operating Procedure

P, h

Penyusunan Dokumen Perer P Industri M ur

A. Dasar Hukum

1|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

3|Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4[Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5|Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

6|Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7|Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

8|Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
9[Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

10|Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

11|Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

12(Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

13(Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

14(Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

15|Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

16|Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

17(|Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

18(Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
19(Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

20|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

21|Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

22|Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
23(Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

24(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

25[Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

26|Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.

27|Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang P aan dan gusahan Angkutan Laut.

28|Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

29(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
30(Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

31[Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

32(Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

33|Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

34|Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing.

36/|Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal di sektor industri Manufaktur sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman
modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri Manufaktur.

C. Peringatan
1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 220 hari tiap satu kali penyusunan dokumen perencanaan sesudah anggaran DIPA diterima maka dokumen perencanaan telah diterima oleh Deputi Perencanaan
Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani dokumen perencanaan tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

o

. Kualifikasi Personel :
1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang
No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan kebijakan prospek 1gan pada sektor agribisnis dan sumber daya alam untuk menentukan kategori/pengelompokan
dan prospek pengembangannya.
Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

4 Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari berbagai sumber.

Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

E. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD Proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan, pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

1 Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
a. Mengkoordinasikan penetapan visi misi mengenai penanaman modal antar instansi terkait dan unit di lingkungan BKPM
b. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari unit Direktorat di lingkungan BKPM

c. Mer ialisasi dokumen per yanng telah di n

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.
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H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alama Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. /Tindak Lanjut / /
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan BKPM terkait pengembangan industri Manufaktur disampaikan kepada Direktur Perencanaan Industri
Manufaktur.

2 Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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L. Kerangka Prosedur

Unit Pelaksana

Unit/Pejabat lai
nit/Pejabat lain Deputi Pihak Ketiga Keterangan

No. Uraian Kegiatan "
€ di BKPM Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK

Deputi Perencanaan Penanaman Modal memberikan 2 hari
pengarahan mengenai penyusunan dokumen -—-—)-

perancanaan pengembangan Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Lama Lainnya

Kasubdit mengkoordinir penyiapan penyusunan

R - - - -

- pembentukan tim penyusunan dokumen

perencanaan,
- penyiapan rapat koordinasi, 44 hari
- Evaluasi ij Perencanaan

Modal

Kasubdit mengkoordinir pengumpulan bahan,
analisa perundang-undangan, pembahasan

substansi, penyusunan draft awal terkait dengan
pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan. 66 hari

Kasie dan pelaksana menyiapkan pelaksanaan rapat I

penyusunan draft dokumen perencanaan.
_-(_—-<_ _)- 20 hari

Deputi Perencanaan memimpin pembahasan draft
dokumen perencanaan dengan unit di lingkungan
BKPM 20 hari

Kasie dan pelaksana menginventarisasi
masukan/tanggapan pembahasan dari masing-
masing unit Kedeputian BKPM 22 hari

Kasubdit mengkoordinasi kasie dan pelaksana dalam
melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan 28 hari

Kasubdit menyerahkan hasil akhir dokumen
perencanaan kepada Direktur yang kemudian 5 hari
menyerahkan kepada Deputi Perencanaan untuk
diserahkan kepada Pimpinan BKPM untuk
memperoleh persetujuan dan tanda tangan

Dokumen yang telah disetujui diserahkan kepada
pihak ketiga untuk pencetakan, penjilidan dan
penggandaan 10 hari

Pengarsipan

3 hari

Jangka waktu penyelesaian : 220 hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Nomor
Tgl Penetapan
DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN Tgl revisi :
BKPM Waktu : 166 hari kerja

Standard Operating Procedures
F Kajian Sektor Jasa dan K: 1

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

20 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

21 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

23 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

24 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

25 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
26 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

28 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

29 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

30 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

31 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

32 Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

33 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

34 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

35 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

36 Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK

37 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.

38 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

39 Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional KEK

40 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

41 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

42 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

43 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
44  Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK

45 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

46 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
47 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

48 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
49 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

50 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

51 Surat Keputusan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun
52 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.

©ONOURWN PP
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B. Keterkaitan
SOP ini sebagai arahan dari berbagai proses pembuatan kajian yang komprehensif dan aktual sehingga tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya
saing di sektor jasa dan kawasan.

[a]

Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 166 hari kerja setiap satu kajian sektor unggulan sesudah anggaran DIPA diterima maka hasil kajian telah disetujui oleh Deputi Perencanaan
Penanaman Modal dan dilanjutkan ke dalam proses upload.

2 Bila pimpinan yang menandatangani hasil kajian tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu untuk

penyselesaiannya.

o

. Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor jasa dan kawasan untuk menentukan
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis
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E. Peralatan/Perl

Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. P dan Pend
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Menyediakan hasil kajian sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan Jasa dan Kawasan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

|. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. F /Tindak Lanjut P juan/Keluhan/| k
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan hasil kajian disampaikan kepada Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan.
2 Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut

r

Kerangka Prosedur

No. Uraian Kegiatan Unit/Pejabat Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Panitia Lelang Pihak Ketiga| Keterangan

©

Direktur mengadakan rapat internal persiapan

pelaksanaan kegiatan kajian sesuai DIPA. -
2 hari kerja

. |[Kasubdit dan kasie melakukan penyusunan
agenda kegiatan pelaksanaan kajian,

berkoordinasi dengan unit Direktorat lainnya di I }_E
lingkungan unit Deputi Perencanaan Penanaman I—

Modal atau unit kerja lain di BKPM.

o

3 hari kerja

]

Direktur mengajukan proposal kegiatan kepada
panitia pengadaan barang dan jasa/konsultan

untuk ] 1, atau

penunjukan apabila tidak memerlukan proses| <>.___ ________________________________________________ -

pelelangan dan unit pelaksana melakukan :

pengawasan terhadap pekerjaan pihak ketiga :

(kajian menggunakan pihak ketiga) hingga :
'
1
'
'

66 hari kerja

penetapan pemenang.

a

Kasubdit ~ mengkoordinasikan persiapan
pelaksanaan kegiatan pengumpulan I 1 | ] [
data/informasi kajian baik desk study maupun | | | [ | |
\field study (Swakelola)

30 hari kerja

a |Direktur  mengorganisasikan  desk  study,
comparative study, dan field study di dalam el Bl Bl el Al tteielied ---

1
maupun ke luar negeri.(lihat SOP Pengumpulan [ [ | [ | E

data dan informasi Kajian Sektor) | S| 20 hari kerja
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No. |Uraian Kegiatan Unit/Pejabat Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Panitia Lelang Pihak Ketiga| Keterangan

b. |Kasubdit mengkoordinir kasie dan staf untuk| ? G Gshari kerja
1 1

menganalisa hasil pengumpulan data/informasi
kajian sektor yang kemudian dikoordinasikan ‘

dengan pihak terkait yaitu Departemen Teknis,
Stakeholder dan Unit BKPM lainnya, melalui FGD| | |‘——'| |1——P| |

(Focus Group Discussion). (lihat SOP FGD)

c [Kasubdit mengkoordinir pelaksanaan FGD dan
memonitor perkembangan sektor dari media
informasi

10 hari kerja

©

Kasubdit mengajukan hasil kajian swakelola
ataupun dari pihak ketiga kepada Direktur.

2 hari kerja

2

Direktur mengarahkan kasubdit untuk
menyelenggarakan rapat internal dan/atau FGD| 1 I 1 I
untuk mengevaluasi hasil kajian yang disampaikan | 1 | |

oleh pihak ketiga (jika menggunakan pihak ketiga) T 2 hari kerja
atau kasie penanggung jawab kaijan. [ | | | TTTTETpTTTOrTTTTAmoT T

)

Kasie/pihak Ketiga (jika menggunakan Pihak|
Ketiga) melakukan presentasi hasil kajian di depan | |€ |é 1
Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Direktur| > > E—- o et e ] ———

dan Kasubdit. 5 hari kerja

a

Direktur mengkoordinasikan bawahannya untuk|

menyusun hasil akhir kajian i |e%| |eél %9[ |

1 hari kerja

a |Direktur menyampaikan laporan akhir hasil kajian
kepada Deputi Perencanaan untuk disetujui dan

kemudian dicetak serta diupload ke dalam

website BKPM. :- --------------------------------------- D 10 hari kerja

Ea

Direktur atau kasubdit memerintahkan pihak I
untuk menindaklanjuti pencetakan hasil kajian. |T__|e——D(- B e e it ————
10 hari kerja
|

Jangka waktu penyelesaian : 166 hari kerja
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
potensi sektor Jasa dan Kawasan merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi.
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi
Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi menyediakan
informasi yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di sektor Jasa dan
Kawasan. Pelaksanaan kegiatan kajian adalah dalam rangka penyediaan data/informasi.
Standard Operating Procedure s tentang pelaksanaan kajian sektor diperlukan agar penyusunan
bahan/informasi hasil kajian dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan Pelaksanaan
Kajian Sektor Jasa dan Kawasan bagi pelaku kegiatan pengumpulan data/informasi yang dapat
mendukung kajian sektor dan perumusan dokumen perencanaan baik melalui
diskusi/pembahasan antara pelaku usaha, asosiasi dan/atau instansi pemerintah/teknis maupun
melalui field study. Tujuannya adalah tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman
modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor Jasa dan
Kawasan.

3 Ruang Lingkup
a. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kajian sektor.

b. Mengidentifikasi dan menganalisa data / informasi hasil penelitian.
¢. Mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan kajian sektor Jasa dan Kawasan.

d. Melaksanakan penyelenggaraan FGD sebagai langkah koordinasi dengan Instansi Teknis dan
Stakeholder terkait.

e. Membuat laporan lengkap hasil kajian sektor Jasa dan Kawasan sebagai bahan usulan
kebijakan sektor terkait

4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Pelaksanaan Kajian Sektor Jasa dan Kawasan yang dapat
mendukung terpetakannya arah kebijakan dalam pengembangan Jasa dan Kawasan. SOP
teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya
perencanaan pengembangan penanaman modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada
peningkatan daya saing di sektor Jasa dan Kawasan

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Desk Study : Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
informasi telah ada di internet dan lain-lain
b. Field Study : Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan
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c. Comparative study  : Pendalaman kajian melalui kunjungan lokasi industri terkait dengan
sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri
d Sektor Jasa : Meliputi sektor perdagangan, pariwisata, kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan dan sektor jasa lainnya

e Sektor Kawasan : Meliputi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman

o«¢N0
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
B'( PM DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN

Nomor SOP : 2-3-1

Standard Operating Procedures

Pelak Kajian Sektor Jasa dan K
A. Dasar Hukum
1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
9 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
12 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
13 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
16 Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
18 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu

dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
20 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
21 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
22 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
23 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
24 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
25 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
26 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
28 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
29 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
30 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
31 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
32 Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
33 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
34 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
35 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
36 Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK
37 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.
38 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
39 Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional KEK
40 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
41 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
42 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
43  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
44  Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK
45  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
46 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
47 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
48 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.
49 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
50 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
51 Surat Keputusan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun 2011.
52 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai arahan dari berbagai proses pembuatan kajian yang komprehensif dan aktual sehingga tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di
sektor jasa dan kawasan.

0

. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 166 hari kerja setiap satu kajian sektor unggulan sesudah anggaran DIPA diterima maka hasil kajian telah disetujui oleh Deputi Perencanaan Penanaman
Modal dan dilanjutkan ke dalam proses upload.

2 Bila pimpinan yang menandatangani hasil kajian tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu untuk

penyselesaiannya.

o

Kualifikasi Personel :
1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-
Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan k
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.
3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

1 prospek pengemk pada sektor jasa dan kawasan untuk menentukan

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis
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E. Peralatan/Perl

Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. P dan i

Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

Menyediakan hasil kajian sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan Jasa dan Kawasan.

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. /Tindak Lanjut juan/Keluhan/| K
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan hasil kajian disampaikan kepada Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan.
2 Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti per keluhan/masukan tersebut
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L. Kerangka Prosedur

No.

©

Uraian Kegiatan

Direktur mengadakan rapat internal persiapan
pelaksanaan kegiatan kajian sesuai DIPA.

Unit/Pejabat

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie

Staf

Panitia Lelang Pihak Ketiga Keterangan

2 hari kerja

o

Kasubdit dan kasie melakukan penyusunan agenda
kegiatan pelaksanaan kajian, berkoordinasi dengan
unit Direktorat lainnya di lingkungan unit Deputi
Perencanaan Penanaman Modal atau unit kerja lain
di BKPM.

3 hari kerja

Direktur mengajukan proposal kegiatan kepada
panitia pengadaan barang dan jasa/konsultan untuk|
lal 1 | atau l

penunjukan apabila tidak memerlukan proses

dan unit pelaksana melakukan
pengawasan terhadap pekerjaan pihak ketiga
(kajian  menggunakan pihak ketiga) hingga
penetapan pemenang.

66 hari kerja

Y

Kasubdit mengkoordinasikan persiapan

1 kegiatan data/informasi
kajian baik desk study maupun field study|
(Swakelola)

Direktur mengorganisasikan desk study,
comparative study, dan field study di dalam
maupun ke luar negeri.(lihat SOP Pengumpulan
data dan informasi Kajian Sektor)

30 hari kerja

i , 20 hari kerja
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No. [Uraian Kegiatan Unit/Pejabat Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Panitia Lelang Pihak Ketiga | Keterangan
b. |Kasubdit mengkoordinir kasie dan staf untuk| i isharikerja
menganalisa hasil pengumpulan data/informasi P
kajian sektor yang kemudian dikoordinasikan
dengan pihak terkait yaitu Departemen Teknis,
Stakeholder dan Unit BKPM lainnya, melalui FGD| - -
(Focus Group Discussion). (lihat SOP FGD)

'
'

'

'

'

'

'

1

'

1

1

'

'

'

'

i

c |Kasubdit mengkoordinir pelaksanaan FGD dan H
memonitor perkembangan sektor dari media :
informasi H
1

'

'

'

'

'

'

'

1

'

!

T

!

T

'

'

'

10 hari kerja

T

Kasubdit mengajukan hasil kajian
ataupun dari pihak ketiga kepada Direktur.

2 hari kerja

b. |Direktur mengarahkan kasubdit untuk|
menyelenggarakan rapat internal dan/atau FGD|
untuk mengevaluasi hasil kajian yang disampaikan
oleh pihak ketiga (jika menggunakan pihak ketiga)
atau kasie penanggung jawab kaijan.

2 hari kerja

c |Kasie/pihak Ketiga (jika menggunakan Pihak Ketiga):
melakukan presentasi hasil kajian di depan Deputi
Perencanaan Penanaman Modal, Direktur dan|
Kasubdit.

S hari kerja

d |Direktur mengkoordinasikan bawahannya untuk
menyusun hasil akhir kajian

1 hari kerja

a |Direktur menyampaikan laporan akhir hasil kajian
kepada Deputi Perencanaan untuk disetujui dan
kemudian dicetak serta diupload ke dalam website|

BKPM. 10 hari kerja

C3

Direktur atau kasubdit memerintahkan pihak IlI
untuk menindaklanjuti pencetakan hasil kajian.

10 hari kerja

Jangka waktu penyelesaian : 166 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Standard Operating Procedures

Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal
Sektor Jasa dan Kawasan

2011

JIn. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dalam mendorong kegiatan investasi diperlukan berbagai upaya guna menciptakan iklim usaha
yang kondusif, antara lain adalah koordinasi perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan di
bidang perencanaan penanaman modal. Salah satu syarat adanya pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan yang memberikan kepastian
hukum adalah adanya rancangan serta rumusan kebijakan yang memberikan panduan (guidance)
dan kejelasan bagi para investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud kegiatan ini adalah untuk menyusun rancangan kebijakan, baik dalam bentuk Peraturan
Kepala BKPM maupun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), petunjuk pelaksanaan dan/atau
petunjuk teknis, yang diterbitkan oleh BKPM serta menyusun pedoman dalam penyelenggaraan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Tujuannya adalah
memberikan masukan dalam perumusan kebijakan/peraturan di bidang perencanaan penanaman
modal.

3  Ruang Lingkup
a. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kajian sektor.
b. Mengidentifikasi dan menganalisa data / informasi hasil penelitian.
c. Mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan kajian sektor Jasa dan Kawasan.
d

Melaksanakan penyelenggaraan FGD sebagai langkah koordinasi dengan Instansi Teknis dan
Stakeholder terkait.

e. Membuat laporan lengkap hasil kajian sektor Jasa dan Kawasan sebagai bahan usulan kebijakan
sektor terkait

4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Perencanaan Penanaman Modal, memberikan pedoman dalam merancang dan merumuskan
kebijakan/peraturan di bidang perencanaan penanaman modal serta dalam penyelenggaraan
koordinasi pelaksanaan kebijakan yang melibatkan sektor-sektor terkait di bidang perencanaan
penanaman modal.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Desk Study : Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
informasi telah ada di internet dan lain-lain

b. Field Study : Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 460

C. Comparative study  : Pendalaman kajian melalui kunjungan lokasi industri terkait dengan
sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri

d Sektor Jasa : Meliputi sektor jasa perdagangan, pariwisata, kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan dan jasa lainnya.

e Sektor Kawasan : Meliputi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Lainnya.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

o«¢N0C

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Nomor SOP : 2-3-2
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN

Standard Operating Procedures

Koordinasi Per dan Pelal Kebijakan Per P Modal Sektor Jasa dan Kawasan

A. Dasar Hukum

1 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2 |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

3 |Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4 |Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5 |Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6 |Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

7 |Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8 |Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

9 |Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

10 |Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

11 |Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

12 |[Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

13 |Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan
14 |Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

15 |Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

16 |[Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17 |Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

18 |Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

19 |Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

20 |Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

21 |Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 |Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

23 |Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

24 [Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

25 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

26 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

27 |Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan/Pengembangan
28 |Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.
29 |Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
30 |Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
31 |Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
32 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.
33 |Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
34 |Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
35 |Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
36 |Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
37 |Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. Keterkaitan
Penyusunan rancangan kebijakan yang diterbitkan BKPM sebagai sarana untuk memberikan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis, kepada aparatur pemerintah dan investor, baik
dalam bentuk Peraturan Kepala BKPM maupun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Selain itu SOP ini memberikan pedoman dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan yang melibatkan sektor-
sektor terkait di bidang perencanaan penanaman modal.

C. Peringatan
1. Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 40 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan sosialisasi sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan sosialisai telah diterima
oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2. Penyusunan rumusan kebijakan yang diterbitkan BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyusunan pedoman teknis koordinasi pelaksanaan kebijakan nantinya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan koordinasi, baik di dalam internal BKPM maupun dengan
Kementerian/Instansi teknis terkait.

D. Kualifikasi Personel :
Mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penanaman modal.
Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik

Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
Mampu berkoordinasi dengan efektif

Menguasai manajemen anggaran keuangan negara

[ IF NERVURE NI
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E. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. P danP
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

a. Arahan/persetujuan dari Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan.
b. Kehadiran dari wakil Kementerian Teknis maupun internal BKPM
c. Kajian digunakan sebagai input untuk penyusunan rancangan kebijakan yang akan dirumuskan dan/atau direvisi.

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

|. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut P duan/Keluhan/|
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan hasil kebijakan disampaikan kepada Direktur.
2 Direktur Perencanaan Industri Manufaktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut

L. Kerangka Prosedur
No. I Uraian Kegiatan |Unit/Pejabat lain Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK Pihak Ketiga Keterangan
di BKPM
1. Deputi  mengarahkan  Direktur  untuk

melakukan usulan perumusan kebijakan di -___9.
bidang penanaman modal sesuai dengan

issue yang sedang berkembang.

1 hari

2. Direktur mengarahkan Kasubdit untuk

melaksanakan kegiatan usulan perumusan
kebijakan di bidang penanaman modal F%:l 1 hari

sesuai arahan Deputi.

3 Kasubdit berkoordinasi dengan Kasie dan
staf melakukan persiapan perumusan
kebijakan, seperti, inventarisasi issue

evaluasi  kebijakan  sektoral, evaluasi | |<—9| |e%| | 3 hari
i daerah, Identifikasi instansi atau
pihak yang berwenang/berkepentingan dsb

4. Kasubdit melaporkan hasil persiapan dan
fokus/topik i yang|
akan dirumuskan kepada Direktur.

5. Direktur  berkonsultasi dengan Deputi

mengenai fokus/topik kebijakan yang akan > 3 hari
dirumuskan.

6. Deputi memberikan pengarahan terhadap|
fokus/topik usulan perumusan kebijakan.

7. Kasubdit ~ mengkoordinir  pengumpulan
bahan, analisa perundang-undangan,
pembahasan substansi, penyusunan draft | |e%| |é%| | 20 hari
awal terkait dengan usulan perumusan
kebijakan.

8. Kasubdit berkoordinasi dengan Kasie dan

Pelaksana untuk penyelenggaraan rapat|
internal dan atau rapat interdep/dengan | |e < > | 2 hari

pihak lain dan menyiapkan laporan hasil

rapat.
9. Direktur melaporkan hasil rapat kepada

Deputi < 1 hari
10. Deputi menyampaikan usulan perumusan

kebijakan  penanaman modal  bidang

Industri Manufaktur ke Unit lain yang hari
berwenang di BKPM untuk tindak lanjut I:Ie—| 2 hari

atau finalisasi, dan melaporkannya kepada

Kepala BKPM.
11 Direktur berkoordinasi dengan Deputi
mengarahkan kasubdit untuk melakukan | kel |

evaluasi dan pemantauan terhadap
pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

1 hari
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Uraian Kegiatan

Unit/Pejabat lain

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie

Staf

PPK

Pihak Ketiga Keterangan

di BKPM

12

Direktur berkoordinasi dengan unit lain atau
lembaga/pihak terkait mengenai

tasi d 1 modal

¢

1

]

1 hari

13

14

15

16

Kasubdit berkoordinasi dengan Kasie dan
pelaksana menyiapkan rapat internal dan
interdep atau dengan pihak lain yang|
membahas d kebijak

penanaman modal guna mendapatkan
feedback dan rumusan langkah tindak
lanjut.

Deputi memimpin rapat-rapat internal atau
interdep mengenai pelaksanaan kebijakan
penanaman modal dan menyampaikan
hasilnya kepada Kepala BKPM beserta
jajaran eselon | yang terkait.

!

Deputi memberikan pengarahan kepada
Direktur mengenai langkah tindak lanjut
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
suatu kebijakan penanaman modal, dan
melaporkan kepada Kepala BKPM serta
mengkomunikasikan/
mengkoordinasikannya dengan unit eselon |
lainnya.

]

Direktur mengarahkan Kasubdit untuk

p tindak lanjut yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan
penanaman modal.

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

Jangka waktu penyelesaian: 40 hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jasa dan Kawasan

2011

Jin. Jend. Gatot Subroto 44
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan yang perwujudannya
antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung supremasi hukum
dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan
keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, diperlukan langkah-
langkah kebijakan secara terarah ke dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang
dituangkan dalam Rencana Strategis dan dokumen perencanaan penanaman modal lainnya.
Standard Operating Procedures diperlukan agar penyusunan Dokumen Perencanaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien .

2 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Standard Operating Procedures penyusunan Dokumen Perencanaan BKPM
adalah sebagai panduan bagi Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan serta unit kerja terkait di
lingkungan BKPM. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kerja Direktorat Perencanaan Jasa
dan Kawasan khususnya dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan.

3 Ruang Lingkup
1. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait sektor.

2. Mengidentifikasi dan menganalisa data / informasi hasil penelitian.
3. Mengevaluasi analisa sebagai bahan kajian sektor Jasa dan Kawasan.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jasa dan
Kawasan yang dapat mendukung terpetakannya potensi dan pengembangan Jasa dan Kawasan.
SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses
tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan
daya saing di sektor Jasa dan Kawasan.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Dokumen : Meliputi dokumen Rencana Strategis; Rencana Umum Penanaman
Perencanaan Modal; Roadmap Investasi; Norma, Standar, Prosedur Perencanaan
Penanaman Modal.
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b. Sektor Jasa : Meliputi sektor jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan jasa
perdagangan, pariwisata, serta jasa lainnya

c. Sektor Kawasan . Meliputi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman

o«¢N0C
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-3-3
BI(PM DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN

Standard Operating Procedures
P Dok 1 Per P k Jasa dan Kawasan

>

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

© 0NV WN R
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19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

20 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

21 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

22 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

23 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

24 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

25 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

26 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

28 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

29 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

30 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

31 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

32 Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

33 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

34 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

35 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

36 Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK

37 Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.

38 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

39 Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional KEK

40 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

41 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

42 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

43  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

44  Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK

45 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

46 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

47 Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

48 Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.

49 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

50 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

51 Surat Keputusan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM No. 1
Tahun 2011.

52 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal di sektor Jasa dan Kawasan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan
penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor Jasa dan Kawasan.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 220 hari tiap satu kali penyusunan dokumen perencanaan sesudah anggaran DIPA diterima maka dokumen perencanaan telah diterima oleh Deputi
Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani dokumen perencanaan tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan
waktu selesainya.
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D. Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi pasar, produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor Jasa dan Kawasan untuk menentukan
kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mampu berkoordinasi, menganalisis, mampu berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

4 Memiliki bahan/data pendukung untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari berbagai sumber.

5 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

E. Peralatan/Perl
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

1 Persyaratan administratif /teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
a. Mengkoordinasikan penetapan visi misi mengenai penanaman modal antar instansi terkait dan unit di lingkungan BKPM
b. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari unit Direktorat di lingkungan BKPM
c. Mensosialisasikan dokumen perencanaan yanng telah ditetapkan

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. P /Tindak Lanjut F juan/Keluhan/| '
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan BKPM terkait pengembangan Jasa dan Kawasan disampaikan kepada Direktur Perencanaan
Jasa dan Kawasan.
2 Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.

L. Kerangka Prosedur

Unit Pelaksana

it/Peiabat lai
Unit/Pejabat lain Deputi Pihak Ketiga | Keterangan

No. Uraian Kegiatan .
€ di BKPM Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK

Deputi Perencanaan Penanaman Modal memberikan

pengarahan  mengenai  penyusunan  dokumen
perancanaan pengembangan Jasa dan Kawasan -—I# 2 hari

Kasubdit mengkoordinir penyiapan penyusunan
dokumen perencanaan,seperti: -<_ —).&—9-

- pembentukan  tim  penyusunan  dokumen

perencanaan,
- penyiapan rapat koordinasi, 44 hari
- Evaluasi ij Per P !

Modal
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Unit Pelaksana

it/Pei Jai
Unit/Pejabat lain Deputi Pihak Ketiga Keterangan

No. Uraian Kegiatan .
€ di BKPM Direktur Kasubdit Kasie Staf PPK

Kasubdit mengkoordinir pengumpulan bahan, analisa
perundang-undangan, pembahasan substansi,
penyusunan draft awal terkait dengan pelaksanaan

penyusunan dokumen perencanaan. 66 hari

Kasie dan pelaksana menyiapkan pelaksanaan rapat|
penyusunan draft dokumen perencanaan.

Deputi Perencanaan memimpin pembahasan draft
dokumen perencanaan dengan unit di lingkungan
BKPM - 20 hari

Kasie dan pelaksana menginventarisasi
masukan/tanggapan pembahasan dari masing-

masing unit Kedeputian BKPM - - 22 hari

Kasubdit dinasi kasie dan dalam
melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan

Kasubdit menyerahkan hasil akhir dokumen
perencanaan kepada Direktur yang kemudian

menyerahkan kepada Deputi Perencanaan untuk| e_-e_-e
diserahkan ~ kepada  Pimpinan  BKPM  untuk|

memperoleh persetujuan dan tanda tangan 5 hari

Dokumen yang telah disetujui diserahkan kepada
pihak ketiga untuk pencetakan, penjilidan dan
penggandaan

i
i

- [

Pengarsipan

3 hari

Jangka waktu penyelesaian : 220 hari
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BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Pembuatan Peta Penanaman Modal di bidang Pengembangan Jasa dan Kawasan.

2011

Jin. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
potensi sektor Jasa dan Kawasan merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi.
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang memiliki tugas dan fungsi menyediakan informasi
yang memadai mengenai ketersediaan dan peluang investasi di sektor Jasa dan Kawasan.
Standard Operating Procedures tentang Pembuatan Peta Penanaman Modal diperlukan agar
Pembuatan Peta Penanaman Modal di bidang Pengembangan Jasa dan Kawasan dapat terlaksana

secara efektif dan efisien.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan pembuatan Peta
Penanaman Modal di Bidang Pengembangan Jasa dan Kawasan. Tujuannya adalah tersedianya
data/informasi tentang peluang penanaman modal di sektor Jasa dan Kawasan melalui pembuatan
peta penanaman modal di bidang Jasa dan Kawasan.

3  Ruang Lingkup

1. Unit yang melaksanakan kegiatan pembuatan peta penanaman modal adalah Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan

2. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat BKPM yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan
tanggung jawab untuk ikut serta dalam kegiatan penyusunan peta penanaman modal di bidang
Jasa dan Kawasan.

3. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya peta penanaman modal di bidang Jasa dan
Kawasan

5. Kemanfaatan kegiatan penyusunan peta penanaman modal di bidang Jasa dan Kawasan adalah
tersedianya data/informasi mengenai peluang investasi di sektor Jasa dan Kawasan

4 Ringkasan
SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk menyediakan data/informasi
melalui pembuatan peta penanaman modal di bidang Jasa dan Kawasan yang berorientasi pada
peningkatan daya saing di sektor Jasa dan Kawasan.

5 Definisi atau Pengertian Umum
a. Desk Study : Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
b. Field Study : Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan
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c. Comparative study  : Pendalaman kajian melalui kunjungan lokasi industri terkait dengan
sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri

d Sektor Jasa : Meliputi sektor perdagangan, pariwisata, kesehatan, pendidikan,
ketenagakerjaan dan sektor jasa lainnya
e Sektor Kawasan . Meliputi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Lainnya

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

O[]

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman
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BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN

Nomor SOP : 2-3-4

Standard Operating Procedures
Pembuatan Peta Penanaman Modal di Sektor Jasa dan Kawasan

>

Dasar Hukum

© 0o NOUAWN R

Rl
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Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.

39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

38 Tahun 2004 tentang Jalan.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ju
w

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

=
a

17
18

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-Daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal

19

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK

Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional KEK

40 Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan
Tertentu.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

41
42
43

44
45

Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
46 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk
Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.

47
48

49
50
51

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Surat Keputusan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun 2011.

52 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
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B. Keterkaitan
SOP ini sebagai arahan dari proses pembuatan Peta Penanaman Modal sehingga mampu menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang
berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan .

[g]

. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 185 hari kerja tiap pembuatan peta Penanaman Modal sesudah anggaran DIPA diterima, maka Peta
Penanaman Modal telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan pembuatan Peta Penanaman Modal tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk

koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

D. Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-
Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor
jasa dan kawasan untuk menentukan kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft
Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis

m

. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan
analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Menyediakan Peta Penanaman Modal sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan perencanaan sektor Jasa dan Kawasan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan , Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan Peta Penanaman Modal sektor jasa dan kawasan disampaikan kepada
Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan.

2 Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan tersebut

L. Kerangka Prosedur

Unit/Instansi

No. Uraian Kegiatan .
Lain

Deputi Direktur Kasubdit Kasie Pelaksana | Pihak Ketiga | PPK Ket

1 |Deputi memberi arahan kepada
Direktur mengenai pembuatan Peta
Penanaman Modal di bidang

Pengembangan Direktorat ( ,
Perencanaan Jasa dan Kawasan.
1 hari

2 |Direktur memberikan pengarahan
kepada kasubdit mengenai rencana
pembuatan Peta Penanaman Modal di
bidang Pengembangan Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan. 1 hari
3 |Kasubdit beerkoordinasi  dengan
kepala seksi dan staf untuk
mempersiapkan pelaksanaan

pembuatan Peta Penanaman Modal di | |6>| el |
bidang Direktorat Perencanaan Jasa
dan Kawasan.

|

3 hari

4 |Kasubdit melaporkan persiapan
pembuatan Peta Penanaman Modal di
bidang Pengembangan Jasa dan
Kawasan kepada Direktur, termasuk =
metode yang akan dipergunakan
(diserahkan kepada pihak ketiga atau
dilaksanakan secara swakelola).

1 hari

5 |Direktur memutuskan apakah kegiatan
akan diserahkan kepada pihak ketiga
atau dilaksanakan secara swakelola

1 hari
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No.

Uraian Kegiatan

Unit/Instansi
Lain

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie Pelaksana

Pihak Ketiga

PPK

Ket

Kasubdit berkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf menginventarisasi
bahan-bahan dan pihak-pihak yang
terkait dengan pembuatan Peta
Penanaman Modal  di  bidang
Pengembangan Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan.

T

10 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf membuat draft Peta
Penanaman Modal di  bidang
Pengembangan Jasa dan Kawasan.

"\ |

15 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan kepala
seksi dan staf ~mempersiapkan
rapat/pertemuan dengan pihak yang
terkait dengan penyusunan Peta
Penanaman Modal di bidang Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan.

3 hari

Direktur memimpin rapat mengenai
persiapan penyusunan Peta
Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan. dan
melaporkan hasilnya kepada Deputi.

1 hari

10

Kasubdit berkoordinasi dengan Kepala
Seksi dan Staf melaksanakan kegiatan
penyusunan Peta Penanaman Modal di
bidang Pengembangan Jasa dan
Kawasan, meliputi desk study,

44 hari

Kasubdit melaporkan hasil penyusunan
Peta Penanaman Modal di bidang
Pengembangan Jasa dan Kawasan
kepada Direktur

1 hari

12

Pihak ketiga melaksanakan kegiatan
sesuai dengan kesepakatan dan
membuat  laporan  perkembangan
penyelesaian pekerjaan kepada
Direktur

66 hari

13

Pihak Ketiga atau Kasubdit
mempresentasikan  konsep  Peta
Penanaman Modal di  bidang
Pengembangan Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan.

3 hari

14

Pihak Ketiga atau Kasubdit
berkoordinasi dengan Kasie dan Staf|
melakukan penyempurnaan konsep
peta penanaman modal sesuai hasil
presentasi.

:
i
B

10 hari

15

Direktur menyampaikan konsep Peta
Penanaman Modal di  bidang
Pengembangan Jasa dan Kawasan
kepada Deputi untuk dimintakan
arahan.

1 hari

16

Deputi  memberikan  pengarahan
mengenai hasil akhir peta penanaman
modal.

1 hari

17

Pihak ketiga atau kasubdit
berkoordinasi dengan Kasie dan Staf|
untuk melakukan proses finalisasi
pembuatan peta penanaman modal
dan menyerahkan hasilnya kepada

15 hari

18

Pihak ketiga dan Direktur
menandatangani Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan.

1 hari

19

Direktur menyampaikan hasil
penyusunan peta penanaman modal
kepada Deputi.

\‘,

1 hari

Jangka waktu penyelesaian : 185 hari kerja
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Standard Operating Procedures

Focus Group Discussion / Rapat Perencanaan Penanaman Modal di Sektor Jasa dan
Kawasan

2011
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Unsur utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan demikian dalam upaya
pencapaian target pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan investasi. Besarnya
Potensi Jasa dan Kawasan merupakan faktor penting dalam peningkatan investasi. Direktorat
Perencanaan Jasa dan Kawasan merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman Modal BKPM perlu menyediakan informasi yang memadai mengenai
ketersediaan dan peluang investasi di sektor Jasa dan Kawasan. Pelaksanaan kegiatan focus group
discussion [ rapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendukung kajian sektor terkait,
rekomendasi dari isu permasalahan aktual atau perumusan kebijakan perencanaan bidang
penanaman modal di sektor jasa dan kawasan. Agar penyusunan kajian dapat terlaksana secara
efektif dan efisien, maka diperlukan adanya standar pelayanan.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya SOP penyelenggaraan FGD/rapat agar menjadi panduan oleh setiap
pejabat Direktorat di lingkungan Perencanaan Jasa dan Kawasan dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaaan FGD/rapat. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan FGD/rapat dapat
memperoleh informasi, identifikasi dan inventarisasi permasalahan sektor secara komprehensif.

3  Ruang Lingkup

a. Penyiapan bahan materi yang akan dibahas dalam FGD/rapat.

b. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka
penyelenggaraan FGD/rapat.

¢c. Menyusun agenda dan melakukan persiapan teknis berupa penggunaan sarana prasarana
yang akan digunakan dalam penyelenggaraan FGD/rapat (pemesanan ruang rapat, konsumsi,
dan perangkat pendukung rapat).

d. Penyusunan Laporan hasil FGD/rapat.

4 Ringkasan

Standard Operating Procedures Focus Group Discussion / Rapat Perencanaan Penanaman Modal
di Sektor Jasa dan Kawasan yang dapat mendukung terpetakannya potensi dan pengembangan
jasa dan kawasan. SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang
berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan

5 Definisi atau Pengertian Umum

a. Focus Group : Pertemuan terbatas antara stakeholder dalam suatu bidang tertentu
Discussion membahas mengenai satu masalah tertentu.
b. Stakeholder : Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha, dunia usaha dan akademisi.
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c. Sektor Jasa : Meliputi sektor jasa perdagangan dan pariwisata, jasa kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan serta jasa lainnya

d. Sektor Kawasan : Meliputi sektor Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi
Lainnya.

6 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

. Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktivitas dalam Satu Halaman
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W

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN

Standard Operating Procedures
Focus Group Discussion [ Rapat Perencanaan Penanaman Modal di Sektor Jasa dan Kawasan

>

Dasar Hukum

©W oo NG sWN R

BB R R
> wWwN PO

Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.
Undang-Undang No.

39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

38 Tahun 2004 tentang Jalan.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2001.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Nomor SOP : 2-3-5

i
wn

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

2R e
o N o

19
20
21
2
23
24
25

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 jo. No. 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK

Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional KEK

Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Waijib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

a4
45
16

Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL)

Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut.

Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan/Pengembangan
Industri/Industri Jasa.

47
48

49
50
51

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 299/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Surat Keputusan Kepala BKPM No. 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala BKPM No. 1 Tahun 2011.

52 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
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B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan focus group discussion /rapat dalam rangka perencanaan penanaman modal di sektor jasa dan kawasan sehingga mampu
menghasilkan perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor jasa dan kawasan .

o

Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 19 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan FGD/rapat sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan
FGD/rapat telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga

diharapkan tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

o

Kualifikasi Personel :

1 Mempunyai pengetahuan tentang penanaman modal dalam bentuk pemahaman penuh atas ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang
Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai kegiatan potensi, pasar, produk, proses produksi, dan kebijakan prospek pengembangan pada sektor jasa dan kawasan untuk

menentukan kategori/pengelompokan dan prospek pengembangannya.

3 Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis

m

. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat telekomunikasi, komputer, printer, scanner, LCD proyektor, mesin fotocopy, fasilitas internet.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual dan elektronik (otomatisasi) sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Tidak ada

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

|. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan , Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. P 1an/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan FGD/rapat terkait dengan perencanaan pengembangan industri jasa dan kawasan
disampaikan kepada Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan.
2 Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan tersebut
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L. Kerangka Prosedur

No. Unit/Instansi
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf { . Ket
ain

a. |Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasi terkait dengan

pelaksanaan Focus Group Discussion. ._

A

b. [Kasie dan Kasubdit menganalisa kajian sektor dan ditemukan
permasalahan yang patut dibahas dengan pihak terkait yaitu assosiasi

1-¢

sektor ,dept teknis, nara sumber dan intansi unit kedeputian BKPM. Lhari
c. |Kasie dan Kasubdit membuat resume permasalahan atau isu yang akan
dibahas termasuk mengidentifikasi pihak yang berkompeten dalam isu
permasalahan terkait kebijakan sektor dan kebijakan investasi.
Kasie atau Kasubdit menyampaikan resume permasalahan yang telah dibuat
sebagai usulan pelaksanaan FGD kepada Direktur terkait program kegiatan
dan isu-isu atau wacana aktual (bottom up ). 1 hari

Direktur memimpin rapat internal membahas penyelenggaraan FGD.

B lafane

A

e- 1 hari

Direktur melaporkan rencana penyelenggaraan FGD kepada Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman Modal, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan
FGD kepada Kasubdit untuk diteruskan ke Kasie dan Staf Pelaksana.

_ 1 hari

a. |Staf Pelaksana mempersiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan yaitu
surat undangan, menghimpun bahan atau data terkait FGD termasuk
melampirkan resume yang akan dilaksanakan, persiapan ruangan
penyelenggaraan dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan FGD.

.

3 hari

=St

b |Direktur memeriksa semua konsep surat dan undangan serta lampiran
yang selanjutnya ditandatangani.

c [Pelaksana mengirim surat undangan internal BKPM dan undangan luar
BKPM dan melakukan konfirmasi kesediaan undangan FGD

1 hari

d. |Staf pelaksanan melakukan pengarsipan dokumen yang diperlukan.

a. |Kasie mengarahkan Staf Pelaksana dalam melakukan persiapan teknis
penyelenggaraan FGD dan melaporkan hasilnya kepada kasubdit.

b [Direktur memimpin penyelenggaraan FGD, Kasubdit, Kasie dan Pelaksana 1 hari

mengorganisir penyelenggaraan FGD.

Kasubdit mengarahkan Kasi dan Staf Pelaksana mengolah dan menganalisa
hasil FGD mengenai kebijakan pengembangan investasi, kebijakan sektor

terkait dan usulan solusi permasalahan sektor tersebut. -
<>

TN

5 hari

Kasubdit melaporkan hasil FGD kepada Direktur selanjutnya diteruskan
kepada Deputi untuk mendapat persetujuan untuk dibuat menjadi laporan
lengkap FGD.

e 1 hari

9 Direktur mengarahkan Kasie dan Kasubdit menyusun hasil analisa FGD
kemudian diterjemahkan menjadi position paper, briefing note atau sebagai
bahan masukan untuk penyusunan kajian pengembangan investasi pada
sektor terkait.

>-69- 2 hari
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10 Apabila dipandang perlu Deputi menyampaikan hasil FGD kepada Kepala
BKPM dan kedeputian BKPM terkait posisi BKPM terhadap hasil pembahasan
dalam FGD.

e | ..

11 Deputi/Direktur mengirimkan hasil laporan tersebut kepada instansi dan atau
departemen teknis terkait untuk mendapatkan tindak lanjut kebijakan sektor
terhadap permasalahan/ isu yang telah dibahas di dalam FGD. -

1 hari

12 Kasie mengarahkan pelaksana untuk melakukan pengargsipan.

Jangka Waktu Penyelesaian : 19 Hari
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP
1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,
telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi
single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan
pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya
melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swsta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia
layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for
money dalam penyediaan infrastruktur berskala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta
maka diperlukan adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai proyek-proyek
infrastruktur di Indonesia yang siap ditawarkan. Direktorat Perencanaan Infrastruktur
merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
BKPM yang memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur
di Indonesia yang siap ditawarkan melalui market sounding, roadshow, dan busines forum.
Kegiatan fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis dilakukan untuk
memperoleh informasi yang lengkap tentang kemajuan proyek-proyek infrastruktur
strategis serta mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ditemui untuk
segera dilakukan koordinasi penyelesaiannya. Agar fasilitasi kunjungan ke proyek-proyek
infrastruktur strategis tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien maka diperlukan
adanya standar operating procedure (SOP).

2. Maksud dan tujuan
Maksud ditetapkannya SOP fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis agar
menjadi panduan oleh setiap pejabat Direktorat di lingkungan Perencanaan Infrastruktur
dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan ke proyek-proyek infrastruktur strategis tersebut.
Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan kunjungan dapat memperoleh informasi,
identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-
proyek infrastruktur strategis.

3. Ruang Lingkup
a. Penyiapan dokumen-dokumen terkait dengan proyek yang akan dikunjungi.
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah terkait
proyek-proyek infrastruktur strategis
c. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka
fasilitasi kunjungan kepada Kementerian teknis terkait dan Pemerintah Daerah.
d. Penyusunan Laporan lengkap hasil kunjungan.
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4. Ringkasan
Standar Operating Procedures Fasilitasi Kunjungan Proyek-Proyek Infrastruktur Strategis
memberikan pedoman dalam pelaksanaan kunjungan untuk memperoleh informasi yang
lengkap tentang kemajuan proyek-proyek infrastruktur strategis serta mengidentifikasi dan
menginventarisasi permasalahan yang ditemui untuk segera dilakukan koordinasi
penyelesaiannya.

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Proyek-Proyek : Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Infrastruktur Strategis (KPS) yang diprioritaskan penangannya (showcase)
b. Stakeholder . Instans teknis, asosiasi, pelaku usaha dan dunia
usaha.
C. Sektor Infrastruktur . Méliputi transportasi darat, jalan, jembatan,

transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber dayaair, dan energi.
6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persigpan

Proses

Pengambilan K eputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktivitas

Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR

Nomor SOP : 2-4-3

BKPM

Standard Operating Procedure
Fasilitasi Kunjungan Proyek-Proyek Infrastruktur Strategis

>

Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

©® N s wN e

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

N
=

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur

14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007

B. Keterkaitan
SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema
Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) sehingga dihasilkan informasi dan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur.

C. Peringatan
1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 19 hari kerja tiap satu kali kunjungan ke proyek-proyek infrastruktur strategis sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan
fasilitasi kunjungan telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kunjungan tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan
tidak terjadi penambahan waktu selesainya.

o

. Kualifikasi Personel :
1 Memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40/2007 tentang Perseroran Terbatas
dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan terkait

infrastruktur lainnya
2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai hal mengenai proyek-proyek infrastruktur yang sedang direncanakan, memahami berbagai peraturan perundang-undangan terkait proyek

infrastruktur baik dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta maupun non kerjasama permerintah dan swasta.

Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

m

. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat komunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan
Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

Memperoleh informasi, identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis.

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut P juan/Keluhan/ K

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi kunjungan disampaikan kepada Direktur Perencanaan Infrastruktur.
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2 Direktur Perencanaan Infrastruktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
L. Kerangka Prosedur
No. Unit/Instansi
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf n {_anui ansi Ket
1 Deputi memberikan arahan kepada Direktur mengenai rencana fasilitasi -__
kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis.
2 | a. |Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasi terkait dengan
rencana fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur strategis ij

b. |Kasie dan Kasubdit menganalisa dokumen-dokumen proyek-proyek
strategis untuk mengidentifikasi permasalahan yang patut dibahas dengan L
pihak terkait yaitu Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, N 1 hari
Bappenas dan intansi unit kedeputian BKPM.

c. |Kasie dan Kasubdit membuat resume permasalahan atau isu yang dihadapi
oleh proyek-proyek strategis. *

3 [Kasie atau Kasubdit menyampaikan resume permasalahan atau isu yang

dihadapi oleh proyek-proyek strategis kepada Direktur terkait program

kegiatan dan isu-isu atau wacana aktual (bottom up ). Fe m 1 hari
4 |Direktur memimpin rapat internal membahas permasalahan atau isu-isu yang

dihadapi proyek-proyek strategis.
5 |Direktur melaporkan rencana fasilitasi kunjungan proyek-proyek infrastruktur

strategis kepada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, kemudian

mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kunjungan kepada Kasubdit untuk

diteruskan ke Kasie dan Staf Pelaksana. -(___ _)-_9-_9- 1 hari

6 [a. |Staf Pelaksana mempersiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan yaitu
surat pemberitahuan, menghimpun bahan atau data terkait proyek-proyek
strategis termasuk melampirkan resume permasalahan, dan lainnya yang
diperlukan dalam pelaksanaan kunjungan. -é_-é»-é
3 hari

b |Direktur memeriksa semua konsep surat serta lampiran yang selanjutnya
ditandatangani.

c |Pelaksana mengirim surat undangan internal BKPM dan undangan luar 1 hari
BKPM dan melakukan konfirmasi kesediaan undangan kunjungan ke '
proyek-proyek infrastruktur strategis

d. [Staf pelaksanan melakukan pengarsipan dokumen yang diperlukan.

7 |a. |Kasie mengarahkan Staf Pelaksana dalam melakukan persiapan teknis
pelaksanaan fasilitasi kunjungan dan melaporkan hasilnya kepada
kasubdit. - - -

b [Direktur memimpin pelaksanaan Fasilitasi kuinjungan proyek-proyek 1 hari
infrastruktur strategis. Kasubdit, Kasie dan Pelaksana mengorganisir 9_6—)_
pelaksanaan kunjungan.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 488

No. Unit/Instansi
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf m {::] ansi Ket

8 |Kasubdit mengarahkan Kasi dan Staf Pelaksana mengolah dan menganalisa
hasil kunjungan dan usulan solusi permasalahan proyek-proyek tersebut.

~— S

9 |Kasubdit melaporkan hasil kunjungan kepada Direktur selanjutnya diteruskan

kepada Deputi untuk mendapat persetujuan untuk dibuat menjadi laporan _
lengkap hasil kunjungan.

1 hari

10 [Direktur mengarahkan Kasie dan Kasubdit menyusun analisa hasil kunjungan
kemudian diterjemahkan sebagai bahan masukan untuk pengembangan
investasi pada sektor infrastruktur.

-~ b

11 |Apabila dipandang perlu Deputi menyampaikan hasil kunjungan kepada
Kepala BKPM dan kedeputian BKPM terkait posisi proyek-proyek terkait.

1 hari
12 |Deputi/Direktur mengirimkan hasil laporan tersebut kepada instansi dan atau
departemen teknis terkait untuk mendapatkan tindak lanjut kebijakan - - -
terhadap permasalahan/ isu yang diperoleh dari hasil kunjungan ke proyek-
proyek tersebut.
1 hari

13 [Kasie mengarahkan pelaksana untuk melakukan pengarsipan. i ,

Jangka Waktu Penyelesaian : 19 Hari
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Standard Operating Procedures
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,
telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi
single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan
pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya
melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swsta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia
layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for
money dalam penyediaan infrastruktur berskala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta
maka diperlukan adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai proyek-proyek
infrastruktur di Indonesia yang siap ditawarkan. Direktorat Perencanaan Infrastruktur
merupakan salah satu Direktorat di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
BKPM yang memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur
di Indonesia yang siap ditawarkan melalui market sounding, roadshow, dan busines forum.
Pelaksanaan kegiatan focus group discussion / rapat dilakukan untuk memperoleh
informasi yang mendukung kajian sektor terkait, rekomendasi dari isu permasalahan aktual
atau perumusan kebijakan perencanaan bidang penanaman modal di sektor infrastruktur.
Agar kegiatan focus group discussion dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka
diperlukan adanya standar pelayanan.

2. Maksud dan tujuan
Maksud ditetapkannya SOP penyelenggaraan FGD/rapat agar menjadi panduan oleh setiap
pejabat Direktorat di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaaan FGD/rapat. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan FGD/rapat dapat
memperoleh informasi, identifikasi dan inventarisasi permasalahan sektor secara
komprehensif.

3. Ruang Lingkup

e. Penyiapan bahan materi yang akan dibahas dalam FGD/rapat.

f. Penyiapan administrasi (pembuatan dan pengiriman Surat/memo) dalam rangka
penyelenggaraan FGD/rapat.

g. Menyusun agenda dan melakukan persiapan teknis berupa penggunaan sarana
prasarana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan FGD/rapat (pemesanan ruang
rapat, konsumsi, dan perangkat pendukung rapat).

h. Menyusun laporan hasil FGD/Rapat
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4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Focus Group Discussion / Rapat Perencanaan Percepatan
Pelaksanaan Proyek-Proyek Infrastruktur Dengan Skema KPS yang dapat mendukung
terpetakannya potensi dan pengembangan proyek di sektor infrastruktur. SOP teknis yang
berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya
perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya
saing di sektor infrastruktur.

5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Focus Group . Pertemuan terbatas antara stakeholder dalam suatu

Discussion bidang tertentu membahas mengenai satu masalah
tertentu.

b. Stakeholder . Instansi teknis, asosiasi, pelaku usaha dan dunia usaha.

C. Sektor Infrastruktur @ Méliputi  transportas  darat, jalan, jembatan,
transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persigpan

Proses

Pengambilan K eputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktivitas

Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

=ofolO0
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR

Nomor SOP : 2-4-4

Standard Operating Procedure
Focus Group Discussion / Rapat Percepatan Pelaksanaan Proyek-Proyek Infrastruktur Dengan Skema KPS

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal.
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan focus group discussion /rapat dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema Kemitraan Pemerintah dan
Swasta (KPS) sehingga mampu menghasilkan perencanaan penanaman modal di bidang infrastuktur yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor infrastruktur.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 19 hari kerja tiap satu kali penyelenggaraan FGD/rapat sesudah anggaran DIPA diterima maka laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat telah
diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani laporan hasil pelaksanaan FGD/rapat tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak
terjadi penambahan waktu selesainya.

o

. Kualifikasi Personel :

1 Memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40/2007 tentang Perseroran Terbatas
dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan terkait
infrastruktur lainnya

2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai hal mengenai proyek-proyek infrastruktur yang sedang direncanakan, memahami berbagai peraturan perundang-undangan terkait proyek
infrastruktur baik dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta maupun non kerjasama permerintah dan swasta.

Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

E. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, perangkat komunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
Tidak ada

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

9 Keluh

K. Penanganan/Tindak Lanjut F / /
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan FGD/rapat terkait dengan perencanaan infrastruktur disampaikan kepada Direktur Perencanaan
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Direktur Perencanaan Infrastruktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
. Kerangka Prosedur
Unit/Instansi
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf m {::‘ anst Ket

a. [Direktur memberikan pengarahan kepada kasubdit dan kasi terkait dengan

pelaksanaan Focus Group Discussion. -—9.‘9.
b. [Kasie dan Kasubdit menganalisa permasalahan yang patut dibahas dengan

pihak terkait yaitu Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan,

Bappenas dan intansi unit kedeputian BKPM. ‘_ 1 hari
c. |Kasie dan Kasubdit membuat resume permasalahan atau isu yang akan

dibahas termasuk mengidentifikasi pihak yang berkompeten dalam isu

permasalahan terkait kebijakan sektor dan kebijakan investasi. *(9-
Kasie atau Kasubdit menyampaikan resume permasalahan yang telah dibuat
sebagai usulan pelaksanaan FGD kepada Direktur terkait program kegiatan
dan isu-isu atau wacana aktual (bottom up ). -e _ 1 hari
Direktur memimpin rapat internal membahas penyelenggaraan FGD.
Direktur melaporkan rencana penyelenggaraan FGD kepada Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman Modal, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan
FGD kepada Kasubdit untuk diteruskan ke Kasie dan Staf Pelaksana.

-~ -

a. [Staf Pelaksana mempersiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan yaitu

surat undangan, menghimpun bahan atau data terkait FGD termasuk

melampirkan resume yang akan dilaksanakan, persiapan ruangan ‘II—_

penyelenggaraan dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan FGD.

3 hari

b |Direktur memeriksa semua konsep surat dan undangan serta lampiran

yang selanjutnya ditandatangani.
c |Pelaksana mengirim surat undangan internal BKPM dan undangan luar X

BKPM dan melakukan konfirmasi kesediaan undangan FGD 1 hari
d. |Staf pelaksanan melakukan pengarsipan dokumen yang diperlukan. ‘
a. |Kasie mengarahkan Staf Pelaksana dalam melakukan persiapan teknis

penyelenggaraan FGD dan melaporkan hasilnya kepada kasubdit. 3 9-,_)-
b |Direktur memimpin penyelenggaraan FGD, Kasubdit, Kasie dan Pelaksana 1 hari

mengorganisir penyelenggaraan FGD. -— 9-4—>-
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No. Unit/Instansi
Uraian Kegiatan Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf n {::] ansi Ket
7 |Kasubdit mengarahkan Kasi dan Staf Pelaksana mengolah dan menganalisa
hasil FGD mengenai kebijakan pengembangan investasi, kebijakan sektor -

terkait dan usulan solusi permasalahan sektor tersebut.

(I o o B g RO s

8 |Kasubdit melaporkan hasil FGD kepada Direktur selanjutnya diteruskan

kepada Deputi untuk mendapat persetujuan untuk dibuat menjadi laporan

1 hari

9 [Direktur mengarahkan Kasie dan Kasubdit menyusun hasil analisa FGD .

> 2

10 |Apabila dipandang perlu Deputi menyampaikan hasil FGD kepada Kepala

BKPM dan kedeputian BKPM terkait posisi BKPM terhadap hasil pembahasan '} ' e e e E ISyl DU _)-
dalam FGD.
1 hari
11 |Deputi/Direktur mengirimkan hasil laporan tersebut kepada instansi dan atau
departemen teknis terkait untuk mendapatkan tindak lanjut kebijakan sektor -
terhadap permasalahan/ isu yang telah dibahas di dalam FGD. !
1 hari

12

Pengarsipan seluruh dokumen -

Jangka Waktu Penyelesaian : 19 Hari
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,
telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi
single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan
pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya
melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia
layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for
money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta
maka diperlukan adanya informasi yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur di
Indonesia. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi
untuk menyediakan informasi yang memadai tentang peluang investasi di sektor
infrastruktur. Pelaksanaan kajian sektor infrastruktur dilakukan dalam rangka penyediaan
data/informasi tersebut. Agar pelaksanaan kajian ini dapat terlaksana secara efektif dan
efisien, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP) tentang
Pelaksanaan Kajian Sektor Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan
Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan
pelaksanaan kajian sektor infrastruktur bagi pelaku kegiatan pengumpulan data/informasi
yang dapat mendukung kajian sektor dan perumusan dokumen perencanaan baik melalui
diskusi/pembahasan antara pelaku usaha, asosiasi dan/atau instansi pemerintah/teknis
maupun melalui field study. Tujuannya adalah tersusunnya perencanaan pengembangan
penanaman modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada peningkatan daya saing di
sektor infrastruktur.

3. Ruang Lingkup

i. Melakukan kajian identifikasi terhadap data-data dan informasi terkait sektor
infrastruktur.

j.  Melakukan analisa data/informasi hasil kajian.

k. Mengevaluasi analisa sebagai bahan pengemasan informasi tentang proyek
infrastruktur.

I. Melaksanakan penyelenggaraan FGD sebagai langkah koordinasi dengan Kementerian
teknis dan Stakeholder terkait.

m. Membuat laporan lengkap hasil kajian sektor infrastruktur sebagai bahan usulan
kebijakan sektor terkait.
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. Ringkasan

Standard Operating Procedures Pelaksanaan Kajian Sektor Infrastruktur dapat mendukung
terpetakannya arah kebijakan dalam pengembangan infrastruktur. SOP teknis yang berisi
rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses tersusunnya perencanaan
pengembangan penanaman modal melalui kajian sektor yang berorientasi pada
peningkatan daya saing di sektor infrastruktur.

. Definisi atau Pengertian Umum

a. Desk Study . Pendalaman kajian dengan memanfaatkan literatur dan data serta
informasi telah ada di internet dan lain-lain
b. Field Study . Pendalaman kajian dengan meninjau langsung ke lapangan
c. Comparative Pendalaman kajian melalui kunjungan lokas indstri terkait
study dengan sektor kajian dalam negeri maupun luar negeri
d. Sektor : Mdiputi transportasi darat, jalan, jembatan, transportas laut,
Infrastruktur transportas udara, infrastruktur lainnya, sumber daya air, dan
energi.

. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persigpan

Proses

Pengambilan K eputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktivitas

Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

oo HO0
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Nomor SOP : 2-4-6
DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR

BKPM

Standard Operating Procedures
Pelaksanaan Kajian Sektor Infrastruktur

A.  Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1
2
3
4
5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6
7
8
9

11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian

17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan wilayah

18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Transpotasi Udara

22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di bidang Penjaminan Infrastruktur
25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

27 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.

31 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

33 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

41 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

35 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

37 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

38 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

39 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang dan Wilayah Nasional

40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

42 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perekeretapian

43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

45 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan

46 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

47 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
46 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

47 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

48 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

49 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur
50 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI

51 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

52 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

53 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

54 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

55 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

56 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

57 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi Proyek Infratruktur KPS yang Memerlukan Dukungan Pemerintah

58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur

59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka
61 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Waijib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
62 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

63 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut —I1/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

64 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004.

65 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pembuatan kajian yang komprehensif dan aktual sehingga tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di
sektor infrastruktur.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 166 hari kerja tiap satu kali pelaksanaan kajian sektor infrastruktur sesudah anggaran DIPA diterima maka hasil kajian sektor infrastruktur telah diterima oleh
Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani hasil kajian tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu untuk
penyelesaiannya.

o

. Kualifikasi Personel :

1 Memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40/2007 tentang Perseroran Terbatas dan Peraturan
Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan terkait infrastruktur lainnya

2 Memiliki wawasan/pengetahuan tentang berbagai kegiatan, perkembangan, dan potensi proyek-proyek infrastruktur
Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

E. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, perangkat komunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses kearsipan pencatatan/administrasi dan pendataan dilakukan secara manual persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

Menyediakan hasil kajian sebagai bahan informasi peluang investasi dalam rangka pengembangan sektor perencanaan infrastruktur

H. Biaya Pelayanan

Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

1. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan BKPM terkait kajian sektor infrastruktur disampaikan kepada Direktur Perencanaan Infrastruktur.

2 Direktur Perencanaan Infrastruktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,
telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi
single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan
pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya
melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia
layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for
money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta
maka diperlukan adanya pemasaran proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang siap
ditawarkan. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi
untuk memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur di Indonesia yang siap untuk
ditawarkan melalui kegiatan market sounding, roadshow, dan business forum. Pemasaran
proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam rangka penyampaian informasi kepada
investor, baik dalam maupun luar negeri, terkait ketersediaan potensi dan peluang
investasi di sektor infrastruktur serta sebagai sarana evaluasi dan tukar informasi mengenai
topik terkait. Agar pelaksanaan pemasaran ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien,
maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP) tentang Pemasaran Proyek-
Proyek Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan
Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan pemasaran
proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya adalah menyampaikan informasi kepada investor,
baik dalam maupun luar negeri, terkait ketersediaan potensi dan peluang investasi di
sektor infrastruktur serta sebagai sarana evaluasi dan tukar informasi mengenai topik
terkait.

3. Ruang Lingkup
n. Melakukan market sounding tentang proyek-proyek infrastruktur.
o. Melakukan roadshow tentang proyek-proyek infrastruktur.
p. Melakukan business forum tentang proyek-proyek infrastruktur.

4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Pemasaran proyek-proyek infrastruktur yang dapat
mendukung peningkatan investasi di bidang infrastruktur dan terlaksananya proyek-proyek
Infrastruktur. SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk
memudahkan proses pemasaran proyek-proyek infrastruktur yang berorientasi pada
peningkatan investasi di bidang infrastruktur.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Pemasaran Proyek . Kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada
Infrastruktur investor, baik dalam maupun luar negeri, terkait
ketersediaan potensi dan peluang investasi di sektor
infrastruktur serta sebagal sarana evaluasi dan tukar
informasi mengenai topik terkait
b. Sektor Infrastruktur : Méiputi transportasi darat, jalan, jembatan,
transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persigpan

Proses

Pengambilan K eputusan

Proses Pendokumentasian

K onektor-Perpindahan Aktivitas

Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

=ofolO0
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
? DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Nomor SOP : 2-4-5
BKPM DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR :

Standard Operating Procedures
Pemasaran Proyek-Proyek Infrastruktur

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang ada Diatasnya
5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian
17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan wilayah
18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Transpotasi Udara
22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di bidang Penjaminan Infrastruktur
25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
27 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
31 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
33 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
41 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
35 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
37 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
38 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
39 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang dan Wilayah Nasional
40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
42 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perekeretapian
43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
45 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan
46 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
47 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
46 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
47 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
48 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
49 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur
50 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI
51 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
52 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

53 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

54 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

55 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

56 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

57 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi Proyek Infratruktur KPS yang Memerlukan Dukungan Pemerintah

58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur

59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka
61 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
62 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

63 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut —11/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

64 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004.

65 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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69 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 jo. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan pemasaran proyek-proyek infrastruktur sehingga mampu menyampaikan informasi tentang proyek infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan investasi
di bidang infrastruktur.

o

Peringatan
1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 20 hari kerja tiap satu kali pemasaran proyek-proyek infrastruktur sesudah anggaran DIPA diterima maka informasi tentang pemasaran proyek infrastruktur
telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani dokumen perencanaan tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu
selesainya.

©

Kualifikasi Personel :
1 Memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40/2007 tentang Perseroran Terbatas dan Peraturan
Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan terkait infrastruktur lainnya

2 Memiliki wawasan/pengetahuan tentang berbagai kegiatan, perkembangan, dan potensi proyek-proyek infrastruktur
Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.
4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, perangkat komunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

1 Penugasan yang harus dilakukan oleh pelaksana pelayanan:
a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Infrastruktur secara internal dan eksternal dengan instansi pusat dan daerah terkait
b. Mengumpulkan bahan-bahan pengemasan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari para pihak yang terkait
c. Mensosialisasikan dokumen perencanaan yanng telah disusun
2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

=

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan BKPM terkait pemasaran proyek-proyek infrastruktur disampaikan kepada Direktur Perencanaan
Infrastruktur.

2 Direktur Perencanaan Infrastruktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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No.

Uraian Kegiatan

Unit/Instansi
Lain

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie

Staf

Panitia
Lelang

Pihak Ketiga

KET

Deputi memberikan arahan kepada
Direktur mengenai pemasaran
proyek-proyek infrastruktur

1 hari

Direktur memberikan arahan kepada
Kasubdit mengenai rencana
pemasaran proyek-proyek
infrastruktur.

1 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan
Kepala Seksi dan Staf untuk
mempersiapkan rencana pemasaran
proyek-proyek infrastruktur,
terutama menetapkan lokasi dan
jadwal pemasaran serta
mengumpulkan bahan atau materi
pemasaran.

3 hari

Kasubdit melaporkan persiapan
pemasaran proyek-proyek
infrastruktur kepada Direktur.

1 hari

Direktur memimpin rapat mengenai
persiapan pemasaran proyek-proyek
infrastruktur dan melaporkan hasil
rapat kepada Deputi.

1 hari

Kasie dan Staf menyusun draft surat
permohonan kegiatan sesuai arahan
Kasubdit

3 hari

Kasubdit menyiapkan surat
permohonan persetujuan
pelaksanaan kegiatan kepada sesuai
lokasi pelaksanaan

3 hari

Kasubdit, Kasie dan Staf
berkoordinasi untuk persiapan
pelaksanaan pemasaran proyek-
proyek infrastruktur

3 hari

Kasubdit, Kasie dan Staf
mempersiapkan dokumen
penugasan, akomodasi, transportasi
dan lain-lain serta bahan/materi yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan
sesuai lokasi pelaksanaan

3 hari

10

Kasubdit menyampaikan laporan
hasil kegiatan pemasaran proyek-
proyek infrastruktur kepada Direktur
untuk ditandatangani dan dilanjutkan
kepada Deputi

1 hari

10

Kasubdit menyampaikan laporan
hasil kegiatan pemasaran proyek-
proyek infrastruktur kepada Direktur
untuk ditandatangani dan dilanjutkan

A4
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,
telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi
single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan
pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya
melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia
layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for
money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta
maka diperlukan adanya informasi yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur di
Indonesia. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi
untuk menyediakan informasi yang memadai tentang peluang investasi di sektor
infrastruktur. Pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur dilakukan dalam rangka
penyediaan data/informasi tersebut. Agar pelaksanaan pengemasan ini dapat terlaksana
secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP)
tentang Pengemasan Bahan Showcase di bidang Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan
Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan
pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur. Tujuannya adalah tersedianya
data/informasi tentang peluang penanaman modal di sektor infrastruktur melalui
pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur .

3. Ruang Lingkup
g. Melakukan kajian identifikasi terhadap data-data dan informasi terkait sektor
infrastruktur.
r. Melakukan analisa data/informasi hasil kajian.
s. Mengevaluasi analisa sebagai bahan pengemasan bahan showcase di bidang
infrastruktur.
4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Pengemasan Bahan Showcase di bidang Infrastruktur dapat
mendukung terpetakannya potensi dan pengembangan proyek infrastruktur. SOP teknis
yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pengemasan
bahan showcase di bidang infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan investasi di
sektor infrastruktur.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a. Bahan Showcase . Informasi detail proyek-proyek infrastruktur yang
siap ditawarkan kepada calon investor.
b. Sektor Infrastruktur . Méliputi transportasi darat, jalan, jembatan,

transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber dayaair, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persigpan

Proses

Pengambilan Keputusan

Proses Pendokumentasian

Konektor-Perpindahan Aktivitas

oo 00

K onektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya

www.djpp.kemenkumham.go.id



509 2011, No.678

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ﬁ‘ DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR
BKPM

Nomor SOP : 2-4-2

Standard Operating Procedure

Per Bahan Showcase di bidang Infrastruktur

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang ada Diatasnya
5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian
17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan wilayah
18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Transpotasi Udara
22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di bidang Penjaminan Infrastruktur
25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
27 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
31 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
33 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
41 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
35 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
37 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
38 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
39 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang dan Wilayah Nasional
40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
42 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perekeretapian
43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
45 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan
46 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
47 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
46 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
47 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
48 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
49 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur
50 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI
51 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

52 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Py jaan Tanah bagi F 1an Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

53 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

54 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

55 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

56 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

57 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi Proyek Infratruktur KPS yang Memerlukan Dukungan Pemerintah

58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur

59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka
61 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
62 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

63 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut —11/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

64 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/5K/2004.

65 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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69 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 jo. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur sehingga mampu menghasilkan bahan showcase di bidang infrastruktur yang berorientasi pada
peningkatan investasi di bidang infrastruktur.

o

Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 203 hari kerja tiap satu kali pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur sesudah anggaran DIPA diterima maka bahan showcase di bidang
infrastruktur telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani dokumen perencanaan tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi penambahan waktu
selesainya.

o

. Kualifikasi Personel :

1 Memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40/2007 tentang Perseroran Terbatas dan Peraturan
Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan terkait infrastruktur lainnya

2 Memiliki wawasan/pengetahuan tentang berbagai kegiatan, perkembangan, dan potensi proyek-proyek infrastruktur
Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

m

. Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, perangkat komunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan
1 Penugasan yang harus dilakukan oleh pelaksana pelayanan:

a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Infrastruktur secara internal dan eksternal dengan instansi pusat dan daerah terkait
b. Mengumpulkan bahan-bahan pengemasan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari para pihak yang terkait
c. Mensosialisasikan dokumen perencanaan yanng telah disusun
2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan
Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal
Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

=

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan BKPM terkait pengemasan bahan showcase di bidang infrastruktur disampaikan kepada Direktur
Perencanaan Infrastruktur.

2 Direktur Perencanaan Infrastruktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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Uraian Kegiatan

Unit/Instansi
Lain

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie Staf

Panitia

Pihak Ketiga
Lelang

KET

Deputi memberikan arahan kepada
Direktur mengenai pengemasan
bahan showcase di bidang
infrastruktur

1 hari

Direktur memberikan arahan kepada
Kasubdit mengenai rencana
pengemasan bahan showcase di
bidang infrastruktur

1 hari

Kasubdit berkoordinasi dengan
Kepala Seksi dan Staf untuk
mempersiapkan pelaksanaan
pengemasan bahan showcase di
bidang infrastruktur.

3 hari

Kasubdit melaporkan persiapan
pengemasan bahan showcase di
bidang infrastruktur kepada Direktur,
termasuk metode yang akan
dipergunakan (diserahkan kepada
pihak ketiga atau dilaksanakan secara
swakelola).

1 hari

Direktur memutuskan apakah
kegiatan akan diserahkan kepada
pihak ketiga atau dilaksanakan secara
swakelola

Direktur memimpin rapat mengenai
persiapan pengemasan bahan
showcase di bidang infrastruktur dan
melaporkan hasil rapat kepada
Deputi.

Swakelola

-
T
L

I Mengg

unakan Pihak ketiga

A\ 4

2 hari

1 hari

Direktur mengajukan proposal
kegiatan kepada panitia pengadaan
barang dan jasa/konsultan untuk
pelaksanaan pelelangan umum, atau
melakukan penunjukan langsung
apabila tidak memerlukan proses
pelelangan umum dan unit pelaksana
melakukan pengawasan terhadap
pekerjaan pihak ketiga (pengemasan
bahan showcase di bidang
infrastruktur menggunakan pihak
ketiga) hingga penetapan pemenang.

66 hari
(pelelangan
umum);
44 hari
(penunjukan
langsung)

Pihak ketiga melaksanakan kegiatan
sesuai dengan kesepakatan dan
membuat laporan perkembangan
penyelesaian pekerjaan kepada
Direktur

110 hari

Pihak Ketiga mempresentasikan
konsep pengemasan bahan
showcase di bidang infrastruktur
kepada Direktur dan para pejabat di
bawahnya.

1 hari

10

Pihak Ketiga berkoordinasi dengan
Kasubdit, Kasie dan Staf melakukan
penyempurnaan konsep pengemasan
bahan showcase di bidang

A

A 4
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Unit/Instansi Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Panitia Pihak Ketiga KET

No. Uraian Kegiatan )
Lain Lelang

11 |Pihak ketiga berkoordinasi dengan
Kasubdit, Kasie dan Staf untuk
melakukan proses finalisasi
pengemasan bahan showcase di
bidang infrastruktur dan ‘I_ L -
menyerahkan hasilnya kepada -

Direktur.

10 hari

12 [Pihak ketiga dan Direktur
mendatangani Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan.

A4

1 hari

13 |Direktur menyampaikan hasil

pengemasan bahan showcase di .<
bidang infrastruktur kepada Deputi. 1 hari

14 |Menyimpan seluruh dokumen

1 hari

A4

Jangka Waktu Penyelesaian: 203 hari kerja (Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan umum)
Jangka Waktu Penyelesaian: 181 hari kerja (Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penunjukan langsung)
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1. Latar Belakang

Permintaan terhadap penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara,
telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan
ekonomi. Untuk memenuhi permintaan tersebut pemerintah tidak mungkin dapat menjadi
single actor karena terbatasnya pendanaan yang dimiliki. Oleh karena itu, keikutsertaan
pihak swasta (baik nasional maupun asing) dalam pembangunan infrastruktur khususnya
melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) sangatlah penting. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan, KPS juga bisa menjadi katalisator reformasi penyedia
layanan publik, meningkatkan efisiensi dan good governance, serta memberikan value for
money dalam penyediaan infrastruktur skala besar. Untuk dapat menarik pihak swasta
maka diperlukan adanya informasi yang akurat mengenai proyek-proyek infrastruktur di
Indonesia. Direktorat Perencanaan Infrastruktur merupakan salah satu direktorat di Unit
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi
untuk menyediakan informasi yang memadai tentang peluang investasi di sektor
infrastruktur. Pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur dilakukan dalam rangka
penyediaan data/informasi tersebut. Agar pelaksanaan pengemasan ini dapat terlaksana
secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedures (SOP)
tentang Pengemasan Informasi tentang Proyek Infrastruktur.

2. Maksud dan tujuan
Maksud ditetapkannya SOP ini adalah sebagai panduan dalam rangka kegiatan
pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur. Tujuannya adalah tersedianya
data/informasi tentang peluang penanaman modal di sektor infrastruktur melalui
pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur .

3. Ruang Lingkup
t. Melakukan kajian identifikasi terhadap data-data dan informasi terkait sektor
infrastruktur.
Melakukan analisa data/informasi hasil kajian.
v. Mengevaluasi analisa sebagai bahan pengemasan informasi tentang proyek
infrastruktur.
4. Ringkasan
Standard Operating Procedures Pengemasan Informasi tentang Proyek Infrastruktur dapat
mendukung terpetakannya potensi dan pengembangan proyek infrastruktur. SOP teknis
yang berisi rangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memudahkan proses pengemasan
informasi tentang proyek infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan investasi di
sektor infrastruktur.
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5. Definisi atau Pengertian Umum

a  Proyek-Proyek . Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Infrastruktur (KPS) yang diprioritaskan penangannya (showcase)
Strategis

b. Sektor Infrastruktur : Méliputi transportasi darat, jalan, jembatan,

transportasi laut, transportasi udara, infrastruktur
lainnya, sumber daya air, dan energi.

6. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

Terminator (Mulai dan Selesai)

Persigpan

Proses

Pengambilan K eputusan

Proses Pendokumentasian

K onektor-Perpindahan Aktivitas

Konektor-Perpindahan Aktivitas ke Halaman Berikutnya
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

W DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL . R
DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR Nomor SOP : 2-4-1

Standard Operating Procedures
Pengemasan Informasi tentang Proyek Infrastruktur

A. Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penanaman Modal
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang ada Diatasnya
5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian
17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan wilayah
18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Transpotasi Udara
22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di bidang Penjaminan Infrastruktur
25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
27 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
31 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
33 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
41 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
35 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
37 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
38 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
39 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang dan Wilayah Nasional
40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
42 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perekeretapian
43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
45 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan
46 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
47 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
46 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
47 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
48 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
49 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur
50 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI
51 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
52 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum

53 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

54 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

55 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

56 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

57 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi Proyek Infratruktur KPS yang Memerlukan Dukungan Pemerintah

58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur

59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam
61 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Waijib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
62 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

63 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut —I1/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

64 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004.

65 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pembangunan Untuk Kepentingan

www.djpp.kemenkumham.go.id



517 2011, No.678

69 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 jo. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

B. Keterkaitan

SOP ini sebagai induk dari berbagai proses pelaksanaan pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur sehingga mampu menghasilkan informasi tentang proyek infrastruktur yang berorientasi
pada peningkatan investasi di bidang infrastruktur.

C. Peringatan

1 Bila SOP ini diikuti maka dalam waktu paling lama 203 hari kerja tiap satu kali pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur sesudah anggaran DIPA diterima maka informasi tentang proyek
infrastruktur telah diterima oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal.

2 Bila pimpinan yang menandatangani dokumen perencanaan tersebut sedang dalam perjalanan dinas, maka akan ditunjuk koordinator harian (kohar) sehingga diharapkan tidak terjadi
penambahan waktu selesainya.

D. Kualifikasi Personel :

1 Memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum antara lain dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40/2007 tentang Perseroran Terbatas dan
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan terkait infrastruktur
lainnya

2 Menmiliki wawasan/pengetahuan tentang berbagai kegiatan, perkembangan, dan potensi proyek-proyek infrastruktur

Mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, minimal MS Word.

4 Mampu berkoordinasi, menganalisis, berpikir konseptual, bekerjasama dan mengambil keputusan strategis.

w

m

. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, perangkat komunikasi, mesin fotocopy, komputer, printer, fasilitas internet, scanner, LCD proyektor.

F. Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan persuratan dan dokumen lainnya dilakukan secara manual dan elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisa.

G. Prosedur Pelayanan

1 Penugasan yang harus dilakukan oleh pelaksana pelayanan:
a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Infrastruktur secara internal dan eksternal dengan instansi pusat dan daerah terkait
b. Mengumpulkan bahan-bahan pengemasan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang dihimpun dari para pihak yang terkait
c. Mensosialisasikan dokumen perencanaan yanng telah disusun

2 Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

Pengguna pelayanan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan hasil kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

H. Biaya Pelayanan
Sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

I. Tempat Pelayanan

Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

J. Jadwal

Jam Kerja atau di luar jam kerja (apabila diperlukan)

K. Penanganan/Tindak Lanjut P
1 Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan BKPM terkait pengemasan informasi tentang proyek infrastruktur disampaikan kepada
Direktur Perencanaan Infrastruktur.

2 Direktur Perencanaan Infrastruktur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi dan staf terkait guna menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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L. Kerangka Prosedur

Unit/Instansi Deputi Direktur Kasubdit Kasie Staf Panitia pihak Ketiga KET

No. Uraian Kegiatan R
Lain Lelang

1 |Memberikan arahan kepada
Direktur mengenai pengemasan -_ .
informasi tentang proyek 9. L hari

infrastruktur

2 |Memberikan arahan kepada
Kasubdit mengenai rencana
pengemasan informasi tentang >- 1 hari

proyek infrastruktur

3 |Berkoordinasi dengan Kepala
Seksi dan Staf untuk

mempersiapkan pelaksanaan
pengemasan informasi tentang “ 3 hari

proyek infrastruktur.

A4

4 |Melaporkan persiapan
pengemasan informasi tentang

proyek infrastruktur kepada P

Direktur, termasuk metode yang _-‘ .
akan dipergunakan (diserahkan 1 hari
kepada pihak ketiga atau

dilaksanakan secara swakelola).

5 |Memutuskan apakah kegiatan
akan diserahkan kepada pihak . .
ketiga atau dilaksanakan secara Menggunakan Pihak ketiga
swakelola |

6 |Memimpin rapat mengenai Swakelola

persiapan pengemasan informasi

tentang proyek infrastruktur dan

melaporkan hasil rapat kepada -< —)_(—)-

Deputi. 1 hari

2 hari

5

7 |Direktur mengajukan proposal
kegiatan kepada panitia
pengadaan barang dan
jasa/konsultan untuk pelaksanaan
pelelangan umum, atau
melakukan penunjukan langsung
apabila tidak memerlukan proses
pelelangan umum dan unit
pelaksana melakukan
pengawasan terhadap pekerjaan
pihak ketiga (pengemasan
informasi tentang proyek
infrastruktur menggunakan pihak
ketiga) hingga penetapan
pemenang.

8 |Pihak ketiga melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
kesepakatan dan membuat A
laporan perkembangan
penyelesaian pekerjaan kepada
Direktur

66 hari
(pelelangan
umum);
44 hari
(penunjukan
langsung)

110 hari

9 |Pihak Ketiga mempresentasikan
konsep pengemasan informasi
tentang proyek infrastruktur -H-G-
kepada Direktur dan para pejabat
di bawahnya.

\ 4

1 hari

10 |Pihak Ketiga berkoordinasi

dengan Kasubdit, Kasie dan Staf

melakukan penyempurnaan El'
konsep pengemasan informasi
tentang proyek infrastruktur

\ 4

5 hari
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No.

Uraian Kegiatan

Unit/Instansi
Lain

Deputi

Direktur

Kasubdit

Kasie

Staf

Panitia
Lelang

Pihak Ketiga KET

11

Pihak ketiga berkoordinasi

dengan Kasubdit, Kasie dan Staf
untuk melakukan proses finalisasi

pengemasan informasi tentang
proyek infrastruktur dan
menyerahkan hasilnya kepada
Direktur.

10 hari

Vv

12

Pihak ketiga dan Direktur
menadatangani Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan.

o

ﬁ 1 hari

Vv

13

Direktur menyampaikan hasil
pengemasan informasi tentang
proyek infrastruktur kepada
Deputi.

1 hari

13

Melakukan penyimpanan
dokumen

Y

1 hari

Jangka Waktu Penyelesaian: 203 hari kerja (Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan umum)

Jangka Waktu Penyelesaian: 181 hari kerja (Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penunjukan langsung)
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

16. Latar Belakang

Dalam mendorong kegiatan investasi diperlukan berbagai upaya guna menciptakan iklim usaha
yang kondusif, antara lain adalah pelaksanaan berbagai kebijakan penanaman modal dengan
azas-azas antara lain kepastian hukum, keterbukaan (transparan) dan akuntabilitas. Salah satu
prasyarat adanya pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan
yang memberikan kepastian hukum adalah adanya rancangan kebijakan yang memberikan
panduan (guidance) dan kejelasan bagi para investor dalam melakukan kegiatan penanaman
modal di Indonesia.

Dalam memberikan panduan (guidance) dan kejelasan kebijakan terkait penanaman modal
adalah dengan menyusun rancangan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan memberikan masukan
rancangan kebijakan terkait penanaman modal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan peraturan dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang menjadi koordinator dalam penyusunan peraturan tersebut.

Untuk mendapatkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan mendalam, dalam
penyusunan rancangan kebijakan yang diterbitkan BKPM dan masukan kebijakan terkait
penanaman modal salah satunya dapat dilakukan melalui analisis kebijakan terkait dengan
penanaman modal.

17. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan terkait dengan penanaman
modal yang digunakan sebagai sarana dalam mendapatkan bahan kajian dalam penyusunan atau
pemberian masukan atas suatu peraturan/kebijakan terkait penanaman modal.

Tujuannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan dalam penyusunan dan pemberian
masukan atas peraturan/kebijakan di bidang penanaman modal.

18. Ruang Lingkup

1. Unit yang menyelenggarakan analisis kebijakan terkait dengan penanaman modal adalah
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal.

2. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat dan pelaksana Direktorat Deregulasi Penanaman
Modal dan melibatkan Direktorat Unit Lain di BKPM yang memiliki keterkaitan dalam
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analisis kebijakan terkait dengan penanaman modal, dikoordinasikan oleh Direktur
Deregulasi Penanaman Modal.

3. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah membuat suatu hasil analisa peraturan/kebijakan yang
terkait dengan penanaman modal sehingga dapat memberikan kejelasan dan masukan
perbaikan bagi peraturan/kebijakan tersebut.

5. Keluaran (Output) Kegiatan ini adalah adanya suatu hasil rumusan atau rekomendasi dari
analisa kebijakan terkait dengan penanaman modal.

6. Kemanfaatan (Outcome) Kegiatan ini adalah adanya sinkronisasi kebijakan dan peraturan
pelaksanaan terkait penanaman modal yang dapat memberikan kepastian dan kemudahan
berusaha di Indonesia.

19. Ringkasan

Standard Operating Procedures analisis kebijakan terkait dengan penanaman modal
diselenggarakan untuk memberikan kajian atas kebijakan terkait dengan penanaman modal
sehingga diperoleh masukan/tanggapan dari para pemangku kepentingan atas beberapa
permasalahan dalam perumusan/revisi suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan
penanaman modal.

20. Definisi atau Pengertian Umum

a. Kebijakan . Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan dan cara bertindak yang dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Dapat merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program
dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

b. Penanaman Modal . Merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

c. Analisis . Atau analisa merupakan penyelidikan terhadap suatu
peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk
perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atas berbagai
bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta
hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian
yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; dan suatu
pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan
akan kebenarannya.
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21. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Pengambilan Keputusan
: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

@™
o
- : Proses
>
[ ]

u
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

22. Latar Belakang

Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini dapat menimbulkan kecenderungan
persaingan antara daerah hingga di tingkat Kabupaten/Kota. Persaingan tersebut baik bila
menjadi motivasi bagi tiap daerah untuk maju meski tidak melupakan kepentingan yang lebih
luas yaitu membangun daerah sekaligus membangun kemakmuran negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, hendaknya pengembangan suatu daerah dilakukan seiring dan
sejalan dengan daerah lainnya agar dapat sinergi dan komplementer untuk saling melengkapi
sehingga terbangun iklim penanaman modal yang semakin kondusif.

Salah satu tindakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam membangun iklim investasi yang
kondusif adalah menyusun membuat peraturan/kebijakan terkait dengan penanaman modal.
Dalam hal ini, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian menyelenggarakan fasilitasi
kebijakan terkait penanaman mdodal dalam rangka koordinasi dan saling bertukar informasi
serta memberikan masukan/penjelasan terhadap suatu perumusan kebijakan terkait dengan
penanaman modal. Hal ini menjadi penting untuk agar hasil kebijakan tersebut memuat
kepastian hukum, keterbukaan (transparan), dan akuntabilitas bagi para pelaku usaha dan
masyarakat umum. Bentuk fasilitasi yang dilakukan adalah Menghadiri undangan dari instansi
teknis, lembaga dan asosiasi dalam rangka memberikan penjelasan mengenai berbagai
kebijakan terkait penanaman modal.

23. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah memadukan rencana penanaman modal di daerah dalam rangka
pemanfaatan potensi ekonomi dan peluang investasi di daerah dan mengikuti kegiatan
fasilitasi dalam rangka memberikan masukan terkait dengan kebijakan di bidang penanaman
modal.

Tujuannya adalah untuk:

1. Mendapatkan tanggapan dan masukan daerah yang menangani penanaman modal baik
dari aparatur maupun kalangan dunia usaha yang langsung dalam kegiatan penanaman
modal.

2. Menyederhanakan dan memberikan penjelasan serta masukan terhadap kebijakan terkait
penanaman modal sehingga diperoleh suatu penyempurnaan peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal.

24. Ruang Lingkup
a. Unit yang menghadiri kegiatan atau undangan dari instansi teknis, lembaga dan asosiasi
adalah Direktorat Deregulasi Penanaman Modal.

b. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian pusat dan daerah terkait penanaman modal dan diikuti oleh pejabat
BKPM vyang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
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menghadiri/ikut serta dalam kegiatan atau undangan dari instansi teknis, lembaga dan
asosiasi.

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal.
d. Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Dapat teridentifikasinya kendala-kendala yang dialami atau dirasakan oleh instansi
teknis, lembaga dan asosiasi sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan investasi
dan pembangunan.

2. Membuat/menyusun masukan yang konstruktif bagi perkembangan peraturan
penanaman modal di Indonesia.

e. Keluaran (Output) Kegiatan ini adalah:

Tersusunnya rumusan rekomendasi dan pelaporan kegiatan terkait penanaman modal
dalam rangka memenuhi undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian terkait, lembaga dan asosiasi.

f. Kemanfaatan (Outcome) Kegiatan ini adalah:

1. Kesamaan persepsi diantara para stakeholder terkait dengan kebijakan di bidang
penanaman modal.

2. Sebagai sarana untuk memberikan informasi yang jelas dan masukan atas
perumusan/revisi berbagai peraturan yang terkait dengan penanaman modal.

25. Ringkasan

Standard Operating Procedures fasilitasi kebijakan terkait penanaman modal memberikan
pedoman bagi pejabat BKPM dalam menghadiri kegiatan atau undangan dari
Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lembaga dan asosiasi dalam rangka
koordinasi dan memberikan saran/masukan bagi kebijakan terkait penanaman modal.

26. Definisi atau Pengertian Umum

a. Fasilitasi . Kegiatan untuk menyediakan/memberikan sarana
untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kegiatan
tertentu; berbagai bentuk kemudahan fasilitas yg
disediakan untuk kelancaran suatu agenda/kegiatan.

b. Kebijakan . Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan dan cara bertindak yang dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Dapat merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program
dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

c. Penanaman Modal . Merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.
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: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

28. Latar Belakang

Dalam mendorong kegiatan investasi diperlukan berbagai upaya guna menciptakan iklim usaha
yang kondusif, antara lain adalah pelaksanaan berbagai kebijakan penanaman modal dengan
azas-azas antara lain kepastian hukum, keterbukaan (transparan) dan akuntabilitas. Salah satu
prasyarat adanya pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan
yang memberikan kepastian hukum adalah adanya rancangan kebijakan yang memberikan
panduan (guidance) dan kejelasan bagi para investor dalam melakukan kegiatan penanaman
modal di Indonesia.

Dalam memberikan panduan (guidance) dan kejelasan kebijakan terkait penanaman modal
adalah dengan menyusun rancangan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan memberikan masukan
rancangan kebijakan terkait penanaman modal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan peraturan dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang menjadi koordinator dalam penyusunan peraturan tersebut.

Untuk mendapatkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan mendalam, dalam
penyusunan rancangan kebijakan yang diterbitkan BKPM dan masukan kebijakan terkait
penanaman modal salah satunya dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD)
kebijakan terkait dengan penanaman modal.

29. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan terkait dengan
penanaman modal sebagai sarana untuk mendapatkan bahan kajian dalam penyusunan atau
pemberian masukan atas suatu peraturan/kebijakan terkait penanaman modal melalui.

Tujuannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan dan masukan dari para stakeholder
terkait dalam rangka penyusunan dan pemberian masukan atas peraturan/kebijakan di bidang
penanaman modal.

30. Ruang Lingkup

7. Unit yang menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kebijakan terkait
dengan penanaman modal adalah Direktorat Deregulasi Penanaman Modal.

8. Pelaksana kegiatan adalah para pejabat dan pelaksana Direktorat Deregulasi Penanaman
Modal, Direktorat Unit Lain di BKPM, instansi teknis, kalangan dunia usaha dan non dunia
usaha yang memiliki kompetensi dalam memberikan bahan dan masukan kebijakan terkait
penanaman modal, dikoordinasikan oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

9. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Deregulasi Penanaman Modal.

10. Sasaran yang hendak dicapai adalah membuat suatu hasil diskusi mendalam atas suatu
kebijakan yang terkait dengan penanaman modal sehingga memberikan kejelasan bagi
perkembangan peraturan penanaman modal di Indonesia.

11. Keluaran (Output) Kegiatan ini adalah adanya suatu hasil rumusan atau rekomendasi dari
suatu Focus Group Discussion (FGD) kebijakan terkait penanaman modal.
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12. Kemanfaatan (Outcome) Kegiatan ini adalah adanya kebijakan dan peraturan pelaksanaan
terkait penanaman modal yang dapat memberikan kepastian dan kemudahan berusaha di
Indonesia.

31. Ringkasan

Standard Operating Procedures FGD kebijakan terkait penanaman modal diselenggarakan
untuk memberikan kajian atas suatu kebijakan terkait dengan penanaman modal sehingga
diperoleh masukan/tanggapan dari para pemangku kepentingan atas beberapa permasalahan
dalam perumusan/revisi suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman
modal.

32. Definisi atau Pengertian Umum

a. Kebijakan . Merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan dan cara bertindak yang dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Dapat merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting termasuk
identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program
dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

b. Penanaman Modal . Merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia.

¢. Focus Group . Merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana

Discussion (FGD) sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka
terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau
kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan
interaktif dimana peserta bebas untuk berbicara
dengan anggota kelompok lainnya.
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33. Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

@™
ao
- : Proses
e
[ ]

u
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka pemutakhiran data yang tercantum dalam Sistem Informasi Potensi Investasi
Daerah (SIPID), diperlukan kerjasama dari operator di daerah yang sudah dilatih menjadi admin
daerah. Entry data secara online oleh admin daerah dapat terjadi setiap saat tergantung
keperluan updating data.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan entry data sistem informasi potensi investasi daerah oleh admin daerah
adalah untuk mempercepat updating data potensi daerah yang ada pada database sistem
potensi investasi daerah.
Tujuannya agar data dan informasi tentang potensi daerah yang tercantum dalam Sistem
Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) adalah informasi yang terkini dan dapat menjadi
salah satu referensi bagi para calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di daerah.

3 Ruang Lingkup
1. Unit yang melakukan kegiatan entry data sistem informasi potensi investasi daerah adalah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah admin daerah dalam hal ini Pejabat dan Staf di
lingkungan Instansi Penanaman Modal Provinsi dan Instansi Penanaman Modal
Kabupaten/Kota.
3. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah masing-masing Kepala Instansi Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan penanggungjawab validasi data adalah para Kepala
Seksi di lingkungan Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.
4. Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk mendukung admin pusat dalam
melakukan proses entry.
5. Pengguna dari kegiatan ini adalah masyarakat pada umumnya dan para calon investor pada
khususnya
6. Keluaran dari kegiatan entry data adalah informasi potensi daerah yang terkini yang
ditampilkan melalui website.
7. Manfaat dari kegiatan entry data tersebut adalah terciptanya Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah dengan informasi yang lengkap dan terkini.
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4 Ringkasan
Kegiatan entry data merupakan kegiatan menginput data ke dalam sistem informasi potensi
investasi daerah setelah dilakukan analisa terlebih dahulu. Data dikumpulkan melalui kegiatan
pengumpulan data baik di pusat maupun di daerah.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

. Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka pelayanan informasi tentang potensi daerah kepada masyarakat, khususnya dunia
usaha, diperlukan pemutakhiran data yang tercantum dalam Sistem Informasi Potensi Investasi
Daerah (SIPID). SIPID merupakan sarana dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah dalam
melaksanakan tugas yaitu identifikasi potensi usaha, ketersediaan lahan dan sarana prasarana
penunjang investasi, serta pendokumentasiaannya termasuk secara elektronik.

2  Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Collecting Data Potensi Daerah adalah untuk memperbaharui data potensi
daerah yang ada pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID), yang dilakukan dengan
pengumpulan data yang diperoleh dari instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

2. Tujuan dari Collecting Data Potensi Daerah yaitu tersedianya data dan informasi potensi
investasi daerah yang up-to-date di dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
sehingga data tersebut dapat menjadi acuan bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan
investasi di daerah.

3  Ruang Lingkup
1. Unit yang melaksanakan kegiatan Collecting Data Potensi Daerah adalah Direktorat
Pengembangan Potensi Daerah.
2. Pelaksana adalah tim pelaksana dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.
3. Penanggung jawab dari kegiatan pengembangan sistem ini adalah Direktur Pengembangan
Potensi Daerah.
4. Sasaran dari kegiatan ini yang hendak dicapai adalah termutakhirnya/ter-update-nya data
yang ada di dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).
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5. Pengguna Collecting Data Potensi Daerah adalah Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
dan aparatur daerah.

6. Keluaran (output) Collecting Data Potensi Daerah adalah data-data mengenai potensi usaha
yang nantinya dimanfaatkan untuk melengkapi content yang ada pada Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah (SIPID).

7. Kemanfaatan (outcome) Collecting Data Potensi Daerah adalah untuk melengkapi content
yang ada pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) yang nantinya akan
dimanfaatkan oleh calon investor untuk mencari data awal mengenai potensi daerah.

8. Collecting Data Potensi Daerah meliputi:

a. Sumber data:

1) Instansi Penanaman Modal Provinsi (IPMP)
2) Bappeda

3) BPS

4) Departemen Pertanian

5) Departemen ESDM

6) Departemen Pariwisata

7) Departemen Perhubungan

8) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9) Departemen Pendidikan

10) Dinas Pertanian

11) Dinas Perkebunan

12) Dinas Pertambangan

13) Dinas Pariwisata

14) Dinas Perhubungan

15) Disnakertrans

16) Dinas Pendidikan

17) PDAM

18) PLN

b. Data-data yang dicari antara lain:

1) Geografis : Profil daerah

2) Demografis : Statistik penduduk dan angkatan kerja
Ekonomi : Jenis nilai ekspor, PDRB, tingkat laju

inflasi, UMR Daerah

Komoditi Unggulan : Primer, sekunder, tersier

3) Ketersediaan Lahan

4) Pelaku Usaha

5) Sarana prasarana : Bandara, kawasan industri, pelabuhan,
sarana air, sarana gas, sarana
telekomunikasi, data perguruan tinggi,
balai latihan kerja

6) Renstra/RIPM
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4 Ringkasan
Standard Operating Procedures Collecting Data Potensi Daerah adalah suatu kegiatan
pengumpulan data yang dilakukan di pusat maupun di daerah guna pemutakhiran data pada
Sistem Informasi Potensi Daerah (SIPID) yang nantinya dimanfaatkan oleh calon investor untuk
mencari data awal mengenai potensi daerah.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka pemutakhiran data yang tercantum dalam Sistem Informasi Potensi Investasi
Daerah (SIPID), diperlukan kerjasama dari operator di daerah yang sudah dilatih menjadi admin
daerah. Entry data secara online oleh admin daerah dapat terjadi setiap saat tergantung
keperluan updating data.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan entry data sistem informasi potensi investasi daerah oleh admin daerah
adalah untuk mempercepat updating data potensi daerah yang ada pada database sistem
potensi investasi daerah.
Tujuannya agar data dan informasi tentang potensi daerah yang tercantum dalam Sistem
Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) adalah informasi yang terkini dan dapat menjadi
salah satu referensi bagi para calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di daerah.

3  Ruang Lingkup
1. Unit yang melakukan kegiatan entry data sistem informasi potensi investasi daerah adalah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah admin daerah dalam hal ini Pejabat dan Staf di
lingkungan Instansi Penanaman Modal Provinsi dan Instansi Penanaman Modal
Kabupaten/Kota.
3. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah masing-masing Kepala Instansi Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan penanggungjawab validasi data adalah para Kepala
Seksi di lingkungan Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.
4. Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk mendukung admin pusat dalam
melakukan proses entry.
5. Pengguna dari kegiatan ini adalah masyarakat pada umumnya dan para calon investor pada
khususnya
6. Keluaran dari kegiatan entry data adalah informasi potensi daerah yang terkini yang
ditampilkan melalui website.
7. Manfaat dari kegiatan entry data tersebut adalah terciptanya Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah dengan informasi yang lengkap dan terkini.
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4 Ringkasan
Kegiatan entry data merupakan kegiatan menginput data ke dalam sistem informasi potensi
investasi daerah setelah dilakukan analisa terlebih dahulu. Data dikumpulkan melalui kegiatan
pengumpulan data baik di pusat maupun di daerah.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

. Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

. Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

(]
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Entry data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) merupakan kegiatan lanjutan dari
proses collecting data yang telah dilakukan baik di pusat maupun di daerah.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan entry data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) adalah untuk
mengupdate data potensi daerah yang ada pada database sistem potensi investasi daerah.

Tujuannya agar data dan informasi tentang potensi daerah yang tercantum dalam Sistem
Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) adalah informasi yang terkini dan dapat menjadi
salah satu referensi bagi para calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di daerah.

3 Ruang Lingkup
1. Unit yang melakukan kegiatan entry data sistem informasi potensi investasi daerah adalah
Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.
2. Pelaksana dari kegiatan tersebut adalah admin pusat dalam hal ini Pejabat dan Staf di
lingkungan Direktorat Pengembagan Potensi Daerah.
3. Penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Direktur Pengembangan Potensi Daerah.
4. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan sistem informasi yang
lengkap, tepat dan terkini.

5. Pengguna dari kegiatan entry data tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan para
calon investor pada khususnya.

6. Keluaran dari kegiatan entry data adalah informasi potensi daerah yang terkini yang
ditampilkan melalui website.

7. Manfaat dari kegiatan entry data tersebut adalah terciptanya Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah dengan informasi yang lengkap dan terkini.
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4 Ringkasan

Kegiatan entry data merupakan kegiatan menginput data ke dalam sistem informasi potensi
investasi daerah setelah dilakukan analisa terlebih dahulu. Data dikumpulkan melalui kegiatan
pengumpulan data baik di pusat maupun di daerah.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢NO
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Nomor SOP
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tanggal Pembuatan
ﬁ” UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tanggal Revisi
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH Tanggal Efektif
BKPM Disahkan Oleh (ttd)
(Nama)
(Jabatan)

Standard Operating Procedures
Entry Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah Oleh Admin Pusat

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Peraturan Presiden No. 90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/20.07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Kepala BKPM No.11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2009 tentang Tata SPIPISE
Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
B.  Keterkaitan
SOP ini terkait dengan SOP collecting data potensi investasi daerah
C.  Peringatan

N o b wN

Kegiatan ini wajib dilakukan oleh seluruh personil Direktorat Pengembangan Potensi Daerah sebagai bagian dari Tupoksi Direktorat.
D.  Kualifikasi Personel

1 Mampu mengoperasikan PC;
2 Mampu menggunakan internet;

3 Memiliki pengetahuan tentang sistem aplikasi.

E.  Peralatan/Perlengkapan

PC dengan koneksi internet, printer, scanner, ATK, telepon dan faksimili
F.  Pencatatan dan Pendataan

Pencatatan dan Pendataan dilaksanakan oleh Personil Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

G.  Prosedur Pelayanan
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Kegiatan ini merupakan kegiatan non-pelayanan

Biaya

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tempat Pelaksanaan

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan entry data SIPID oleh admin pusat dilakukan secara terus menerus selama 12 bulan

Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

Pengaduan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan dapat ditujukan langsung kepada Direktorat Pengembangan Potensi Daerah — BKPM
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Pengembangan Industri nasional merupakan upaya pemerintah untuk
mengembangkan potensi wilayah investasi dan cluster berbasis sumber daya lokal yang
didukung dengan pengetahuan, teknologi dan inovasi. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan masukan bagi pengembangan potensi unggulan
dan pengembangan potensi wilayahnya melalui kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Wilayah
Investasi di luar negeri. Agar dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Kajian Pengembangan
Potensi Wilayah Investasi di luar negeri daerah dapat berjalan efektif dan efisien maka
diperlukan Standard Operating Procedures.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan Standard Operating Procedures Kajian Pengembangan Potensi Wilayah
Investasi adalah menetapkan proses serta mekanisme yang jelas dan pasti bagi petugas
pelaksana kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi.
Tujuannya adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung penyiapan
dan pelaksanaan kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi.

3 Ruang Lingkup
1. Unit yang melaksanakan kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi adalah
Direktorat Pengembangan Potensi Daerah;
2. Pelaksana kegiatan adalah unit Direktorat Pengembangan Potensi Daerah yang melibatkan
Direktur, kepala sub direktorat, kepala seksi dan staf dari Direktorat Pengembangan Potensi
Daerah;
3. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan
Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi;
4. Pengguna kegiatan adalah BKPM pada khususnya dan pemerintah pada umumnya melalui
masukan dari hasil kegiatan Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi;
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5. Keluaran (output) kegiatan adalah hasil kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi
sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan potensi wilayah investasi dan
cluster industri.

6. Kemanfaatan (outcome) kegiatan adalah dimanfaatkannya hasil kajian sebagai bahan
pengembilan keputusan dalam pengembangan potensi wilayah investasi dan cluster industri.

7. Standar Kompetensi Pelaksana :

a. memiliki pengetahuan dan menguasai informasi tentang potensi wilayah investasi dan
pengembangan cluster industri

b. mampu berkoordinasi secara lisan dan tulisan dengan baik

¢. mampu mengoperasikan komputer

d. mampu berkoordinasi dengan efektif.
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4 Ringkasan
Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi di luar negeri adalah suatu kegiatan penelaahan
lebih lanjut mengenai potensi wilayah investasi dan cluster berbasis sumber daya lokal yang
telah berkembang di suatu negara. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh masukan
bagi pemerintah perihal pengembangan potensi wilayah investasi dan cluster berbasis sumber
daya lokal di Indonesia.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

. Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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Nomor SOP
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tanggal Pembuatan
ﬁ UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tanggal Revisi
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH Tanggal Efektif
BKPN\ Disahkan Oleh (ttd)
(Nama)
(Jabatan)

Standard Operating Procedures
Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi

A.  Dasar Hukum

N o bs W N

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/20.07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Kepala BKPM No.11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2009 tentang Tata SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

B.  Keterkaitan

SOP Kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi ini bertujuan menetapkan proses serta mekanisme yang jelas dan pasti bagi petugas pelaksana kegiatan Kajian
Pengembangan Potensi Wilayah Investasi. Tujuannya adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Kajian

Pengembangan Potensi Wilayah Investasi.

C.  Peringatan

1. Keluaran (output) kegiatan adalah hasil kajian Pengembangan Potensi Wilayah Investasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan potensi

wilayah investasi dan cluster industri;
2. Kemanfaatan (outcome) kegiatan adalah dimanfaatkannya hasil kajian sebagai bahan pengembilan keputusan dalam pengembangan potensi wilayah investasi dan

cluster industri.

D.  Kualifikasi Personel

1

2
3
4

Memiliki pengetahuan dan menguasai informasi tentang potensi wilayah investasi dan pengembangan cluster industri;
Mampu berkoordinasi secara lisan dan tulisan dengan baik;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu berkoordinasi dengan efektif.
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E.  Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, komputer, printer, mesin fotocopy, telepon, faksimili dan kendaraan roda 4
F.  Pencatatan dan Pendataan

Pencatatan dan Pendataan dilaksanakan oleh Personil Direktorat Pengembangan Potensi Daerah. Proses pencatatan dan pendataan dimulai dengan
mencari/membrowsing lewat internet tentang cluster industri yang ada di dunia yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia.
G.  Prosedur Pelayanan

Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana :
- Adanya surat kepada negara yang ditandatangani oleh Deputi mengenai rencana penyelenggaraan kajian pengembangan potensi wilayah investasi;
- Adanya surat persetujuan dari negara tujuan mengenai kesiapan negara tersebut sebagai tempat pelaksana;
- Adanya surat KTLN, exit permit dan visa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
H. Biaya

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal

I Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di negara tujuan kajian pengembangan potensi wilayah investasi

J.  Jadwal Pelaksanaan

Maret s.d Desember

9 7Y} 1

K.  Penanganan/Tindak Lanjut Peng: /Keluhan/ 1

Pengaduan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan dari pengguna informasi yang berkaitan dengan kajian pengembangan potensi wilayah investasi disampaikan
kepada Direktorat Pengembangan Potensi Daerah / Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
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Kerangka Prosedur

T Keri
Uraian Kegiatan l.Jmt erja/. Deputi Direktur Kasubdit Kasie Pelaksana KET
Pejabat terkait

Koordinasi rencana pelaksanaan
kegiatan Kajian Pengembangan

Potensi Wilayah Investasi. 1 hari

Melaporkan dan mengusulkan 1
kepada pimpinan untuk mendapat
persetujuan mengenai rencana

pelaksanaan kegiatan Kajian —-
Pengembangan Potensi Wilayah
Investasi.

1 hari

1 i
B

Proses perijinan (surat KTLN dan

exit permit) untuk pelaksanaan -
kegiatan Kajian Pengembangan 3

Potensi Wilayah Investasi

'y max 14 hari

Pelaksanaan kegiatan Kajian ! F
Pengembangan Potensi Wilayah
Investasi

max 10 hari

Membuat laporan kajian

pengembangan potensi wilayah I
investasi

max 30 hari

Menyimpan seluruh dokumen. |

15 menit

}
e
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka memberikan pelayanan data/informasi tentang potensi daerah,
Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) selain mengajukan
data/informasi mengenai potensi daerah juga dapat digunakan oleh pengunjung
sistem untuk berkomunikasi secara online untuk memperoleh informasi yang
masih diperlukan. Datal/informasi yang berkaitan dengan potensi daerah dan
tersedia data/informasinya akan diinfokan oleh admin Pusat kepada yang
bersangkutan

2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Pelayanan Pengunjung SIPID adalah untuk memberikan
pelayanan maksimal kepada masyarakat/pengunjung tentang data/informasi
potensi daerah.

Tujuan Pelayanan Pengunjung SIPID agar masyarakat/pengunjung dapat
memperoleh data/informasi potensi daerah yang diperlukan.

3 Ruang Lingkup
1. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah;
2. Pelaksana Operator SIPID adalah admin Pusat;
3. Penanggung Jawab Pelayanan Pengunjung SIPID adalah Direktur
Pengembangan Potensi Daerah;
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat/pengunjung SIPID;
5. Pengguna Pelayanan Pengunjung SIPID adalah masyarakat/calon investor
yang berkepentingan;
6. Keluaran (Output) adalah adanya informasi peluang investasi unggulan di
daerah.
7. Kemanfaatan (Outcome) adalah dimanfaatkannya informasi tersebut oleh
para investor dalam rangka menarik investasi
8. Definisi Peristilahan
Pelayanan Pengunjung SIPID adalah Pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan kepada pengunjung
SIPID, baik masyarakat/calon investor yang membutuhkan data/informasi terkini
mengenai potensi daerah dan komoditi unggulan di suatu daeranh.
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9. Standar Kompetensi Pelaksana :
a. memiliki pengetahuan dan menguasai informasi tentang potensi daerah;
b. mampu berkoordinasi secara lisan dan tulisan dengan baik;
c. mampu mengoperasikan komputer/internet/e-mail;
d. mampu berkoordinasi dengan efektif.

4 Ringkasan
Kegiatan entry data merupakan kegiatan menginput data ke dalam sistem
informasi potensi investasi daerah setelah dilakukan analisa terlebih dahulu.
Data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data baik di pusat maupun di
daerah.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

. Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢N0
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W

BKPM

Nomor SOP
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tanggal Pembuatan
UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tanggal Revisi
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH Tanggal Efektif
Disahkan Oleh (ttd)
(Nama)
(Jabatan)

Standard Operating Procedures
Pelayanan Pengunjung Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

A.  Dasar Hukum

1

N o ubhwN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/20.07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Kepala BKPM No.11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2009 tentang Tata SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

B.  Keterkaitan

SOP ini sebagai panduan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun memberikan informasi mengenai potensi daerah dan komoditi unggulan di suatu daerah
melalui website www.regionalinvestment.com atau melalui email pengunjung yang bersangkutan.

C.  Peringatan

1. Apabila pejabat yang mengkoreksi dan menyetujui konsep jawaban sedang dalam perjalanan dinas maka akan dilaksanakan oleh pejabat lain yang setara.

D.  Kualifikasi Personel

1
2
3
4

Memiliki pengetahuan dan menguasai informasi tentang potensi daerah;
Mampu berkoordinasi secara lisan dan tulisan dengan baik;

Mampu mengoperasikan komputer/internet/e-mail;

Mampu berkoordinasi dengan efektif.

E.  Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, komputer, printer, mesin fotocopy, telepon, faksimili dan internet.

F.  Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan terhadap pengunjung Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) secara elektronik dalam sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).
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G.  Prosedur Pelayanan

1. Persyaratan teknis/administratif yang harus dipenuhi oleh Pelaksana :
a. Adanya perangkat komputer yang bisa diakses melalui internet
b. Adanya surat email masuk dari pengunjung ke website www.regionalinvestment.com

2. Persyaratan teknis/administratif pengunjung SIPID:
- Pengunjung SIPID harus mempunyai alamat emailnya masing-masing.
H. Biaya
Tidak ada
I.  Tempat Pelaksanaan

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal

J.  Jadwal Pelaksanaan

Pelayanan diselenggarakan jam kerja kedinasan yang berlaku di lingkungan BKPM

K.  Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/Keluhan/Masukan disampaikan kepada Direktur Pengembangan Potensi Daerah;

2. Direktur Pengembangan Potensi Daerah mendelegasikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat yang sesuai menurut sektornya untuk menindaklanjuti
pengaduan/keluhan/masukan tersebut;

3. Kepala Sub Direktorat beserta Kepala Seksi dan Staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan tersebut.
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L. Kerangka Prosedur
No. Uraian Kegiatan Pengunjung SIPID Kasubdit Kasie Admin Pusat Pelaksana KET
1 |Admin pusat memverifikasi pertanyaan pengunjung SIPID yang masuk ke
dalam sistem, kemudian melakukan rekapitulasi dan meneruskannya kepada 30 menit
Kasubdit bersangkutan - '—
2 |Kasubdit menelaah dan meneruskan pertanyaan dan masukan para s
pengunjung SIPID kepada Kepala Seksi sesuai dengan sektor-nya masing-
masing 30 menit
3 |Kepala Seksi menjawab pertanyaan dan masukan pengunjung SIPID melalui |
backoffice dan menugaskan Admin Pusat untuk menampilkan pertanyaan - 1 hari
serta jawaban yang telah dijawab
4 |Admin Pusat menampilkan pertanyaan dan jawaban untuk dipublikasi pada
sistem v
6 |Menyimpan seluruh dokumen
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Potensi Daerah yaitu melaksanakan identifikasi dan
pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman
modal serta pendokumentasiannya dan pemutakhirannya termasuk secara elektronik. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu selalu dilakukan pemutakhiran peta potensi
investasi daerah. Agar dalam pelaksanaaan dan penyiapan peta potensi investasi daerah dapat
berjalan efektif dan efisien maka diperlukan Standard Operating Procedures.

2  Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan Standard Operating Procedures Pemetaan Potensi Investasi Daerah adalah
menetapkan proses serta mekanisme yang jelas dan pasti bagi petugas pelaksana kegiatan
Pemetaan Potensi Investasi Daerah.
Tujuannya adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung penyiapan
kegiatan Pemetaan Potensi Investasi Daerah.

3 Ruang Lingkup
1. Unit yang melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi Investasi Daerah adalah Direktorat
Pengembangan Potensi Daerah dan dibantu oleh pihak ketiga.
2. Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang melibatkan Direktur, kepala sub direktorat,
kepala seksi dan staf dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.
3. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan
Pemetaan Potensi Investasi Daerah.
4. Pengguna kegiatan adalah investor dan calon investor yang memerlukan data peta potensi
investasi daerah serta admin SIPID pusat.
5. Keluaran (output) kegiatan adalah tersedianya Peta Potensi Daerah mengenai potensi
unggulan yang dimiliki daerah, peluang-peluang usaha yang ada di daerah, ketersediaan bahan
baku, ketersediaan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana dan informasi lain yang
mendukung kegiatan penanaman modal di daerah.
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6. Kemanfaatan (oucome) kegiatan adalah dimanfaatkannya Peta Potensi daerah yang
bermanfaat sebagai bahan promosi investasi.

7. Definisi peristilahan

8. Peta Potensi Investasi Daerah, adalah peta yang menggambarkan potensi unggulan yang
dimiliki daerah, peluang-peluang usaha yang ada di daerah, ketersediaan bahan baku,
ketersediaan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana dan informasi lain yang mendukung
kegiatan penanaman modal di daerah baik dalam bentuk buku maupun CD.

4  Ringkasan

Pemeliharaan sistem adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga sistem informasi yang ada
agar dapat berjalan dengan baik.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«¢N0C
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Nomor SOP
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tanggal Pembuatan
ﬁ UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tanggal Revisi
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH Tanggal Efektif
BKPN\ Disahkan Oleh (ttd)
(Nama)
(Jabatan)

Standard Operating Procedures
Pemetaan Potensi Investasi Daerah

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/20.07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Kepala BKPM No.11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2009 tentang Tata SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

N o b wN

B.  Keterkaitan

SOP ini sebagai media informasi komprehensif yang bisa dijadikan acuan bagi investor sebelum melakukan penanaman modal.

C.  Peringatan

Agar selalu berkoordinasi dengan daerah mengenai pemekaran wilayah kabupaten/kota.

D.  Kualifikasi Personel

1 Mempunyai pengetahuan dan keterapilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan program Microsoft Word, minimal MS. Word;
2 Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai potensi unggulan yang dimiliki daerah, peluang-peluang usaha yang ada di daerah, ketersediaan bahan baku,
ketersediaan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana dan informasi lain yang mendukung kegiatan penanaman modal di daerah.

E. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, mesin fotocopy, komputer, printer, notebook, fasilitas internet untuk aplikasi on-line dan ruang rapat.

F.  Pencatatan dan Pendataan

Proses pencatatan dan pendataan dimulai dengan mengidentifikasi potensi unggulan persektor, peluang usaha, ketersediaan bahan baku, ketersediaan lahan,
ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan informasi dan literatur-literatur yang ada

G.  Prosedur Pelayanan
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1. Persyaratan teknis/administratif yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan :

b. Adanya bahan acuan untuk melakukan identifikasi data potensi unggulan daerah, peluang usaha, ketersediaan bahan baku, ketersediaan lahan, ketersediaan sarana
dan prasarana

c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing.

2. Persyaratan teknis/administratif bagi pengguna pelayanan :
- Pengguna pelayanan, dalam hal ini para penanam modal (investor).
H. Biaya

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal

I.  Tempat Pelaksanaan

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal

J.  Jadwal Pelaksanaan

Maret s.d Desember

K. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/M 1
1. Pengaduan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan dari pengguna informasi yang berkaitan dengan peta potensi investasi daerah disampaikan kepada Direktorat
Pengembangan Potensi Daerah / Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
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L . Kerangka Prosedur

Unit Kerja Terkait
No Uraian i di Daerah Direktur Kasubdit Kasie staff PPK Pihak Ketiga Ket

1 |Koordinasi rencana pelaksanaan Pemetaan

Potensi Investasi Daerah kepada pejabat -—*.—

1 hari

2 |Melaporkan dan mengusulkan kepada
pimpinan untuk mendapat persetujuan
mengenai rencana pelaksanaan Pemetaan
Potensi Investasi Daerah dan kegiatan

terkait.
TN

1 hari

lelangnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengadaan Barang dan Jasa untuk di proses "
kegiatannya selesai
: 45 hari.

4 |Menyiapkan administrasi, bahan, dan 14 hari
persuratan serta koordinasi dengan (paralel
pejabat/panitia di pusat/daerah maupun pihak dengan

proses
lelang)

ketiga.

[ [

6-8 bulan

6 |Melaporkan hasil Pemetaan Potensi Investasi
Daerah.

@

I
i

|
5 |Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi
Investasi Daerah.

3 |Mengajukan rencana pelaksanaan sosialisasi
SIPID yang telah disetujui kepada PPK, P
kemudian PPK meneruskan Pejabat/Panitia ,-- Ierl(:s:gs

2 bulan

7 |Menyimpan seluruh dokumen. |

A 4

1 hari
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BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Sosialisasi dan Pelatihan SIPID

2011

Jin. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Dengan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID), calon investor dapat mengakses
informasi mengenai potensi sumber daya nasional dan peluang usaha sesuai wilayah dan sektor
usaha yang akan membantu investor dalam proses pengambilan keputusan untuk berinvestasi.
SIPID telah dirancang guna memberi ruang/memungkinkan aparatur masing-masing daerah
untuk meng-update data-data potensi unggulan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu
sosialisasi dan pelatihan SIPID kepada Admin di daerah. Agar dalam pelaksanaaan dan
penyiapan sosialisasi dan pelatihan SIPID dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, efektif dan
efisien maka diperlukan Standard Operating Procedures .

2  Maksud dan Tujuan
Maksud penetapan Standard Operating Procedures Sosialisasi dan Pelatihan SIPID kepada
Admin Daerah adalah menetapkan proses serta mekanisme yang jelas dan pasti bagi petugas
pelaksana kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan SIPID kepada Admin Daerah.
Tujuannya adalah membangun sistem kerja yang efektif serta mampu mendukung penyiapan
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan SIPID kepada Admin Daerah.

3  Ruang Lingkup
1. Unit yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan SIPID kepada Admin Daerah
adalah Direktorat Pengembangan Potensi Daerah.
2. Pelaksana kegiatan adalah para kepala sub direktorat, kepala seksi dan staf dari Direktorat
Pengembangan Potensi Daerah.
3. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi dan Pelatihan SIPID kepada Admin Daerah.
4. Pengguna kegiatan adalah peserta kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan SIPID kepada Admin
Daerah.

5. Keluaran (output) kegiatan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) daerah dalam
mengoperasikan SIPID secara baik dan terus menerus.

6. Kemanfaatan (oucome) kegiatan adalah optimalisasi pemanfaatan SIPID oleh admin daerah
dalam mempromosikan potensi daerahnya.
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4  Ringkasan
SOP Sosialisasi dan Pelatihan SIPID adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Admin Pusat
kepada Admin Daerah dalam rangka transfer pengetahuan mengenai tata cara pegisian data
SIPID ke dalam website.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o«fl¢N0
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Nomor SOP
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tanggal Pembuatan
ﬂ UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Tanggal Revisi
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH Tanggal Efektif
BKPM Disahkan Oleh (ttd)
(Nama)
(Jabatan)

Standard Operating Procedures
Sosialisasi dan Pelatihan SIPID

A.  Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/20.07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Peraturan Kepala BKPM No.11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2009 tentang Tata SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

N o v s~ wN

B.  Keterkaitan

Sosialisasi dan Pelatihan SIPID terkait dengan Entry Data SIPID

C.  Peringatan

1. Sosialisasi dan Pelatihan SIPID dilaksanakan sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku;
2. Sosialisasi dan Pelatihan SIPID dilaksanakan sesuai dengan perkembangan potensi unggualn yang ada di masing-masing daerah.

D.  Kualifikasi Personel

1 Memiliki pengetahuan dan menguasai sistem dari SIPID;
2 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
3 Mampu berkoordinasi dengan efektif;

4 Mampu mengoperasikan komputer.

E. Peralatan/Perlengkapan

Alat tulis kantor, komputer, printer, telepon, faksimili, internet, LCD Projector, dll

F.  Pencatatan dan Pendataan

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.678 586

Pencatatan dan Pendataan dilaksanakan oleh Personil Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

G. Prosedur Pelayanan

Kegiatan ini merupakan kegiatan non-pelayanan
H. Biaya

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal

I.  Tempat Pelaksanaan

Sesuai dengan wilayah yangtelah ditetapkan dalalm DIPA

J.  Jadwal Pelaksanaan

Februari - November

K.  Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

Pengaduan/Keluhan/Masukan dapat ditujukan langsung kepada Direktorat Pengembangan Potensi Daerah — BKPM
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Unit /Pejabat
No Uraian Kegiatan Terkait Direktur Kasubdit Kasie staff PPK Pihak Ketiga Ket
1 |Koordinasi rencana pelaksanaan sosialisasi -_“-
SIPID kepada pejabat terkait. -_' 1 hari
2 |Melaporkan dan mengusulkan kepada Tidak Setuju
pimpinan untuk mendapat persetujuan
mengenai rencana pelaksanaan sosialisasi --‘ 1 hari
SIPID dan kegiatan lelangnya sesuai dengan .
peraturan perundang-undangan. Setuju
3 |Mengajukan rencana pelaksanaan sosialisasi
SIPID yang telah disetujui kepada PPK, Proses
kemudian PPK meneruskan Pejabat/Panitia i '-— lelang
Pengadaan Barang dan Jasa untuk di proses 8
kegiatannya. selesa_l
‘ 45 hari.
4 |Menyiapkan administrasi, bahan, dan 14 hari
persuratan serta koordinasi dengan (paralel
pejabat/panitia di pusat/daerah maupun pihak | i dengan
r rl lelang)
5 |Pelaksanaan kegiatan sosialisasi SIPID (kepada Y
admin daerah). —
3 hari
6 |Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi SIPID. -_- ‘: |
7 |Menyimpan seluruh dokumen. | -
1 hari
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BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Workshop Pengembangan Potensi Daerah

2011

Jin. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang
Dalam rangka mengembangkan investasi di daerah, diperlukan adanya satu komitmen dari para
stakeholders di daerah tentang potensi unggulan yang secara fokus dapat dikembangkan.
Potensi unggulan tersebut menjadi kekuatan lokal yang dapat memberikan kemakmuran
masyarakatnya.

2  Maksud dan Tujuan
1. daerah guna meningkatkan investasi.Maksud dari workshop Pengembangan Potensi Daerah
adalah adanya koordinasi antara BKPM dengan instansi terkait di
2. Tujuan Penyelenggaraan Workshop Pengembangan Potensi Daerah adalah agar menjadi daya
saing bagi daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah masing-masing, dilaksanakan
dengan fokus dan disertai komitmen kepala daerah juga konsisten dalam pelaksanaannya dan
dituangkan dalam Peraturan Daerah.

3  Ruang Lingkup
1. Unit Direktorat Pengembangan Potensi Daerah melaksanakan penyiapan acara kegiatan
Workshop.
2. Pelaksana Workshop adalah Kasubdit Sektor Primer dan Tersier
3. Penanggung Jawab acara adalah Kasie Sektor Primer/Kasie Industri Agro, Kimia, Tekstil dan
Aneka
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terbangunnya suatu komitmen Kepala Daerah dan
konsistensi pelaksanaannya dalam mengembangkan potensi unggulan di daerahnya.
5. Peserta Workshop adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas/Instansi terkait di daerah,
kalangan akademisi, pengusaha setempat dan seluruh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat
Pengembangan Potensi Daerah.
6. Keluaran (Output) adalah dokumen acara kegiatan Workshop yang telah dilegalisasikan oleh
Direktur Pengembangan Potensi Daerah.
7. Kemanfaatan (Outcome) adalah agar terbangun kinerja antara Pusat dan daerah dalam
berkomitmen untuk menentukan satu potensi unggulan di daerah guna memberikan
kemakmuran untuk masyarakatnya.
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8. Definisi Peristilahan :

Workshop adalah seminar atau serangkaian pertemuan yang menekankan interaksi antar dinas
terkait dan berbagi informasi di antara pusat dan IPMP/IPMK.
9. Standar Kompetensi Pelaksana :

a. memiliki pengetahuan dan menguasai informasi tentang peluang investasi di daerah
b. mampu berkoordinasi secara lisan dan tulisan dengan baik

¢. mampu mengoperasikan komputer

d. mampu berkoordinasi dengan efektif.

4 Ringkasan

SOP Sosialisasi dan Pelatihan SIPID adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Admin Pusat

kepada Admin Daerah dalam rangka transfer pengetahuan mengenai tata cara pegisian data
SIPID ke dalam website.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman

o=J0R00
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ﬁ

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
UNIT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

(ttd)

(Nama)

(Jabatan)

Standard Operating Procedures
Workshop Pengembangan Potensi Daerah

A.  Dasar Hukum

1

N o U A WwN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Peraturan Presiden No. 90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/20.07 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Kepala BKPM No.11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM No.14 tahun 2009 tentang Tata SPIPISE

Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

B.  Keterkaitan

SOP ini sebagai daya ungkit bagi daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah masing-masing yang dilaksanakan secara fokus dan komitmen.

C.  Peringatan

Harus adanya komitmen daerah mengenai komoditi unggulan.

D.  Kualifikasi Personel

1

3

Mempunyai pengetahuan dan keterapilan teknologi informasi (internet) serta mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office, min. MS. Word;

Memiliki wawasan pengetahuan tentang berbagai potensi unggulan yang dimiliki daerah, peluang-peluang usaha yang ada di daerah, ketersediaan bahan baku,
ketersediaan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana dan informasi lain yang mendukung kegiatan penanaman modal di daerah;

Mampu berkoordinasi secara lisan dan tulisan dengan baik.

E. Peralatan/Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, mesin fotocopy, komputer, printer, notebook, fasilitas internet untuk aplikasi on-line dan ruang rapat.

F.  Pencatatan dan Pendataan
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Proses Pencatatan dan Pendataan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan daerah mengenai kegiatan workshop yang akan diadakan dan mengetahui komitmen
dari provinsi tersebut mengenai potensi unggulannya.
G.  Prosedur Pelayanan

1. Persyaratan teknis/administratif yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat :
a. Bersedianya pemerintah Daerah Provinsi sebagai tempat kegiatan workshop
b. Adanya koordinasi antara pusat dan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan workshop
c. Penyelenggaraan workshop.

2. Persyaratan teknis/administratif bagi pelaksana kegiatan :

- Pelaksana kegiatan, dalam hal ini lah pemerintah n pemerintah rah.
H. Biaya

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal

I. Tempat Pelaksanaan

Provinsi yang ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan workshop.

J.  Jadwal Pelaksanaan

Maret s.d Agustus

K.  Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan dibahas dalam forum Focus Group Discussion (FGD)
2. Pemerintah Pusat meneliti, menelaah, dan bila dianggap perlu menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan kepada pihak-pihak terkait.
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Unit /Pejabat
No Uraian Terkait Direktur bdi Kasie staff PPK Pihak Ketiga Ket
1 |Koordinasi rencana pelaksanaan workshop
Pengembangan Potensi Daerah kepada -'I-
pejabat terkait. 1 hari
2 |Melaporkan dan mengusulkan kepada
pimpinan untuk mendapat persetujuan
mengenai rencana pelaksanaan workshop -—-
Pengembangan Potensi Daerah dan kegiatan
lelang untuk akomodasi pendukungnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
1 hari
3 |Mengajukan rencana pelaksanaan workshop
Pengembangan Potensi Daerah yang telah
disetujui kepada PPK, kemudian PPK Proses
meneruskan Pejabat/Panitia Pengadaan lelang
Barang dan Jasa untuk di proses kegiatannya. selesai 45
hari.
4 [Menyiapkan administrasi, bahan, dan — 14 hari
persuratan serta koordinasi dengan > (paralel
pejabat/panitia di pusat/daerah maupun pihak L dengan
ketiga. proses
r r’ lelang)
5 [Pelaksanaan kegiatan workshop
Pengembangan Potensi Daerah — — — —
max 3 hari
6 |Melaporkan hasil kegiatan workshop |
Pengembangan Potensi Daerah. -'-
max 3 hari
7 |Menyimpan seluruh dokumen. |
1 hari
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W

BKPM

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK

2011

JIn. Jend. Gatot Subroto 44
Jakarta, 12190
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Penjelasan Singkat Penggunaan SOP

1 Latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat
strategis sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Penanaman Modal No. 25
Tahun 2007 dan UU Rl No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi
masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar
masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu upaya untuk mendorong dan memperkuat serta memberdayakan UKM
dengan meningkatkan keterampilan dan managerial serta memfasilitasi UKM
melalui pelatihan kewirausahaan. Oleh karena itu melalui pelaksanaan program
pemberdayaan usaha dapat lebih meningkatkan partisipasi dan peran UMKMK
sebagai pilar usaha dengan pengusaha besar yang berperan sebagai lokomotif
dalam percaturan ekonomi global.

2 Maksud dan Tujuan
Maksud kegiatan ini adalah melakukan pemberdayaan UMKMK dengan cara :
a. Memberikan ketrampilan dan pengetahuan di bidang kewirausahaan.
b. Mengupayakan agar UMKMK memiliki sikap dan mental sebagai pebisnis.
¢. Mengupayakan agar UMKMK mampu membuat perencanaan dalam bisnis dan
mampu memberikan pelayanan prima.
Tujuannya adalah :
Meningkatkan kemampuan UMKMK dalam memanfaatkan kesempatan yang
terbuka dan potensi sumberdaya produktif dan kemampuan manajerial dalam
rangka pengembangan bisnis dan investasi.

3 Ruang Lingkup
a. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dilingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha
diselenggarakan oleh Sub Direktorat Pembinaan dan Penyuluhan.

b. Pelaksanaan kegiatan adalah para pejabat dan staf Direktorat Pemberdayaan
Usaha yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab
langsung melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang dikoordinasikan
oleh Direktur Pemberdayaan Usaha.

c. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan
Penyuluhan.

d. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatkan kemampuan UMKMK di bidang
kewirausahaan, pemasaran dan perpajakan.
e. Peserta Pelatihan Kewirausahaan adalah UMKMK.

f. Pembicara / Narasumber adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk
melakukan pelatihan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan Success
Story dari Pengusaha yang Sukses.

g. Keluaran (Output) Kegiatan Kewirausahaan adalah menambah kreatifitas dan
motifasi dari UMKMK.

h. Kemanfaatan (outcome) Kegiatan Kewirausahaan adalah diperolehnya
peningkatan kemampuan managerial dalam rangka pengembangan bisnis dan
investasi.
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i. Standar kompetensi pelaksana :

Memiliki pengetahuan tentang Penanaman Modal dan fasilitasi UMKMK
Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik

Mampu berbahasa asing

Mampu berkoordinasi dengan efektif

Mampu mengoperasikan komputer

a 0B~ W N

Menguasai manajemen anggaran keuangan negara

4 Ringkasan

Standard Operating Procedure Pelatihan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK
merupakan bagian dari SOP teknis yang berisi rangkaian prosedur untuk
memudahkan proses pelaksanaan pelatihan UMKMK.

5 Penjelasan Mengenai Simbol SOP

: Terminator (Mulai dan Selesai)

: Persiapan

: Proses

: Pengambilan Keputusan

: Proses Pendokumentasian

: Konektor-Perpindahan Aktifitas ke Halaman Berikutnya

: Konektor-Perpindahan Aktifitas dalam Satu Halaman
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
% DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
BKPM DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Nomor SOP : 3-3-1

Standard Operating Procedures
Pelatihan Peningk K 1an Kewirat

UMKMK

A. Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011
B. Kualifikasi Personel
1 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik.
2 Mampu berkoordinasi dengan efektif.
3 Mampu mengoperasikan komputer
C. Peralatan dan Perl;

Ruang pertemuan, notebook, LCD Projector, Alat Tulis Kantor, printer, kendaraan roda empat.

D. P an dan Pend:

Pencatatan dan Pendataan dilaksanakan oleh personil Direktorat Pemberdayaan Usaha
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Standard Operating Procedures
Pelatihan Peningk K 1an Kewirausat UMKMK

E. Prosedur Pelayanan

Kegiatan ini merupakan kegiatan non-pelayanan

F. Biaya

Sepenuhnya ditanggung oleh anggaran BKPM, termasuk transport untuk survei lapangan

G. Jadwal Pel.

Tidak memerlukan tempat tersendiri, kecuali untuk pembahasan/FGD

H. Waktu Pelak

Diselenggarakan selama jam kerja kedinasan

1. /Tindak Lanjut P duan/Keluhan/| k

Masukkan dari peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UMKMK untuk disampaikan kepada Pimpinan

www.djpp.kemenkumham.go.id
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No.

Uraian Kegiatan

Deputi PIPM

Direktur
P.U

Kasubdit

Pembinaan & Penyuluhan

Kasi

Staff

PPK

PDPPM

Pihak Ketiga
(EQ)

Narasumber

KET

-

Direktur Pemberdayaan Usaha memberi arahan
dan persetujuan kepada kasubdit untuk
Pelatihan

Kewirausahaan UMKMK

0.5 hari

~

Kasubdit berkoordinasi dengan PPK mengenai
penentuan Pihak ketiga (EO) dalam pelaksanaan
kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan
Kewirausahaan UMKMK

PPK menunjuk Pihak Ketiga dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan
Kemampuan Kewirausahaan UMKMK

7 hari

w

Kasubdit berkoordinasi dengan pihak ketiga (EO)
dalam pelaksanaan kegiataan

7 hari

IS

Kasubdit menghubungi Instansi Terkait di daerah
tentang usulan rencana kegiatan Pelatihan
Peningkatan Kewirausahaan UMKMK untuk
mendapatkan persetujuan dan Menetapkan waktu
pelaksanaan

H—1-

7 hari

w

Kasubdit berkoordinasi untuk melakukan Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan:

-pengumpulan bahan pelatihan kewirausahaan

- Membuat Surat Pemberitahuan kepada daerah
tempat acara pelatihan

- Surat Permohonan Narasumber untuk kegiatan

30 hari

o

Kasubdit menerima, meneliti, mengoreksi dan
menandatangani :

- Agenda dan jadwal pelaksanaan kegiatan

- Surat pemberitahuan kepada Kepala PDPPM &
PDKPM

- Surat permohonan narasumber

Direktur menandatangani :

- Agenda dan jadwal pelaksanaan kegiatan

- Surat pemberitahuan kepada Kepala PDPPM &
PDKPM

- Surat permohonan narasumber

7 hari
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H. Uraian SOP
No. Uraian Kegiatan Deputi PIPM Direktur Kasubdit Kasi Staff PPK PDPPM Pihak Ketiga Narasumber KET
P.U Pembinaan & Penyuluhan (EO)

Kasubdit mengkoordinasikan pengiriman surat

7 |pemberitahuan kepada Narasumber, PDPPM & - - 3 hari
PDKPM wilayah untuk pelaksanaan kegiatan
Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan 3 hari
e e S T (U o I o B |
Kasubdit i dan inasil

9 |pembuatan Laporan Kegiatan Pelatihan - 3hari
Kewirausahaan UMKMK
Direktur Pemberdayaan Usaha
- Menerima laporan Kegiatan Pelatihan - —

10 i Kewir UMKMK 1 hari
- Menandatangani laporan Kegiatan Pelatihan

i K Kewir UMKMK
Total waktu maksimal 67.5 hari
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